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ABSTRAK 

Nama : In tan Y unita Ratnasari 
Program Studi : Magister Akuntansi 
Judul : Analisis lmplementasi l'f lndah Kist Pulp&: Paper Tbk, Serang 

Mill terbadap Draft !SO 26000 working draft 4.2 pada Internal 
Perusahaan 

Banyak perusahaan swasta kini mertgembangk:an apa yang disebut Corporate 
Social Responsibility (CSR). Dengan meningkatnya peran swasta antara lain 
melalui pasar bebas, privatisasi dan g!oba!isasi maka swasta semakin berinteraksi 
dan bertanggung jawab serta memilild tanggung jawab soslal dengan masyarakat 
dan pihak lain. Semakin hangatnya isu tentang Corporate Social Responsibility 
(CSR) mcnyebabkan Iama-kelamaan CSR tidak lagi dipandang sebagai 
keterpaksaan, melainkan sebagai kebutuhan. 

PeneHtian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan corporafe social 
responsibility dan kesiapan perusahaan dalarn menghadapi ISO 26000 sebagai 
'Guidance Standard on Social responsibility'. PeneHtian dilakukan dengan 
melakukan riset langsung ke lapangan dengan menggunakan metode ana1isis 
deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan CSR pada PT Indah Kiat Pulp & 
PaperJ Serang Mill dan memberikan penilaian yang didasarkan pada draft ISO 
26000 working draft 4.2 

Hasil peneHtian menujukkan bahwa PT Indah Kiat PuJp & Paper Tbk. Serang Mm 
rnemperoleh nilai kese!uruhan sebesar 4,66 untuk issue-i.$sUe yang terdapat dalam 
draft ISO 26000 •;orking draft 4.2 yang berarti perusabaan telah menjalankan 
tanggung jawab sosialnya dengan baik. sehingga disimpulkan bahwa tahap 
persiapan l'f lndah Klat Pulp & Paper, Tbk. Sernng Mill sudah balk terhadap 
keseluruban issue yang terdapat dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 

Kata Kunci: 
Corporate Social Rei~ponsibility, Draft JSO 26000 working draft42 
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Name 
Study Program 
Title 

ABSTRACT 

: Intan Yunita Ratnasari 
: Magister Accounting 
: Analyse the implementation of PT lndah Kiat Pulp & Paper 

Tbk, Serang Mill to Dnrft ISO 26000 working dmfl 4.2 at 
internal company 

A lot of privat entriprise at this moment develop what referred as Corporate 
Social Respomibiliry (CSR). At the height of role in private sector for example 
passing through free market, privatisasi and globolization makes private sector 
progressively have interaction to and hold responsible and also .own the social 
responsibility with the society and other party, 

1'his research a;m to to know the implementation of corporate social 
responsibility and company'.~ readiness in face of ISO 26000 as' Guidance of 
Standard of on Social responsibility', Research done by using descriptive analysis 
method to describe the implemenlalion of CSR at PT Indah Kiat Pulp & Paper 
Tbk. Serang Mill/ and give the assessment which is relied on draft ISO 26000 
worl..ing draft 4.2 

Research result indicate that PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill get 
the entirety value equal to 4,66 for the :Ssues in draft JSO 26000 working drqfi 
4.2. Means that the ccmpany have run its social responsibility properly, so we can 
conclude that phase of preparation of PT lndah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang 
Mi/{ 'shave done well for the entirety issues in drcrfl ISO 26000 working drafl42 

Key words: 
Corporate Social Responsibility, Drqft ISO 26000 working draft 4.2 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Ll Latar Betakaag Peoelitiau 

Molivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis. sudah tentu 

adalah meningkalkan keuntungan. Logika ekonomi neoklasik adalah bahwa 

dengan meningkatnya keuntungan dan kemakmuran sebuab perusahaan sudah 

pasti akan meningka!kan kemakmu!:an <alcyat karena lebib efisien dan mutah 

produk yang dibasilkan. 

Kenyataannya tidak demikian, banyak perusahaan bukan banya makin 

kaya tetapi juga semak:in berkuasa sementara penduduk miskin dan lemah serta 

rentan secarn ,;osial, ekonomi, politik, kesellatan dan lingkungan makin banyak. 

Kemajuan perusahan juga rnenyumbang ketidak-adilan dan kesenjangan sosiaL 

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan atau dislribusi 

kescjahteraan. Dengan semakin besamya kesenjangan yang ada, mengakibatkan 

m:uncul berbagai reaksi untu.k memp.erbaiki .persoalan kesenjangan. Antara laio1 

sepcrti; program pengentasan kemiskinan, perbaikan kesejahternan, bantuan 

subsidi langsung dan sebagainy.a. Yang di!akukan oieh perneri.ntah sebagai 

unsur negara yang mempunyai peranan paling penting. Akan tetapi pada 

kenyataannya mefluojukkan bahwa upaya-upaya ini sering .tidak mcmbawa hasH 

atau tidak berkelanjut.an. 

Bagaimana dengan perusahaan swasla? Swasta dapat dikatakan sering 

mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar dari pada suatu negara. Data 

menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaao besar dan kaya jika rligabungk:an 
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akan mempunyai kekayaan yang lel>ih besar dari negara. ~ perusahaan 

swasta sering mampu mendikte pembuatan atau pembaruan kebijakan dan 

perntur.m peruru!angan suatu negara bahkan politik dan kepemimpinan negara 

dan daerah. Swastapun mempunyai program-program sosial seperti bantuan 

fislk. pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat (community devekJpment), 

outreach~ beasiswa. penyediaan dana filantropis dan sebagainya. Tetapi banyak 

juga yang tidal< berkelanjutan (l<my, 2005). 

Kita sedang berhodapan dengan dunia yang tidak adil dan tidak sehnbang. 

P.ada saat ini .hanya 20- persen penduduk dunia yang menikmati begitu banyak 

manfaat atas kekayaan aJam dan hasil bumi. Mereka menikmati &5 persen 

pengeluaran .dunia untuk konsumsi, menikmati 45 persen daging yang 

dikonsumsi, 65 persen Hstri~ menggunak:an 84 persen kertas. menggunakan 85 

persen logam dan hahan kimia namun menghasilkan 70 persen emisi -ga5 karbon 

dioksida di seluruh dunia. Sangat tidak adit Kesemua konsumsi ini merupakan 

peluang pasar y.ang lebih .besar .dinikmati mereka namun menimbulkan dampak 

negatifyang dlderita masyarakat kecil. 

Jika negara .dan perusahaan swasta bcsar digabung sebagai kekuatan 

ekonomi dunia maka dari 100 kelompok ekanomi dunia 51 dikuasai swasta 

sedangkan 49 -dik:uasai negara tetmasuk .negar.a-negara besar .. adikuasa dan 

industri maju. Jib sepuluh negara besar dikeiuarkan darl daftar int maka 

kekayaan 200 perusahaan besar dunia melebuihi kekayaan semua negar.a lain di 

dunia inL 

K.etidak·adilan ini men!mbulkan ketidakpuasan bahwa globalisesi hanya 

menguntungkan pihak yang kuat dan kaya, Kekuasaan dan penguasaan atas 
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su:mberdaya Blam serta kekayBan ada di tangan pemsahaan multinasional yang 

bisa mendil.-te negara lain (baik negara maju maupun negara miskin) sehingga 

negara tertentu bisa kehilangan kedau!atan atas surnberoay<1 .alam bahkan 

kehilangan kebebasan dan kedaulatan negaranya serta meningkatkan ekploitasi 

l<:naga keqa dan turut memperbesar degradasi sumberdaya ,.lam. Dengan 

semakin benyaknya ketidakpuasan bahlam kemarahan yang tlmbuJ di kalangan 

raky.ot SW1tu negara disebahkan brena kekayasn l!lamnya dikuasoi oleh 

perusahaan asing atau perusahaan multinasional. 

Sernakin banyakny• perusahaan yang besar dan kay• maka pade saat itu 

semakin ban yak pula orang m iskin dan kerusakaan yang dialami oJeh 

1ingku.ngan di sekitamya. Karena itu1ah muncul kesadaran untuk: mengurangi 

dampak negatif ini. Saat lni konsumen mulai menyuarakan keinginan rnereka 

untuk perdagangan yang etis den bertanggnng jawM sosial, dan menggnnakan 

daya beli rnereka. untuk mendorong perubahan dan menuntut keterbukaan dan 

keadilan. Bebernpa lembaga berusaha meneari cam baru untuk melibatkan 

perusahaan dalam berbagai prakarsa pembangunan dan juga menuntut adanya 

standard yang diwajibkan bagi tanggung jawab dan akuntahilitas perusahaan. 

Para konstituen lain juga memberikan tekanan bagi integritas dalam berbisnis. 

Komunitas keuangan teiah makin menyadari pentingnya tanggung jaw.ab sosial 

perusahaan, setelah terjarlinya berbagai skandal keuangan dan akunting yang 

dapat disebut sebagai penghianatan terhadap ~epereayaan pasar dan stakeholder 

(pernangl<u kepcnUngan). Bagi para investor, tanggung jawab sosial persuahaan 

terkait dengan penge!Qiaan fisiko den asset tem'l\iud yang berharga-reputasi, 

brand, modal sosial dan intelek-tual (Sedyono, 2006), 
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Betbagai peristiwa negatif yang menimpa sejumlah perusa.haan, terutama 

setelah reformasi, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemilik: dan 

manajemen perusahaan untuk rnemberikan perhatian dan tanggung jawab Y""g 

lebih baik kepada masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan. Sebab 

kelangsungan SWltU usalla fulak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan, tap! 

juga tanggungjawab sosial perusabaan. 

Salah satu penyeba!> dad hanyaknya demo, hujatan, atau bahkan 

pcngerusakan yang dilaknkan oleh masyamkat disekitar lokllsi pcbrik adalah 

kurallgnya perhatian dan tanggung jawab mlllll\iemen dan pemilik perusahaan 

terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. lnvestor 

hanya mungeduk dan mengeksploitasi sumber daya alam yaag ada di danrab 

tersebut, tanpa mempcrhatikan faktor lingkungan. Dari hal tersebut diatas, 

!ampakaya tidak ada keraguan bahwa CSR telah dan akan terus herpemn 

penting dalam wancana dan praktis bisnis di dunia. Pribadi·pribadi~ kelompok. 

masy.ar.akat dan hahkan hangsa.bangsa saat ini menuntut .perHaku yang 

bertanggung jawab dari bisnis untuk metijamin kehidupan yang stabii dan 

tenang., dimana bisnis dan masy-arakat akan eksis berdampingan dan betsama­

sama mcnikmati kernakmuran. 

Banyak pcrusahaan swasta kini mengembangkan apa yMg disebut 

Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupaka.n wacana yang sedang mengemuka di dunia bisnis atau perusahaan. 

Oengan mcningkatnya pernn swasta antara lain melaiui pasar bebas, privatisasi 

dan gJoha!isasi maka swasta sem:akin luas berinteraksi dan bertanggung jawab 
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serta memiliki langgung jawab sosial dengan masyarakat dan pihak lain 

(Minow, 1996 dalam Tegull Kurniawan, 2007) 

Dengan semakin llangatnya isu tentang D>r.porme Soda/ Resp<Jnsibility 

(CSR). Persoalannya bukan lagi dilihat hanya dari aspek sosial, te!api juga telah 

masuk kedelam .aspek bisnis dan penyehatan korporasi. Sehingga lama­

kelamaan CSR tidak Jagi dipandang sebagai keterpak:saan, me1ainkan sebagai 

lrebutuban. 

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan, dua diantaranya adaiah 

mengenai 'impact' prngnun CSR pada profit perusahaan. Para peiaku .ditunlut 

untuk ikut memikirkan program yang yang mampu mendukung sustainobility 

perusahaan dan <lktifitas CSR itu sendiri. Dalam hal ini, strategi perusahaan 

mesti responsif terhadap terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi bisnis­

seperli perubahan global. lren baru dipasar, dan kehutuhan .mzkeholders yang 

belum terpenuhi-ketimbang mengabaikannya 

Berkalam dengan masalah impacr tadi, Global CSR Survey dapat 

memperiiliatkan betapa pentingnya CSR. Dalam survey di 10 negara. mayorltas 

konsumen (72%) mengata.kan sudah membeli produk dari suatu perusahaan­

serta merekomendasikan kepada )'ang lainnyamsebagai respon terhadap CSR 

yang diiakukan perusabaan fersebul Sebaliknya, sebanyak 61% dari rnereka 

sudah memboikol produk dari perusahaan yang tidak punya tanggung jawab 

sosial. (David, 2007) 

Penelitian lain adalah peneJitian yang dilakukan oleh Mohamed dan 

Norfaiezab di Universitas Utara Malaysia pada tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan CSR merupakan salah satu aspek 
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motivasi yang pentlng yang percaya bahwa CSR dapat meningkalkan profit 

jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan serta dapat meningkatkan reputasi 

perusahaan atau organisasi. 

Pada saat ini telah banyak perusahaan yang telah berusaha untuk 

melaksanakan program-program CSRnya misalnya saja: pada perusahaan Sido 

Muncul. Yang sejak I 0 tallUn silam, perusahaan jamu itu sudah membentuk 

deparfemen khusus <lengan ~ anggota tim opemsional CSR. Oepartemen CSR 

mereka menangani limbah yang tcrkait dengan lingkungan hidup, mengeloia 

.proses pembuangan sampah. dan penggunaan mesin~rnesin hemat !istrik. 

Tujuannya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan memerangi 

jlemanasan global. Sementara itu, diperusahaan-perusahaan roksasa bentuk 

organisasi CSRnya sudah bukan lagi departemen tapi sudah menjefma menjadi 

yayasan tersendiri. Misalnya Eka 1jipta Foundation yang memfusililasi 

program-program CSR dari unit~unit bisnis Sinar Mas Group; lalu PT HM 

Sampoema memiliki Sampoema Foundatlno; nan Unilcv<r mendirikan Yayasan 

Unilever Peduli. 

P.erkembangan .pasar bebas telah membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia 

dengan lerbentuknya AFf A, APEC dan sebagainya, telab semakin mendorong 

perusahaan dari berhagai penjuru dunia untuk secare bersama melaksannkan 

aktivitasnya dalam rang:ka mensejahterakan masyarakat di sekitamya. 

Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi {Eanh Summit) di 

Rio de Jenejro Brazilia J 992. menyepakati perubahan paradigma pembangunan. 

darl pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangWtan yang 

berkelanjutnn (sustainable development). Da1am perspektlf perusahaan, 
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lreberlanjutan yang ~hnaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari 

usaba-usaha yang telah dirinti~ berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari 

masing..masing stakelwlders. 

Pola pembangunan berkelanjutan semakin bergantung pada ketersediaan 

sumber daya alam, yang mana kelestariannya perlu .dukungan dari ek:o--sistem .di 

sekitamya. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di 

<llltanU!ya M.lah ; (I) ketusediaan <lana, (2) misi lingkungan (3) tanggung 

jawab so.sial, {4) terimplementast da1am kebijakan (masyarakat, korporat, dan 

pemerintah), (5) mempunyai nilai lreuntungan (ldris, 20()5~ 

Untuk menuju terwujudnya kondisi good business, yang bukan saja 

menuntut uotung besar, melalnkan juga .parlu disertai pula dengan parilaku 

bisnis berkualitas etis, yak:ni melalui perwujudan tanggung jawab soslal 

perusahaan.. Saat in1 yang menjadi perhatian besar dari peran perusahaan rlaiam 

masyarakut telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepakaan dan 

lrepardulian temadap lingkangan den masalab etika. Masalah separtl perusakan 

Jingkungan* perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang 

mengakibatkan ketidalmyamanan ataupun bahaya bagi konsumen merupakan 

berita utama surat kabar. 

ltu sebahnya lrebijakan sosial Pemcrinlah juga cliarnhkan kepada 

Komunitas Bisnis, agar kepcdulian sosia.! mereka seperti tennanifestasikan 

daiam konsep corporate socia{ responsibility (CSR} semakin menonjoJ dalam 

program-program yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial, di sarnping 

program ekonomi dan lingkungan. 
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Akan tetapl, masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalaakan 

program-program CSR karena melihat hal tersebut banya sebagai pengeJuaran 

hiaya (cost .cen!U). CSR me!lUlllg tidak memberikan basil keuangan dalarn 

jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsWJg maupun 

tidak langsung pada keuangan perusahaan di rnasa mendatang. Dengan 

demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan 

keberlanjutan perusahaanakan teJjamin dengan balk. 

CSR bukan merupakan kegiatan amal. dimana CSR mengbaruskan suatu 

perusahaan dalarn pengarnbilan keputusannya agar deng;m sungguh-sungguh 

mempemitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) 

perusahaan, lelrnasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusabann 

untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku 

kepentingan ekstemal dengan para pemangku kepentingan internal. 

Pada dasarnya kegiatan CSR sangat beragam bergantung pada proses 

interaksi sosia~ h=ililt sukansia didasarkan pada dorongan !!100l! dan etika, dan 

biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajlban memenuht peraturan 

perandang-undangan. Oleh karena itu, didalam pmktek, penerapan CSR sclalu 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan 

masyarakat(daniri, 2007). 

Sebagui salah satu pendekatan sukarela yang bcrada pada tingkat beyond 

.compliance, penerapan CSR saat ini .berkembang .pesat termasuk di Indonesia, 

scbagai respon dunia usaha yang meiihat aspek Iingkungan dan sosial sebagai 

peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian darl pengeloJaan 

risiko, menuju snstainability (keberlanjutan) dari kegiatan usahanya. 
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P..enerapan kegiatan dengan definisi CSR .di Indonesia baru dimulai pada 

awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasat yang sama telah 

begalan sejak tahun 197Jl-an, dengan tingkat Y<Ulll bervadasl, mulai rlari yang 

paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti 

integrasi kc dalam lata earn perusahaan mengopernsikan usahany-ll. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penernpan CSR yang dilakukan 

oleh perusahaan secingkali berhubungan dangan proyek-proyek komunitas, 

pemberian bea siswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali 

menganjurkan dan mendorong pekerjanya untuk sukarela dalam mengambil 

bagian dari proyck komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik dimata 

komunitas terse.bu.t yang s.ec.ara Jangsung akan rlapat meningkatkan atau 

menjaga reputasi perusahaan, memperkuat merek perusahaan serta menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka 

mempedwat keberl!u\Jutan perusahaan llu sendid dengan jalan memhangun 

kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan 

menyusun progr.am-program pengembangan masyarakat sekltamya. Atau dalam 

pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan 

lingkunganny~, komunitas dan stakeholder yang t.erkait dengannya, baik lokal. 

nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya 

mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. 

Prinsip keberlanjutan ruengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi 

masyarakat miskin .dalam mengclola Jingkwtgannya dan kcmampuan 

institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah 
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keruampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekoo.orni,. ekologi, dan sosial yang 

menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses 

pengembangannya .tiga stakeholder inti dihalapkan mendulrung penuh, di 

antaranya adalah; pemsa.baan, pemerintah dan miJSyarakat. 

CSR dikata.kan sebagai sebuah gagasan, Dimana. perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

rulai perusobaan {corpor41e value) yang .direfleksikan dalam kondisi 

keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak 

pad.a Jriple bottom lines. Di sini Jwuom lines lainny.a seiain finansialjuga ada1ah 

sosial dan !ingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin 

ni1ai perusahaan .twnbuh secara berkelanjutan {sustainable}. KeberJanjutan 

perosahaan hanya akan terjamin apabil~ perusahaan memperhatikan dimensi 

s.osial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta hagairnana resistensi 

masyarakat sekltar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan 

terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan "'ipek-""!'ek sosial, 

ekonomi dan lingkungan hidupnya (daniri, 2008). 

Karena itu lahirlah sistern standar intemasional yang wajili ditaati .oJch 

produsen di masingKmasing negara yang mencerminkan krlteria ekonomi, oosial 

dan lingkungan. Yang pertama Jahir -adalah standar lntemasionai hagi krjteria 

ekonomi, yakni JSO 9000 dengan berbagai derivatifnya, kemudian menyusul 

standar intemasional hagi kriteda lingkungan) yakni ISO 14000. Kini menyusul 

standar intemaslonal dengan krheria sosial, yaknl lSO 26000 yang ingin 

memuat krlteria bagi produk yang dihasilkan de.ngan muatan sosial. 
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Pada hulan September 2004, ISO (lntemational OrfP'Jization for 

Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi intemasional, berini.siatif 

mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working group) yang 

membidani !ahimya panduan dan standarisasi untuk tanggungjawab sosial yang 

diberi nama !SO 26000; Guidonce &andard ~n Social Responsibility_ Adapun 

tujuan dari pembuatan standar ini adalah untuk membantu organisasi dalam 

pelaksanaan Social Respt)IUibility, dalam hal ini memberikan pe<loman pmktis, 

serta memperluas awareness publik terhadap Social Responsibility itu sendiri. 

Pengatuum untuk kegiat.an ISO .dalam tanggungjawab sosial terleta.k: pada 

pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu 

or.g.anisasL Pemahaman lersebut tercennin pada dua sidang., yailu "Rio Earth 

Summit on the Environment" tahun l992 dan "World Summit on Sustainable 

Development (WSSD)" !a hun 2002 yang diselenggaxakan di Afrika Selatan. 

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela 

mengenai tanggung jaw.ab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor 

badan publik ataupun badan privat baik dl negara berkembang maupun negara 

m.:Yu. Karena berupa standard guidance, maka dalam seluruh dokumen yang 

sedang disusun digunakan kata should bukan h{f!le lo atau must. Oteh sebab itu 

.dapat dikatakan bahwa ISO ini lebih berslfat mengikat sccara moral daripada 

secara hukum. Dcngan adanya ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai 

.terhadap aktiv.itas tanggungjawab sosial yang berkembang saat ini dengan ~ 

l) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggungjawab sosial 

dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip~pcinsip 

menjadi kegiatan~kegiatan yang efektif; dan 3) memi!ah praktek~praktek terbaik 
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yang sudah herkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas ~ 

masyarakat intemasional. Akan tetapi perlu diingat. bahwa standar ISO yang 

3da belum merupakan suaJ:u standar beke karena belum 3danya pengesallan atas 

standar tersebut. dan rencananya baru akan disahkan pada akhir tahun 2009. 

Apablla hendak menganut pemabaman yang dlgunakan oleh pam abli 

yang 'menggodok' ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility yang 

secara konsisten mengembangkau tanggungjawab sosial maka masalab SRakan 

mencak:up 7 isu pokok yaitu: 

l, Organizational Governance 

2. Human Rights 

3. Labour Practices 

4. The Environment 

5. F.air Operoling Practices 

6. Consumer Issues 

7. Community Development 

ISO 26000 menerjemahka:n tanggungjawab sosial sebagai tanggungjawab 

suatu organisasi .atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap 

masyarakat dan lingkungan. melalu.i pcrilaku yang transparan dan etis. yang: 

• Konsisten dengan pembangunan .berkeianjutan dan kes.ejahteraan 

masyarakat; 

• Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder; 

• Sesuai hukum yang bcrlaku dan konsisten dengan norma-norma 

intemasional; 
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• Terintegrasi di seluruh aktivltas organ!sasi, d.alam pengertian ini meliputi 

baik kegiatan, produk maupunjasa (daniri~ 2008). 

Salah S31U bentul: tanggungjaw.ab sosial yang paling sering diterapkan dan 

yang paling sering disorot di Indonesia adaiah community developmenJ, yang 

mempakan salah satu C/Jl'e .tss.ue dari ISO 26000 .untuk .piliak: ek:stemal 

perusahaan. Dimana, Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih 

menekank.an pada: pembangunan sosial dan pembaogli1Wl kapasitas llUISyarak.at 

sebingga akan menggaii potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial 

perusahaan llilluk maju dan berkembang. Yang selain dapat rnenclptakan 

peluang- peluang sosial-ekonomi masyarakatj menyerap tenaga kerja dengan 

kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membang:un .citra sebagai 

perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu. akan tun1buh rasa 

.percaya dad masy.arakal 

Sedangkan core issue lain (organizational governance, human rights, 

labour proctlces, Jhe envircnmem, fait oper-ming praclices, consumer -isSUt.ts) 

yang lebih ditujukkan untuk pihak internal perusahaa.n kurang diketahui 

Jnformasiny-a. 

Oleh karena hai tersebut diatas, penutis tertarik untuk memiljh juduJ 

"ANALISIS IMPLEMENT AS! PT.INDAH KIAT PULP & PAPER. Thk 

TERIIADAP DRAFT ISO 26000 working draft 4.2 PADA INTERNAL 

PERUSAHAAN" 
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1.~ Pe.rumusan Masahtb 

Berdasarkan latar bciakang tersebut di atas, Penulis merumuskan beberapa 

pokok permasalahan yang akan .dibahas d.alam karya akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

L Bagaimana pelaksanaan Corporate, Social Re.sponsibi1ity pada PT. Indab 

Kist Pulp & Paper. Tbk, Serang Mill berdasarkllll draft ISO 26000 working 

drnft4.2 

2. Bagaimana tahap perslapll!l PT lndah Kiat Pulp & Paper. Thk, Serang Mill 

terhadap issue-issue yang terdapat dalam.draft ISO 26000 working draft 4.2 

1.3 Tujuan Penelitlan 

Pene1itian ini secara umum mempunyai tujuan untuk memperoleh diskripsi 

mengenai kesiapan PT !ndah K]at Pulp & Paper. Thk, Serang Mill terbadai> ISO 

26000 drnft 4 working draft 2. Khususnya pada internal perusahaan. Secara 

khusus pene1itian dimaksudkan untuk dapat: 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. 

lndah Kiat Pulp & Paper. Thk, Serang Mill Mill berdasarkan draft ISO 

26000 working draft 4.2 

2. Mengelahui bagaimana tahap persiapan PT lndah Kiat Pulp & Paper. Tbk, 

Serang Mill !erhadap issue~issue yang terdapat dalam draft TSO 26000 

working draft 4.2 
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1.4 Manfaat Peu~litian 

PenuJisan ini diharapkan memberikan beberapa manfaat antam lain: 

L Bagi perusahaan yang ditelitl diharaplcan dapat memberikan masukan 

dalam hal Corporate SociCI( Responsibility, dengan merujuk pada panduan 

Corporate Social Jlesponsibi/i!y draft ISO 26000 working draft 4.2 

khususnya pada internal perusahaan. 

2. Bagl ~isl. penelitian ini d.apat memberikan kontribusi pemils:iro.n 

mengenai tanggung jawab sosial pe:rusa.haan pada PT Indah Kiat Pulp & 

Paper. Thk. Serang Mill. 

3. Bagi penulis lainnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masulum 

bagi tulis.n.n Si!lanjutnya me.og,enai analisis _corptJrate sociql responsibilfty 

di perusahaan-perusahaan lain. 

J,!iSistem•lika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam karya akhir ini disusun sebagai berlkut: 

BAlli Perulahuluau 

Bab ini tcrdiri dari pembahasan tentang latar belakang penelitian, 

nunusan masalah, llijuan pewlitian, manfaat pcneliti.an, dan 

sistematika pembahasan. 

BJ\Jlll Tiujauan Pustaka 

Bab ini berisi pembahasan mengenai Corporate Social Responsibility 

{CSR), tahnpao-tahapan pelaksanaan CSR. ISO 26000, dcflnisi dan 

hal~hallain yang re!evan dengan penelilian ini. 
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BAB lll Metode dan Obyek Pen:elitian 

Bab ini membahas tentang metode peneUtian yang digunakan, 

meliputi metode pengambilan data, metode penilaian, dan 

pembahasan mengenai profil perusahaan. 

BAB IV Pembabasan Basil Penelitian 

Bab ini berisi basil penelitian dan pembahasannya, meliputi hasH 

wawancara yang diiakukan atau basil penilaian kuisioner dan 

analisis mengenai kesiapan PT Indah Kiat Pulp & Paper. Thk, 

Serang Mill terhadap draft ISO 26000 working draft 4.2, 

khususnya. pada internal perusahaan. 

BAB V Penutup 

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan 

penelitian yang dicapai. Berdasarkan,analisis pembahasan.- penulis 

dapat memberitahukan bagiamana kesiapan PT lndah Kiat Pulp & 

Paper. Tbk , Serang Mil terbadap draft ISO 26000 working draft 

4,2, khususnya pada internal perusahnan, 
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BABll 

LANDASAN TEORI 

Semenjak keruntuhan rezim diktatoriat Orde Baru, masyarakat semakin 

berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutannya terhadap 

perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat teiah semakin krltis dan 

mampu meiakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut pam 

pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. 

Pelaku bisnls tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan 

usahanya, melaink.an mereka juga diminta untuk memberikan kontrjbusi (X!Sitif 

terhadap lingkungan sosialnya. 

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat mernunculkan kesadararan 

baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Corporate 

Social Responsibility (CSR). Pemahaman itu memberikan pcdoman bahwa 

korporasi bukan Jagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri 

saja sehingga ter-a.Iienasi alau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di 

tempat mereka bekerja. melainkan sebuah entitas usaha yang wajib meJak:ukan 

adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya (daniri, 2008) 

2.1 Konsep Triple Bottom Line 

Islifah Triple Bottom Line dipopulerkan oieh John Elkington pada tahun 

1997 melalui buk.unya "CannibaJ with Forks, the Triple Bottom Line of 

Twentieth Century Business". Elkington mengembangkan konsep Triple 

Bottom Line dalam istilah economic prosperity, environment quality, dan social 

justice. 

Universitas Indonesia 

Analisis implementasi..., Intan Yunita Ratnasari, FE UI, 2008



Elkington memberikao pandangan bahwa perusahaan yang ingin 

berkdanjutan harusJah memperhatikan "3P11
• Selain mengejar profit perusahaan 

juga mesti memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan 

masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menJaga kelestarian 

lingkungan (planet). Hubungan lni dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

f -
" " 

'\ 
~ • -~ ~ 

... . .J4? , 
-~ -
Gambat2"l Triple Bottom Une 

Penjelasan untuk masing-masing hubungan diatas adaiah sebagai berlkut 

Profit (Keuntungan) 

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap 

kegiatan usaha. Fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah 

mengejar profit atau mendongkrak harga saharn setinggi-tingginya, baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. 

Profit sendiri pada hakikatnya merupaian tambahan pendapatan yang dapat 

digunakan untuk menjamin kefangsungan hidup perusahaan. Sedangkan 

aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongktak profit antara lain dengan 

meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga 

perusahaan dapat rnemberlkan nilai tam bah semaksimal mungkin. 
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Peningkatan produlctivitas bisa diperoleh dengan memperbaik.i manajemen 

kerja me[alui penyederbanaan proses. mengurangi aktivitas yang tidak efisien, 

menghernat waktu proses dan pelayanan. Termasukjuga menggunakan material 

sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin. 

People (Masyarakat l'e01angka Kepentingan) 

Menyadari bahwa masyarakat merupak.an stakeholders penting bagi 

perusahaa~ karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat 

diperlukan bagi keberadaan, k.elangsungan hidup, dan perkembangan 

perusahaan, maka sebagai bagian yang tidak dipisahkan dengan masyarakat 

Ungkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan 

manfaat sebesar-besamya kepada mereka. Selain ltu juga perlu disadari babwa 

operasi perusabaan berpotensi membcrikan dampak kepada masyarakat. 

Karenanya pula perusahaan perlu untuk meJakukan berbagai kegiatan yang 

menyentuh kebutuhan masya.rakat. 

Planet (Lingkungan) 

Unsur ketiga yang perlu diperhatikan adalah planet atau tingkungan. Jika 

suatu perusahaan ingin eksis dan aksept:able maka harus disertakan pula 

tanggung jawab kepada Jingkungan. LingkWigan adalah sesuatu yang terkati 

dengan seluruh bidang kehidupan kita. 

Seperti yang kita ketahui, masih banyak pelaku industri yang hanya 

mementingkan bagaimana menghasilkan keuntungan sebanyak~banyaknya tanpa 

melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan 

melestarikan lingkungan. pcrusahaan justru akan memperoleh keuntungan yang 
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lebih) terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan 

sumberdaya yang lehih terjamin keberadaannya. 

Sebalik:nya, kurnngnya keperdulian terhadap lingkungnn kerep harus 

dibayar deng-dll harga yang mahal dengan timbu!nya bermacam penyakit, 

bencana lingkungan atau kerusakan alam lainnya. 

2.2 Taoggnng Jawab Sosial Perosahaan {Corporate Social Re<ponslbility) 

Di indonesia, isti!nb CSR semakin populer digunakan sejak Inbun 1990-

an. Beberapa perusahaan sebenamya telah lama melakukan CSA (Corporate 

Social Aclivity) atau "akiivitas sosial perosahaan''. Walaupun tidak menarnainya 

sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang 

mereprcsentasikan bentuk "peran serta" dan "kepedulian" perusahaan terhadap 

aspek sosial dan lingkungan. Melaiui konsep investasi sosial pcrusahaan "seat 

belt". sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembuga pemerintah 

yang aktif dalam mengernbangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada 

berbagai perusahaan nasional (Suharto, 2008). 

Kepedulian sosiai perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya 

kegiatan perusahaan membawa dampak - for better or worse, bagi kondisi 

lingkungan dan sosial..ekonorni masyarakat., khususnya di sekitar perusahaan 

bempcrasi. Selain itu~ pcmilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders 

atau para pemegang saharn. Melafnkan pula sJakeholders, yaknl pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. 

Stakeholders dap.at mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, 

pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya 
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masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas 

stakeholders reiatif berbeda antara satu perusahaan dengan iaim1ya. tergantung 

pada core bi:mis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004). 

Dari waktu ke waktu masyarakat mendefinisikan apa yang rnenjadi 

persoalan kemasyarakatan dan bagaimana cara pemecahannya. Bagian ini hanya 

membahas permasalahan sosial yang berkaitan dengan pandangan tentang 

tanggungjawab perusahaan, Pada tafmn 1980an munculnya konsep 

pembangunan berkelanjutan dilatar belakangi oleh kondisi memburuknya 

ekosistem alam dimana manusia menyandarkan kehidupannya. Beberapa 

indikator lingkungan menda.pat perhatian untuk menunjukkan memburuknya 

lingkungan, seperti emisi gas yang berbahaya bagi kesehatan terus meningkat 

meiewati ambang batas. hutan scbagai paru~pam dunia yang mengalami 

penurunan wilayah secara cepat, akses yang terus berkurang terhadap air bersib 

penduduk dunia dan keragaman sumber days hayad terus berkurang yang 

menyebabkan manusia rentan terhadap persaingan atas beberapa macam surnber 

daya saja dan ketidakstabiian pengadaan sumber daya itu sendiri (http://www.sr­

indonesia.com). 

Pada tahun 1990an para aktivis pembangunan melihat persoalan 

kemiskinan sebagai persoalan ketimpanga.n dalam sistem politik. Menurut 

pandangan mereka, kelompok~kelompok seperti komunitas lokal. masyarakat 

adat, dan buruh tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan pembangunan 

macam apa yang dibutuhkan. Akibatnya, demikian menurut pandangan ini, 

pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat 

tersebut dan sering timpang dalam pembagian keunhmgao dan resiko. 
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Pemerintah dan perusahaan dipandang banya memperbitungkan kepentingan 

yang terbatas. Kebijakan hingga mekanisme pemerintah dan perusahaan hanya 

mampu memberi keuntungan pada kelompok terbatas. Dalam hubungan 

industrial) kaum buruh dipandang sering menjadl korban ketidakadilan ekonomi 

baik oleh perusahaan maupun pemerinfllh yang dinilai terlalu herpihak pada 

perusahaan. 

Jatan keluar yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah merubah 

skema pembangunan menjadi memberi kemungkinan berbagai kelompok 

melindungi ke~ntingannya. Kata kuncinya tmnsparansi, partislpasi, dan 

penguatan kelompok lemab. Pihak yang dianggap lebih kua~ dalam hal ini 

pcmerintah atau perusaha.an, dituntut untuk transparan tentang cam kerja dan 

dampak yang dihasilkan. Pemerintah dan perusahaan juga dituntut membuat 

mekanisme untuk berk.omunikasi dengan lebih banyak pihak dan 

mernperhatik:an kepentingan-kepentingan mereka (http://www.sr>­

indanesia.com). 

Meski baru belakangan ini istilah CSR dikenal~ sesungguhnya aktivitas 

community outreach atau penjangkauan masyarakat sudah dilakukan oleh 

perusahaan sejak dabulu kala. Bentuk community autreach yang paling prirnitif 

adalah corporate philanthropy (CP). 

Corporate Philanthropy merupakan sebuah usaha yang dilakukan olch 

perusahaan. atau seseorangl untuk memberikan dana kepada individu atau 

kelompok masyarakat, misaJnya dala.m bentuk beasiswa. Seiring waktu berlalu, 

corporate philanthropy kemudian berkembang menjadi corporate social 

responsibility (CSR). 
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Corporate social responsibility (CSR) betbeda dengan Corporate 

Philanthropy (CP) dari dimensi keterJibatan si pemberi dana dalam aktivitas 

yang diiakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaant 

atau dengan melibatkan pihak ketiga (rnisalnya yayasan atau lembaga swadaya 

masyaralcat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Yang jeias. melalui CSR 

perusahaan jauh febih teriibat dan terhubung dengan pihak penerima 

(benefwiaries) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan CP. Aktivitas sosial 

yang dilakukan melalui CSR pun jauh lehih beragam. 

CP maupun CSR biasanya melibatkan sumber daya dan dana yang cukup 

besar. Tak mengherankan jika CP dan CSR biasanya dilakukan oleh para 

milyarder ataupun perusabaan mu!tinasional yang memiiUd pendapatan yang 

tinggi. Oleh karena itu. banyak keengganan dari usahn menengah dan kecil 

untuk melakukan CP dan CSR (Hadiatno, hJtp:llgoodcsr.wordpress,com). 

Sekarang.. seiring dengan makin kompJeksnya kepemilik.an sebuah. usaha, 

Konsep CSR menjadi meluas maknanya. salah satunya adaiah "Niat baik dan 

Komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan ma.<>yarakat, ekonomi 

lokal sehlngga memberikian kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. 

Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama antara perusahaa.n dengan karyawan,. 

keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat). dan lingkungan secara luas 

dalam" (Nurdizal M. Rachman, 2005). 
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2.2.1 Definlsl Corporate Socia/ Responsibility 

Menurut EJkingston, Corporate social responsibility adalah aktivitas yang 

mengejar triple bottom line. yang terdiri dari 3 P. Selain mengejar profit untuk 

kepentingan shareholder, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan 

stakeholder, yakni terlibat pade pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people), 

serta berpartisipasi aktif dolam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Semua 

dHakukan demi terciptanya sustainable development (pembangunan 

berkelanjutan) 

Konsep CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan pada dasamya, tidak 

serta merta diterima secara positif oleh berbagai kalangan khususnya kalangan 

bisn!s baik swasta rnaupun BUMN. Sebagai konsep yang berkembang dari 

ideologi liberal di bidang ekonomi. konsep ini rnasJh bernifat ambigu. 

Di satu sisi perusahaan merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan 

menoari profit sebanyak-banyaknya. 'the business of business is business'. 

Namun di sisi lain masyarakat atau komunitas yang menjadi salah satu 

stakeholder perusahaan, khususnya yang berada. di sekirar perusahaan berada, 

tentunya membutuhkan dukungan perusahaan baik moral, financial sebagai 

sumbangsih atas dampak negatif yang mungkin timbu1 dari usaha yang 

perusahaao iakukan (Benny, 2006). 

Sementara itu ada beberapa definisi lain yang juga datang dad lembaga~ 

lembaga besar yang cukup berpengamh tentang CSR, yakni: 

World Council for sustainable development: 

~~contfnuing commitment by business to behave ethically and contribute to 
economic development while improving the quality of life of the worliforce 
and their families av well as of I he local community and society at large'~ 
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World Bank: 

"CSR is the commitment of business to ccmtribuJe to sustainable economic 
developrnent working with employees and their representatives, the local 
ccmmunity and society at large to improve quality of life, in ways that are 
both goods, for business and good for development" 

CSRForum: 

"CSR mean open and transparent business pl'(lCtices that are based on 

ethical values and respect for employees, communitie.'l (md envircnmenf' 

European Union: 

"CSR is a concept whereby companies integrate social and environment 
concerns in their business operations and in their interaction with their 
stakeholders on a voluntary basis" 

Jakarta Consulting Group 

"CSR sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan tanggungjawab sebuah 
perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan. Pengertian lingkungan 
bisa sangat [uas mulai dari pcmerintah hingga masyarakat seldtar opernsi 
perusahaan yang bersangkutan. Bentuk tanggungjawab social juga 
bermacam-macam. sepcrtl pemberdayaan ckonomi, hokum, berperilaku 
etis terhadap masyarakat sekitar hingga pada bentuk kegiatan-kegiatan 
filantropis" 

Philip kotler dan Nancy Lee (2005) berpeodapat: 

"CSR is a comment to improve communlly well being through 

discretionary busine,rs pracfices and contributions of corporate resources, 

Mcnurut Davis dan Newstrom (1994) mengungkapkan bahwa: 

uTanggung jawab sosial adalah pengakuan bahwa organisasi 
menimbulkan pengaruh signifikan terhadap sistem sosial dan pengaroh ini 
dapat dipertimbangkan dan diseimbangkan dengan tepat dalam semua 
tindakan organisasi". 
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Secara singkat dapat berartl bahwa organlsasi harus berfungsi sebagai 

bagian dari sistem sosial yang lebih besar karena organisasi pada dasamya 

bagian dari sistem itu (War<lhani, 2003). 

Richard M. Hodgetts (1992) mengemukakrut: 

'"social responsibility is the obligations that a husine&S has to society" 

Menurut Magnan & Ferrel (2004) mendeflnisikan Corporate Social 

Responsibility sebagai 

"A business acts in socially re.sponsible manner when ils decision and 

account for and balance diverse stakeholder interset" 

Definisi ini menekankan pada pedunya memberikan perhatian seca.ra 

seimbang terhadap kepemtingan berbagai stakeholders yang beragam dalam 

setiap pengambllan keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku 

bisnis me1alui perilaku yang secara sosiat bertanggungjawab. 

Trinidad and Tohaco Bureu of Standard (fTBS) menyatakan bahwa: 

"'corporare social responsibiliry diartikan sebagai komitmen usaha untuk 
bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk 
peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup 
karyawan dan keiuarganya, komunitl Iokal dan masyarakat secara lebib 
luas" (Sankat, Clement K, 2002) 

Berdasarkan pengertian~pengertian tersebut dapat dirangk:urn bahwa CSR 

adalab salah satu bentuk kegiatan non-profit dirnana pcrusahaan ingin 

mengedepankan komunitas dan lingkungan sekitamya sebagai assel yang 

berharga. Karena terdapat sangkut paut dari perusahaan-perusahaan yang 
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mclaksanakan program tanggung jawab sosial tersebut kegiatan CSR ini 

mencangkup cakupan manusia itu sendiri, lingkungan serta keuntungan bagi 

p.erusahaan yang melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial inL 

Memang sampai saat ini be1um ada pengertian tunggal mengenai CSR. 

Tapi jika ditarik benang merahnya, CSR merupak.an bagian stategi bisnis 

korporasi yl!llg bcrkaitan dengan kelang.<ungl!ll usaha dalam jangka panjang. Di 

Indonesia sendiri, definisi dan praktik CSR masih dalam wancana (Harahap, 

http://www.pikiran-rakym.com) 

2.2.2 Principles of Social Responsibility 

Scbelumnya, sudah terdapat sejumlah institusi intemasional yang telah 

me-release prinsip-prinsip dasar yang dapat diguna.kan sebaga! acuan 

pelaksanaan CSR. Diantaranya dikemnkakan oleh dedengkot CSR. 

Prof. Alyson Warhurst dari University of Bath !nggris (1998) mengajukllll 

prinsip..prinsip CSR seba.gai berikut: 

I. Prioritas Korporat. Mengakui tanggung jawab sosial sebagai 
prioritas utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat 
bisa membuat kebijakan, progmm dan praktek dalam menjalankan 
operasi bisnisnya dengan cam yang bcrtanggungjawab secara sosiaJ 

2. Manajemen Terpadu. Mengintegrasikan kebijakan, program dan 
praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen 
dalam semua fungsi manajemen 

3. Proses Perbaikan. Secara berkesinambungan memperbaiki 
kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan 
riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan 
kriteria sosia! tersebut secara intemaslonal 

4. Pendidikan Karyawan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
serta memotivasi karyawan 
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5. Pengkajian. Melakukan kajian dampak sosiaJ sebelwn memulai 
keglatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau 
meninggalkan lokasi pabrik 

6. Produk dan Jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang tidak 
berdampak negatif secara sosial 

7. Informasi Publik. Memberikan informasi dan mendidik pelanggan. 
distributor dan pubtik tentang penggunaan yang aman, transportasi, 
penyimpanan dan pernbuangan produk, dan begitu pu!a dengan jasa 

8. Fasilitas dan Operasi. Mengembangkan. 
mengoperasikan fasilitas serta menjalankan 
mempertimbangkan temuan kajian dampak sosiaf 

merancang 
kegialnn 

dan 
yang 

9. Peoelltian. Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial 
bahan baku, produk., proses, emisi dan limbah yang terkait dengan 
kegiatan usaha dan peneHtian yang menjadi sarana untuk mengurangi 
dampak negatif 

l 0. Prinsip Pencegaban. Memodifikasi manufaktur~ pemasaran atau 
penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, 
untuk mencegah dampak sosial yang bersifa:t negatif 

11. Kontraktor dan Pemasok. Mendorong penggunaan prinsip-prinsip 
tanggung jawan sosial korporat yang dijaiankan kalange.n kontraktor 
dan pemas:o~ disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan 
dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok 

12. Siaga menghadapi darurat. Menyusun dan merumuskan rencana 
menghadapi rencana darurat, dan bila teljadi keadaan bahaya bekerja 
sama dengan layanan gawat da.rum,. instansi berwenang dan 
komunitas local. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul 

13. Transfer best practice. Berkontribusi pada pengembangan dan 
transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada 
sernua industri dan sektor public 

14. Memberi sumbangan, Sumbangan untuk usa.ha bers.ama, 
pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan 
linta.~ departemen pernerintah serta lembaga pendidikan yang akan 
meningkatkan kesadaran tentang tanggungjawab sosial 

15. Keterbukaan. Menumbuhkernbangkan keterbukaan dan dialog 
dengan pekerja dan publik. mengantisipasi dan mernberi respons 
terhadap potencial hazard, dan dampak operosi~ produk, Hmbah atau 
jasa 
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16. Pcncapaian dan pelaporao. Mengevaluasi kinerja sosial. 
meiaksanakan audit sosiaf secara berkala dan mengkaji pencapaian 
berdasarkan criteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan 
menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang 
saham, pekerja dan publik 

Selanjutnya, Dow Jones Sustainability Group Indexes mengembangkan 

prinsip·prinsip sebagalmana yang tertuang dalam table dfbawah ini: 

Tabel2.1 

Prinsi[t'-prinsip Keberlanjutan 

-·-;P""n"''n""sip-.~p"'r7in:-:s"ip,-,.--------;;K;co"'mc:p-:co-nen~------­

Keberlaniutan 
I, Tekoologi 

2. Tata Pamong 

3. Pemegang saham 

4. lndustri 

6. Masyarakat 

Kreasi, produksi dan pengiriman barang dan jasa 
yang didasarkan pada organisasi dan teknologi 
inovatif yang memanfaatkan sumbcr~sumber daya 
alam~ finansiaJ dan sosial secara efektif, efisien dan 
ekonomis dalam jangka panjang. 
Keberlanjutan perusahaan didasarkan pada standart 
tertinggi tata pamong termasuk tanggung jawab 
manajemen, kapasitas organisasional, kultur korpurat 
dan hubungan dengan stakeholder. 
1'untutan pemegang saham hendaknya sesuai dengan 
k.ebutuhan balikan (return) finansial, pertumbuhan 
ekonomi beljangka panjang, peningkatan 
produlctivitas berjangka panjang, meqjarnin daya 
kornpetitif global, dan memberi sumbangan pada 
kaoital intelektuol. 
Perusahaan~perusahaan yang berkelanjutan 
hendaknya mengarahkan industrinya untuk beralih 
pada keberlanjutan dengan menunjukkan 
komitmenoya dan mernpubHkasikan kinetjanya yang 

~ ·~------~~~·~__; 
Perusahaan~pcrusahaan yang berkelanjutan 
hendaknya mendorong kesejahteraan social yang 
abadi melalui respons yang cepat dan tepat, 

, peningkatan demogratis. arus migrasi) pergeseran 

I poJa·pola kultur dan k:ebutuhan pada pendidikan 

\:-:-=--·'77=:-.=-..Jc.:s,e"pa,n"'Ua,n,g..,.hayat da.n pendldika.n berkelanjutan. 
Sumber. wibisono, 2007 
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Sedangkan dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 terdapat 8 prinsip 

tanggungjawab sosial. diantaranya yaitu: 

4} Gener.a1, The social responsibility of organizations irrvolves principled 
behaviour, that is, behaviour based on standards, guidelines or rules of 
conducl that are recognized as being moral and right usually in the 
context of specific situations. 

b) Accountability, 1'he accountability principle states that: an 
organization shauld be accountable for Its impacts on society and the 
environment. 

c) Transparency, The transparency principle states that: an organization 
should he transparent in its decisions and activities that impact on 
others. 

d) Ethical behaviour, The ethical behaviour principle states that: an 
organization should behave ethically at all limes. The behmiour of 
organizations should reflect recognized ethical principles or ntles of 
duty. An organizati;;m's behaviour should be based on principles or roles 
concerning integrity, honesty, equ;ty, stewardship and integrity. 

e) Stakeholder, The stakeholder principle states that: an organization 
should respect and consider the interests of its stakeholders. 

f) Rule of law, The rule of law principle states that: an organization 
should respect the rule aflaw. The role of law refers to the supremacy of 
law and, in particular, to the idea that no individual stands above the 
law and that gavenmtent is also subject to law. 

g) International norms, The international norms principle slates thar: an 
organization should respect relevant inlemalional norms where these 
norms are more favourable to systainable development and the welfare 
of society. 

h) Human rights, The human rights principle states that: an organization 
should recognize both the importance and the universality of human 
rights. 

2.2.3 Tingkatan Kegiatan Program Corporate Social Re,vponsibility (CSR) 

Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan punc:ak 

korporasL Artinya. kebijakan CSR tidak selaiu dijamin sclaras dengan visi dan 

mist korporasi. Jlka pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang 
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tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang 

benar, Sebaliknyt4jika orientasi pimpinannya hanya berkihlat pada kepentingan 

kepuasan pernegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham 

tinggi) serta pcncapaian prestasi pribadi, boleh jadi lrebijakan CSR hanya 

sekadar kosmetik (Hamann dan Acutt, 2003). 

Terdapat tiga tingkat kegiatan program CSR dalam usaha memperbaiki 

kesejahternan masyarakat; ya1mi : 

1. Kegiatan program CSR yang bersifat «charity'\ Bentuk kegiatan seperti ini 

teroyata darnpaknya terhadap masyarakat hanyalah "menyelesaikan 

masalah sesaat" harnpir tidak ada dampak pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, selain lebih mahal, dampak jangka panjang tidak optimal 

untuk membentuk citra perusahaan, dari sisi biaya, promosi kegiatan sama 

mahalnya dengan biaya publikasi kegiatan. Walaupun masih sangat 

relevan, tetapi untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat dalam 

jangka panjang lebih dibutuhkan pendekatan CSR yang berorientasi pada 

peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat 

2, Kegiatan program CSR yang memba.ntu usaha kecil secara parsia.L Saat 

ini makin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pendekatan 

CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong 

kemandirian masyarnkat, salah sal:u bentuk kegiatannya adalah membantu 

usaha kecil, tetapi bentuk kegiatan perkuatan tersebut masih parsial, 

memisahkan kegiatan program yang bersifat pendidikan, ekonomi, 

infrustruktur dan kesehatan. WaJaupun lebih baik ternyata pada tingkat 

masyarakal kegiatan ini tidak dapat diharapkan berkelanjutan, bahkan 

31 

Universltas Indonesia 

Analisis implementasi..., Intan Yunita Ratnasari, FE UI, 2008



cenderung meningkatkan kebergantungan masyarakat pada perusahaan, 

sehingga efek pada pembentukan citra ataupun usaha untuk menggaiang 

kerjasama dengan masyarakat tidak didapat secara optimal. 

3. Kegiatan program CSR yang beroreintasi mernbangun daya saing 

masyaraka4 program CSR akan memberi dampak ganda untuk perusahaan 

dan masyarakat karena : 

• Dari awal dirancang untuk meningkatkan produktifitas (sebagai ukuran 

data saing) guna meningkalkan daya beli sehingga meningkatkan akses 

pada pendidikan dan kcsehatan jangka panjang, untuk itu perlu 

diberikan penekanan pada kebetlanjutan penguatan ekonomi seca.ra 

mandiri (berjangka waktu yang jelaslmempunyai exit policy yang 

jelas) 

• Untuk memberikan ungkitao besar pada pendapatan masyarakat maka 

kegiatan perkuatan dilakukan pada rumpun usaha spesifik yang saling 

terkait dalarn rantai nilai, setlap pelaku pada mata rantai nilai pada 

dasarnya adalah organ ekonomj yang hidup, perkuatan dilakukan 

untuk meningkatkan metaboUsme (a!iran barang, jasa., uang, informasi 

dan pengctahuan) dalam sistem yang hidup tersebut yang pada 

g.ilirannya akan meningkatkan performance setiap organ. Pendekatan 

CSR yang smart adaJah dengan mengambii peran sebagai fasilitatif­

katalistik sehingga kcgiatan CSR lebib efesien memberikan dampak 

pada rumpun usahn dalam satu raotai nilai. 
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• Program pendidikan. keseb.atan, dan infra.sturktur in:frastruktur 

dirancang sinergis dengan penguatan ekonomi sehingga mampu 

menigkatkan indeks pembangunan manusia pada tingkat lokal. 

2.2.4 Manfaat adanya Corporate Social Responsibility (CSR) 

Manfaat yang diperoieh perusahaan dari adanya alctivitas CSR, yaitu: 

I) Mengurangl risiko dan luduhan lerhadap perlakuan tidak pantas yang 

diterima perusahaan. Perusahaan yang menjaiankan tanggungjawab 

sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukwtgan luas dari komunitas 

yang telah merasakan manfaat dari bcrbagai aktivitas yang dijaiankannya. 

CSR akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu 

panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Jika terdapat pihak~pihak 

tertentu yang menuduh perusahaan me1akukan perilaku serta praktek­

praktek yang tidak pantas; masyarakat akan menunjukkan pernbelaannya, 

selain itu para karyawanpun akan berdiri di belakang perusahaan, mcmbela 

tcmpat institusi tcmpat mereke beketja. 

2) CSR dapat bcrfungsi sebagai petindung dan membantll perusabaan 

meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krlsis. Demikian pula 

ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusabaan 

melakukan kesalaban, masyarakar lebih mudah memahami dan 

memaafkannya. 

3) Keterlibatan dan kebanggaan karyawan-karyawan yang bekerja pada 

perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten 

melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkao kesejahteraan dan 

33 

Universltas Indonesia 

Analisis implementasi..., Intan Yunita Ratnasari, FE UI, 2008



kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitamya. Dengan adanya 

kebanggaan tersebut pada akhimya akan menghasilkan loyalitas, sehingga 

mereka akan merasa !ebih termotivasi untuk bekerja ltbih keras demi 

kemajuan perusahaan yang nantinya akan berujung pada peningkatan lcinerja 

dan produktivitas. 

4) CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu mempecbaiki dan 

mempererat hubungan antara perusahaan dan para stakehoidemya. 

Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi 

terhadap lancarnya bcrbagai aktivitas serta kemajuan yang rnereka raih. Hal 

ini akan mengakibatkan para .stakeholder senang dan merasa nyaman dalarn 

menjaiin hubungan dengan perosahaan. 

5) Dapat meningkatkan penjualan seperti yang terungkap dalam riset Roper 

Search Worldwide, konsumen akan lebih menyukai produk~produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggungjawab 

sosialnya sehingga merniliki reputasi yang baik. 

6) Inscntif~insentif lainnya seperti i.nsentif pajak: dan bcrbagai pcrlakukan 

khusus Iainnya. Hal ini perlu diplkirkan guna mendorong perusahaan agar 

lebih giat lagi menjalankan tanggungjawab sosialnya. 

2.2.5 Tahapao-tahapan dalarn Corporate &cia/ Responsibility 

Tahapan-tahapan dalam implementasi corporate social responsibility 

menurut Rahendrawan (2006) adalah sebagai berikut 

I. Perencanaan dan pemetaan, terdiri dari penetapnn tujuan, indikator 
kiaeJja, identifikasi lnovasi, isu tanggung jawab sosial perusahaan terbaru, 
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level yang ingin ditujukkan. penetapan area operasi untuk program 
tanggung jawab sosial perusahaan, identifikasi stakeholder terkait, dan 
penetapan program tanggung jawab sosial perusahaan 

2. Menyiapkan fondasi untuk aktivitas pertanggung jawab sosial perusahaan, 
Meliputi, pembuatan keputusan dan persetujuan atas program tanggung 
jawab sosial perusahaan, perubahan manjemen, serta persiapan sumber 
daya internal 

3. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan, antara lain terkait dengan 
stakeholder's engagement, implementasi program. dan penetapan person 
in charge. 
Eh~men kunci dalam pelaksanaan aktivita.s tanggung jawab sosial 
perusahaan, antarn lain: 

keterlibatan stakeholder 
kepatuhan dan conduce 
proses pembeiajaran (knowledge management) 
laporan secara berkala 
akuntabilitas dan transparansi 

4. Pengawasan dan evaluasi, meliputi alat dan metode pengawasan dan 
evaluasi, dan mekanisme peningkatan berkelanjutan 

5. Pelaporan dan komunikasi terdiri atas elernen mekanisme dan sistem 
pelaporan ekstemal dan internal, sistem koordinasi dan komunikasi 
internal dan ekstemal, serta verifikasi laporan 

2.3 Praktek Corporate Sosial Responsibilty di Man-ca Negara 

Di tingkat internasionai, ada banyak prinsip yang mendukung pmktik CSR 

di banyak sektor. Misalnya Equator Principles yang diadopsi olell banyak 

Jembaga keuangan internasional. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka 

hertanggung jawab, di leve1 intemasional perusahaan dapat rnenerapkan 

berbagai standard CSR (Nugroho, 2007) scpcrli : 

• Accountabilitts (AAlOOO) standard. yang bcrdasar pada prinsip «Triple 

Bouom Line .. (Profit, People, Planet) yang digagas oleh John Elkington 
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• Global Reporting Initiative's (GRI) - panduan pelaporan perusahaan 

untuk menduk.ung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh 

PBB lewat Coalition for ErFVironmenially Responsible Economies 

(CERES) dan UNEP pada tahun 1997 

• Social Accountability International's SA8000 standard 

• ISO 14000 environmental management standard 

• Kemudian, ISO 26000. 

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi 

trcn global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global 

terhadap produk-produk yang ramah linglrungan dan diproduksi dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip~~ninsip hak azasi manusia 

{HAM). Bank~bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjarnan 

hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. 

Sebagai contohj bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman pada 

perusahaan~perusahaan perkebuoan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan 

tersebut. yakni ketika membuka laban perkebunan tidak dilakukan dengan 

membakar bullln ( daniri, 2008). 

Di Inggris, sudah lama perusahaan diikat dengan kode etik usaha. Dan 

karena sudah ada banyak aturan dan undang-undang yang mengatur pral'tik 

bisnis di lnggrfs, maka tidak diperlukan UU khusus CSR. Sekedar diketahui. 

perusahaan di Inggris ini tidak lepas dari pengamatan poblik {masyarak:at dan 

negara) karena hams transparan dalam praktik bisnisnya. Publik bisa protes 

terbuka ke perusahaan jika perusahaan merugikan masyarakat! konsumenl 

buruh/lingkungan. Melihat perkcmbangan ini, tahun lalu, disahkan Companies 
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Act 2006 yang mewajibkan perusabaan yang sudah tercatat di bursa etek untuk 

melaporkan bukan saja kineJja perusahaan (kineJja ekonomi dan finansial) 

melainkan kinerja sosial dan lingkungan, Laporan ini harus terbuka untuk 

diakses publik dan dipertanyakan. Dengan demikian, perusahaan didesak agar 

semakin bertanggung jaw a b. 

Mac Oliver-EA Marshal (Compcmy Law Handbook Series, 1991; 321) 

berpendapat, perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan 

meiaksanakan Sullivan PriiiCipal dalam rangka meJaksanakan Corporate Social 

Responsibilty, yaitu: 

• Tidak ada pemisahan rns (non separation of races) dalam makan, 

bantuan hidup dan fa:oilitas kexja 

• Sarna dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (equal and fair 

employment process) 

• Pembayaran upah yang sama untuk pckerjaan yang sebanding (equal 

payment compansable work) 

• Program training untuk mempersiapkan kulit hi tam dan non kulit putih 

lain scbagai supervisi, administrasi, klerk, teknisi dalam jumlah yang 

substansial 

• Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam profesi 

manajemen dan supervlsi 

• Memperbaik.i tempat hidup pekerja di luar lingkungan kerja seperti 

peruma.han, transportasi, kesehatan, sekoJah dan rekreasi 
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2.4 Pclaksanaan CSR di Indonesia 

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, 

walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama teJah berjalan sejak tahun 

1970-an, deng-dll tingkat yang bervatiasi, mulai dari yang paling sederhana 

seperti donasf sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam 

strategi perusahaan dalarn mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui 

Undang~undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerlntah 

memasuk:kan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedatam 

Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 40 Tabun 2007 

teowng Persero!lll Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai 

babak baru pengaturan CSR di negeri inL Keempat ayat daiam Pasal 74 UU 

tersebut menetapkan kewajiban semua perusabaan di bidang sumber daya a1am 

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ( daniri, 2008). 

Akibat kebijakan terse but aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan 

menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejum!ah prasyarat yang 

memungkinkan terwujudnya mak:na dasa.r CSR tersebut, yakni sebagai pilihan 

sadar, adanya kebebasan. dan kemauan bertindak. Konsekuensi selanjutnya 

adalah CSR akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif 

keberadaan perusahaan di lingkungan sekitamya (bergantung pada core 

business-nya masing-rnasing) padahal melihal perkembangan aktivitas CSR di 

Indonesia semakin memperlihatkan sernakin sinergisnya program CSR dengan 

beberapa tujuan pemerintah. Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktivitas 

CSR dengan regulasi seperti itu akan menga:rahkan program pada formalitas 

pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi (Akbar, 2007). 
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Sedangkan bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan 

niJai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tena.ga 

kerja., meningkatkan kuaiitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang 

diserap akan mendapatkan perlindungan akan ltak-haknya sebagai pekerja. Jika 

ada masyaraka! adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan mengbargai 

keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut 

Menurut Daniri (2008), agar CSR dapat efektif diperlukan peranan civil 

society yang aktif. Setidaknya terdapat tlga wilayah dimana masyarakat dapat 

menunjukkan perannya yaitu: 

a. Karnpanye melawan korporasi yang melal.;ukan pmkt:ik b-isnis yang tidak 
sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi. 

b. Mengembangkan kompetensi untuk meni.ngkatkan kapasitas dan 
rnembangun institusi yang terkait dengan CSR 

c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai 
elemen dari masyarakat, k:orporasi dan pernerintah untuk mempromosikan 
dan meningkatkan kualitas penerapan CSR 

Lewat JSO 26000 terlihat upaya unruk mengakomodir kepentingan semua 

stakeholder. Dalrun hal ini, peran pemerintab menjadi penting. Pemerintah harus 

punya pemahaman menyeluruh soal CSR agar bisa meiindungi kepentingan 

yang Iebih luas, yaitu pembangunan nasiona!. Jangan lupa, dari kacamata 

kepentingan ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu 

ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerlntah perlu jelas bersikap 

dalam hal int Misalnya, di satu sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan 

yang sudah tercatat di bursa efck harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada 

publik. 
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Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasi­

organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya; mernberlkan 'practical 

guidances' yang berlmbungan dengan operasionalisasi tanggung jawab sosial; 

identifikasi dan pemilihan stakeholders; mempercepat laporan kredibilitas dan 

klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada basil 

performansi dan peningkatannya; untuk mcningkatkan keyakinan dan kepuasan 

atas konsumen dan 'stakeholders' lainnya; tmtuk menjadi konsisten dan tidak 

berkonflik dengan traktat intemasionai dan standarisasi ISO lainnya~ tidak 

bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab 

sosial oleh suatu organisasi; dan. mempromosikan tenninoiogi umum dalam 

lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan 

rnengenai tanggung jawab so sial. 

2.5 ISO 26000 

Pembentuklm ISO 26000 diawali pada tahun 2001. Badan ISO meminta 

ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar 

Corporate Social .Responsibilfty. Seianjutnya badan ISO tersebut mengadopsi 

laporan COPOLCO mengenai pembentukan "Strategic Advisory Group on 

Social Responsibilityn pada tahun 2002. Pada buian Juni 2004 diadakan pre­

conference dan corrference bagi Negara-negara berkembang. selanjutnya di 

tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal atau NWIP diedarkan 

kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 

2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 ncgara tidak. 
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Dalam hal ini teljadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR 

atau Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility 

saja. Perubahan ini~ menurut komite bayangan dari indonesia, disebabkan 

karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan banya bagi korporasi tetapi 

bagi semua bentuk organisasi, balk swasta maupun publik. 

Ada empat agenda pokok yang menjadi program kerja tim JSO 26000 

hingga tahun 2008, diantaranya adalah menyiapkan draf keija tim hingga tahun 

2006, penyusunan draf ISO 26000 hingga Desembar 2007, finalisasi dtaf akhir 

ISO 26000 diperkirakan pada bulan September 2003 dan seluruh tugas tersebut 

diperkirakan rampung pada tahun 2009. 

Pada pertemuan tim yang ketiga tanggal 1.5-19 Mei 2{)06 yang dihadiri 

320 orang dari 55 negam dan 26 organisasi internasional, telah disepakati bahwa 

ISO 26000 ini hanya memuat panduan (guidelines) saja dan buk.an pemenuhan 

terhadap persyaratan karena ISO 26000 ini memang tidak dirancang s:ebagai 

standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi 

sebagaimana ISO~ISO lainnya. 

Adanya ketidakseragrunan dalam penerapan CSR diberbagai negara 

menimbuJkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelak:sanaan 

CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperiukan suatu pedoman umum 

dalam penerapan CSR di manca negara, Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai 

panduan (guideline) atau dijadJkan rujukan ulama dalam pembuatan pedoman 

SR yang berlaku umum. sekaligus menjawab tantangan kebutuhan rnasyarakat 

global termasuk Indonesia. 
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Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial responsibility 

hendaknya terinteg:rasi di seluruh aktivitas organ isasi yang mencak.up 7 isu 

pokok, yaitu: Orgcmlzational Governance. Human Rights, Labour PracJices, 

The Environment, Fair Operating Practices. Consumer Issues, dan Social 

Development 

Akan tetapl, d.alam pembahasannya, penulis hanya memfokuskan pada 6 

core issue yang lebih dltujuk.kan untuk internal perusahaan. 

Garubat 2.2 1'he Se\'Cll CIJf'C Subjcc~ of Social Responsibility (SR N 146) 

Dengan demikianjika suatu perusahaan hanya mernperhattkan isu tertentu 

saja. misainya suatu perusahaan sangat pcduH terhadap isu lingkungan, namun 

perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan 

menycbutkan secara khusus kebutu.han pegawai sesuai dengan gender tertentu, 

maka sesuai dengan konsep rso 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya: 

belum melaksanak:an tanggungjawab susialnya secara utuh. 
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2.5*1 Organizational governance 

• Decision-making processes and structures 

Every organization has some form of deciSion-making process and stnwtures. In 
semi.! cases- such as large companies and governmental bodies- these systems 
are likely to be formal, sophisticated and even subject to laws and regulations. 
In oJhcr cases - as in smali organizations - such systems are frequently 
informal and do not clearly define the level of authority and responsibility of 
people who make decisions on behalf of the organization. However, all 
organization£ slwuld put in place processes, systems and structures to make it 
possible for the organizations to apply to apply the principles and practice.r of 
social resptmsibility. 

2.5.2 Human rights 

• Human rights issue 1: Due diligence 

Due diligence involves compbOnce with national laws but also managing the 
risk of harm to human rights with a view to avoiding it. It m~ also entail 
infl~encing the behaviour of others, which may be the cause of human rights 
violations. In order to respect human rights, organizations have a responsibility 
to conduct due diligence to become aware of, identify, prevent and address 
actual or potential adverse human rights impacts related to theif' activities. 

• Human rights issue 2: Human rights risk situations 

Organizations are more likely to face challenges and dilemmas in dealing with 
issues related lathe protection and observance of human rights in certain 
cfrcumslances and e!1Vironments. 

• Human rights issue 3: Avoidance of complicity 

Complicily means an organization is indirectly involved in abuse of human 
rights by failing to aa when an entiry within its sphere of influence commits an 
abuse. 

• Human rigltts issue 4: Discrimination and vulnerable groups 

Discrimination involves making a distinction in favour of or against a person Ia 
de11)1 him or her the same treatment or opportunities as others, where lhat 
consideration is based on prejudice rather than a legitimate ground. Rlegilimate 
grounds for discrimination include: race, colour, sex, age, marital status, 
language, religion, political or other opinion, notional, ethnic or social origin, 
sexual orientation or HIVIAIDS~status]. Certain other grounds, such as 
disability or pregnancy also often form the basis for undue, prejudicial 
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discrimination. Tlte prohibition of discrimination is one of the most fUndamental 
principles of international human rights law. 

• Human rigltts issue 5: Resolvi11g grievances 

Effective grievance mechanisms play an important role in the state duty to 
protect human rights. Equallyr the organization's responsibility to respect 
human rights requires a means for those who believe they have been harmed tc 
bring !his to the attenJion of the organization and seek redress, without 
prejudice to legal channels available. Non-state meolumi'sms must not 
undermine the strengthening of stale institutiom, particularly judicial 
mechanisms, but can offer additional opportuniiiesfor recourse and redress. 

• lluman rights issue 6: Ci ... il and political rights 

Civil and political rights include absolute rights such as righJ to lifo, right to 
freedom from torture, rigJu 10 security, liberty and integrity of the person, and 
to due process of law and a fair hearing when facing criminal charges. They 
further include freedom of opinion and expression, freedom of peacefol 
assembly and association, freedom to adopt and practice a religion, freedom to 
hold beliefs, freedom from arbitrary intciference with family, home or 
correspondence and the right to privacy, to access to public service and to take 
part in e/ecfions. 

• Human rights issue 7: Economic. social and cultural rights 

Every person, as a member of society, has the right to economic, social and 
cultural rights indispensable for his or her dignity and personal de:velopmenl. 
Economic, social and cultural rights include rights to health, education, food 
and culture. 

• Human rights issue 8: Fundamental rights at work 

This sub~clause deal.v with those lmman rights !hal the' lnlemational Labour 
Organization (ILO) har identified and designated as fundamental rights at 
work. This inc/ude:recognition of the rights of freedom of association and 
collective bargaining , the elimination of forced or compulsory labour , the 
abolition of child labuurand, the elimination of discrimination in employment 
and tlw world of work 

2.5.3 Labour practices 

• Labour practices issue 1: Employmetrt and employmelll relationships 

The significance of employment for human development lt uniwrsally accepted. 
As employers, organizations contribute to one of the most widely accepted 
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objectives of society, namely the improvement of standards of living through full 
and secure employment. 

• La hour practices issue 2: Conditio11s of work and social protectiQn 

Conditions of work Inclwie wages and other forms of compensation, working 
lime, rest periods, holidays, disciplinary and dismissal practices, maternity 
protection, wor!Ylife balance and many other subjects, Many of the conditions 
of work are determined by national laws and regulaiions or by legally binding 
agreements between those for whom work is performed and those who perform 
work. The employer can determine marry of the conditfons of work 

Social protection refers to all guarantees against the reduction or loss of 
income in case of employment ff'(jllry, illness, maternity, parenthood, old age, 
unemployment, disability or any other financial hardship. Social protection 
plays an important role in preserving human dign;ty and establishing a sense Qj 
fairness and social justice. 

• Lllbour practices issue 3: Social dialogue 

Social dialogue includes all types of negotiation, consultation or exchange of 
iriformalion between or among representatives of governments, employers and 
workers on subjects of common interest relating to economic and social issues. 
It could take place between employer (md employee representaJives, on matters 
afficting their interests, and could also include governments where broader 
issues, such as legislation and national social policy, are at stake. 

• Lllbour practices issue 4: Health anti safety at work 

Health cmd safety at work cortcerns the promotion and maintenance of the 
highest degree of physical, mental and social well-being of workers and 
prevention of departures from health caused by working conditions. the 
protection of workers from risks adverse to health and the adaptation of the 
occ~.tpationa/ etrJironmentto the physiological and psychological capabilities of 
workers. 

• Labour practices issue 5: Human developmellt 

Human development includes the process of enlarging people's choices by 
expanding human capabilities and functioning, thus enabling women and men to 
lead iong and healthy lives, to be knowledgeable and to have a decent standard 
of living. Human development also includes access to political, economic and 
social opportunities for being creative and productive and enjoying self-respect 
and a sense of belonging lo a commtmity. 
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2.5.4 The Environment 

• Environmental issue 1: Preven/i(Jfl ofpollutioll 

An organization can improve its environmental performance by prevenling 
pollution including emissions to air, diScharges to water, the generation of 
solid or liquid waste, contamination of land aruf soils, the use and disJWsal of 
toxic and hazardous chemicals, and other pollution from its activities, products 
and services. 

• Environmenitll issue 2: Sustainable resource use 

To ensure the availability of resources into the future, current paflems of 
consumption and production need to be transformed to ensure they operate 
within the Earth's carrying capacity. The srtslainable use of renewable 
resources (such as fish sloe~). requires that the resource is used at rate that is 
less than or equal to its rate of natural replenishment. For a non-renewable 
resource (such as fossil fuel). long-Jerm sustainability require$ that its raJe of 
use is less than the rate at which a renewable resource can be substituted for it" 
An organization can ensure more sustainable resource use by using electricity, 
fuels, raw and processed materials, land and water more responsibly, t:md hy 
switchingfrom non-rene>vable to renewable resources. 

• Envitonmental issue 3: Climate change mitigation attd adaptatio11. 

It is recognized that greenhouse gas (GHG) emissions from human activities are 
the very likely cause of global climate change. which is having significant 
impacts on the natural and human envircmmen! (Intergovernmental Panel on 
Climate Change.Among the trends observed and anticipated are: changes in 
rainfall patterns, more frequent occurrences of exJreme weather events, rising 
sea levels, and changes to ecosystems, agriculture and fisheries. it is anticipated 
Jhat climate change mtzy pass a tippi'ng point, after which changes would be foil 
far more widely and acutely and would be rrmch more difficult to address. 

• Environmental issue 4: Protection and restoration of the natural 
environment 

Over Ifte past 50 years, human activity has changed ecosysterns more rapidly 
and extensively than in any comparable perfod in history. Rapid/)• growing 
demand for food, fresh water, fibre, foel and mineral resources has resulted in 
a substamial and often irreversible loss of habitat and the diversity of lifo on 
earth 
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2.5.6 Fair operating practices 

• Fair operating pracJices issue 1.- Anti-corruption 

Corruption is the abuse of enln.sted power for illegitimate gain. Corruption has 
two aspects. active and passive (for example: offering a bribe ond accepting a 
bribe). Corruption can take many fa1711S (for example: bribery of dome$lic and 
forelgn public officials. bribery in the privale sector. conflict of interest, fraud, 
money laundering and trading ;l'flluence). 

• Fair operating practices issU£ 2: Responsible political involvement 

Organizations can support the political process and encourage the development 
of public polfcy that benefits society at large. Organizations should avoid 
behaviour that can erode the political process StiCh as manipulatioo, 
intimidalion, and coercion. 

• Fair operating practices issue 3: Fair competition 

Fair and widespread competition stimulates efficiency, reducc.1 the costs of 
goods and services, promotes innovation, ensures all organizations have equal 
opportunities, encourages the developmenl of new or improved products or 
processes and, in the long nm, enhances economic growth and living 
standards. Anti-competitive risks harming the reputation of lhe organization 
with its stakeholders; and may create legal problems. When organizations 
refuse to engage in anti~competitive hehmiour they help to build a climate of 
zero tolerance, which benefits everyone. 

• Fair operating pl'l.lctices issue 4: Promoting social responsibility in the 
sphere of influence 

An organization, including public organizations, can influence other 
organizations through the exercise of its procurement and purchasing decisions 
and more broadly in the value chain, as weJJ as through leadership and 
mentorship lo promote broader-scale adoption and support of principles and 
practice of social responsibility. It can also stimulate demand for socially 
re.rponsible goods and services. These actiom should not he viewed as 
replacing the role of authorities to implement and enforce laws and regulations. 

• Fair operating practices issue 5: Respect for property rights 

Property rights cover both physical property and intellectual property and 
include interest in land, copyrights, patents, moral rights and other rights. They 
also extend to rights that m~ not be recognized in Jaw, such as traditional 
knowledge of specific groups or the intellectual property of employees. 

47 

Universitas Indonesia 

Analisis implementasi..., Intan Yunita Ratnasari, FE UI, 2008



2.5. 7 Cons11mer issues 

• Consumer i,vsue 1: Fair marketing, information and contractual practices 

Fair marketing, information and conlmctual practices allow consumers to make 
informed decisions about purchases and to compare the clwracteristics of 
diffirent products and service.1. They provide information about products and 
services in a manner that can be understood by consumers. Fair comractual 
processes aim to protect the legitimate interests of both suppliers and 
consumers to overcome imbalcmces in negotiating pCfWer between the parties, 

Details <if products and services provided by suppliers play an important role in 
purchasing decisions because this information may provide the only data 
readily available to consumers. Unfair or mislead;ng marketing and 
information can result in purchase of products or servicu that do- not meet 
consumer needs and result in waste of money, resources and time 

• Consumer issue Z: Protecting consumers' health and safety 

Protection of consumers' health anti safety irrvolves the provision of products 
and services thal are safo and that do not carry risk of harm when used or 
rxmsumed by consumers as directed, indicated or when misused in (l reasonably 
foreseeable way. Clear lnstmctions for safe use are also an Important pari of 
the protection of health ami safety. 

Regulatory a:ulhori'lies and standards writing bodies have the primary 
responsibility for developing sqfety provisions to protect consumers from being 
injured or suj}itring adverse health effecls from use ami misuse of products and 
services, However the rapid pace of change in product design, construction and 
materials means that products and services may be in use before appropriate 
safety requirements are in place. 

• C<Jnsumer issue 3: Sustainable consumption 

Suslainable consumption is consumption of products and resources at rates 
consistent with sustainable developmenl. The concept was promoted by 
Principle 8 of the Rio Declaration on Environment and Development, which 
stales that to achieve sustainable development and a higher qua/fry of life for all 
people, states should reduce and eliminate unsustainable patterns of production 
and consumption and promote appropriate demographic policies. Sustainable 
consumption also encompasses a concern for ethical behaviour regarding 
animal welfare, 

Organizations ' role in sustainable consumption arises from the products and 
services they offer, the production proce.rses they use and the nature of the 
information they provide to consumers. 
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Curren/ rates of consumption are clearly unsustainable, particularly in the 
developed world, contributing to etTVironmemal damage and resource depletion, 
Consumers play a pivotal role in fostering sustainable development through the 
incorporation of social and environmental peiforrnance of products and 
services and the .social responsibility of organizations providing them in 
purchasing decisions. 

• Consumer i.ssae 4: Consumer service, support, and dispute resolution 

Consumer service, support, and dispute resoluliort are the mechanisms an 
organization uses to address the needs of consumers after products and services 
are bought or provided. Such mechtmisms include warranties and guarantees, 
technical support regarding use, as well as provisions for return, repair and 
maintenance. 

Products or services that do oot provide satisfactory performance, either 
because of flaws or breakdowns or as a result of misuse, mey result in a waste 
of money, resources and Jfmc. 

Providers of products or services can ;ncrease consumer satisfaction and 
reduce levels of complaints by offering clear advlce to consumers on 
appropriate use and recourse or remedies for faulty performance. They can 
also monitor the efficlivene.vs of their after·sales services, support and dispute 
resolutiOn procedures by periodic surveys of their users. 

• Consumer issue 5: Consumer datu protection and privacy 

Consumer data proJection and privacy are intended to safegllard consumers' 
rights of privacy by limiting the types of information that is gathered and the 
ways ;n which such information is used and secured 

Organizations can help to maintain their credibility and the confidence of 
consumers through lhe use of rigorous zystems for obtaining, using and 
protecting consumer data. 

• Consumer issue 6: Acces:s to essential services 

Altlwugh it is the primary responsibility of the slate to ensure thai the right to 
satiifaclfon of basic needs i.s respecJed. there are many locations in which the 
stale does not or connot ensure that this right is proJected. Even where 
satisfaction of some basic needs is protected, ptoteclion of the right to essential 
services may not be fully protected. An organization can contribute to the 
fulfilment of this right. 

• Consumer issue 7: Education and aware11ess 

Education and awarene'iS initiatives enable consumers to be well informed, 
conscimrs of lheir rights and responsibilflie.i, able to make knowledgeable 
purchasing decisions and consume responsibly. Disadvantaged consumer.f in 

49 

Universitas Indonesia 

Analisis implementasi..., Intan Yunita Ratnasari, FE UI, 2008



both rural and urban areas, including low-income consumers and those wilh 
low or non-e:tistent literacy levels, have special needs for education and 
increased awareness. 

The aim of consumer education is nct only to tranifer knowledge, hut also to 
provide practice in acling on this knowledge, includi'ng developing skills for 
assessing products and services and for making comparisons. 
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llABlli 

GAMBARAN UMIJM PERUSAHA.AN 

3.1 Sejarab Pentsabaau 

PT. lndah Kiat Pulp & Paper Tbk (Perusahaan) didirikan di Indonesia 

daJam kerangka Undang - undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 

berdasarkan Akta Notnris Ridwan Suselo, S.H. No. 68 tanggal 7 Desember 

1976. Anggatan Dasar Perusahaan telah mendapat pernetujuan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 1978. Anggaran Dasar 

Perusahaan telah mengalami perubahan beberapa kal i. perubahan terakhir 

berdasarkan Akta Notaris Linda Herawati, S.H. No. 141 tanggal 30 Juni 1998 

mengenai perubahan nama dan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan 

dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-

13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar 

Perseroan Yang Melakul<an penawaran Umum Efuk Bersifat Ekuitas dan 

Perusabaan Publik. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri 

Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C-2701 HT.OI.04.Th.99 tanggal 12 

Pebruari 1999 dan diumumkan dalam Tambaban No. 7966 pada Berita Negarn. 

Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 2000 

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("'ndah Kiat" alau "Perseroan") 

didirikan pada tanggal 7 Desember 1976 dengan nama CV. Berka! dan 

berkedudukan di Jakarta dengan Jokasi pabrik di Tangerang) Propinsi Hanten. 

Perseroan mulai memproduksi kertas woat!free sejak tahun 1978. Pada tanggal6 

Juli 1983, nama Perseroan diubah menjadi PT, Berkat lndah Agung. Pada tahun 
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19861 nama perseroan diganti menjadi PT. Indah Kiat Pulp & Paper 

Coorporation dan selanjutnya pada tahun 1996 menjadi PT. lndah Klat Pulp & 

Paper Corporation Thk. Sejak tahun 1998, nama perusahaan menjadi PT. lndah 

Kiat pulp & Paper Tbk. Pada tahun 1990, Perseroan mencatatkan sahamnya di 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. 

Perusabaan berkedudukan di Jekarta dengan alamat di jalan M.H Tbamrin 

No. 51, Jekarta 10350. S..t ini, Perseroan memiliki fusilitas produkai di liga 

Iokasi yaitu Perawang (Riau} serta Tangerang dan Serang (Banten). Perseroan 

memproduksi bubur kertas (pulp), berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari 

kcrtas untuk keperluan tuiis dan cetak: (berlapis dan tidak be:rlapis). kertas 

fotocopy, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup containerhoard 

( linerboard dan corrugated medium). corrugated shipping countainers 

{konversi darl ccnmtainerboard}. 

Penelltian dilakukan pada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, Serang Mill 

yang bcrlokasi didaerah Kragilan, provinsi Banten. Luas Area pabrik adalah 

sekitar 250 Ha. Lokasi Pabrik ini berdekatan dengan sungai Ciujung sebagai 

sumber kebutuhan air dan berdekatan dengan Gerbang Tol Ciujung, yaitu 

Jakarta·Merak yang sangat menunjang kegiaran pabrik yaitu mempermudah 

transportasi baik ke dalam maupun ke iuar pabrik, Jumlah produksi yang 

dihasilkan pada tahun J993 adalah seldtar 280.000ton, sedangkan tahun 1996 

dapat rneningkat menjadi 390.000ton, dengan pemasaran lokal40%, dan ekspor 

60%. EkspOr meliputi negara Singapura, Filipina, Timur Tengah, Hongkong, 

Eropa, Pakistan, Malaysia, Thailand, USA, dan lain-lain. Pada tahun 1991, PT 

IKPP Thk, mengambil aUh PT Sinar Dunia Makmur suatu produsen kelas 
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menengah atas kertas -kertas untuk keperluan industri dengna kapasltas 

produksi J 000 ton per hari. 

3.2 Visi dan Misi Pensahaan 

Visi perusahaan secara keseluruban (APP) adalah: 

"Menjadi perusahaan bubur kertas (pulp) dan kertas nomor satu di dunia 

dengan standar intemaskmal pada abad ke--21 yang berdedikasi memberikan 

yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, .karyawan dan 

masyarakat". 

Misi perusahaan secarn keseluruhan (APP) adalah: 

• Meningkatkan pangsa pasar di seluruh dunia 

• Menggunakan teknologi rnutakhir dalam pengembangan produk baru serta 

penerapan efisiensi pabrik 

• Meningkat:kan surnber daya manusia melalui pelatihan. 

• Mewujudkan komitmen usaha berkelafliutan di semua kegiatan operasi 

3.3 Kumposisi Pemegang Saham 

Anak Perusahaan yang May6ritas atau l 00% Dimiliki 

Nama Perusabaan Bidang Usaha : % Kepemiltkan 

-
lndah K.iat international Finance Company Jasa kc:uangan 100% 

' B.V ' 

lndah Kiat Finance Mauritius Limited Jasa keuangan 100% 

I IK Tra~ing Limited Dislributor 
i 

100% 
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lndalt Kiat F~ (IV) Mauriti1,15 Limited Jasa keuangan 100% 

lndah !Gat Finance {III) Limited Jasa keuangan 100% 

IK Import & Eksport Limited Distributor 100% 

Indah Kiat Finance (Vlll) Mauritius Limited Jasa keuangan 100'.4 

Global Fibre Limited lnvestnsi 100% 

1mperial Investment Limited Jasa keuartgan 100% 

Indah Kiat Finance B.V Jasa keuangan 100% 

P'f Paramitra Abadimas Cemerlang Perdagangan 93,94% 

PT Paramita Gunakarya Cemerlang Pabrikasi I 99,93%-

-, Sum be! • Annual Report 2006 

3.4 Tanggung Jawab dan Usaha Berkelanjutan di Semva Kegintan 

Operasional 

Sinar Mas Pulp & Paper (APP) bersama dengan PT lndah Kiat Pulp & 

Paper Tbl< berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. 

APP dan Perseroan merniliki visi untuk menjadi perusahaan produsen bubur 

kertas (pulp) dan kertas nomor satu di dunia dengan staudar intemasional pada 

abad ke 21, berdedikasi mernberikan yang terbaik hagi para peltmggan, 

pemegang saham. karyawan. dan rnasyarakat. 

Guna mewujudkan visi tersehut, APP dan Perseroan berkornitmen untuk 

selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, 

sosiaf maupun lingkungau. APP dan Pcrseroan mewujudkan komitmen tersebut 

dengna rnenerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi 

produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat 
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sekitar~ menjalankan berbagai program perlindungan iingkungan dan senantiasa 

melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

Pada tahun 2006. Perseroan bersama dengan APP dan para pemasok bahan 

baku kayu (Pemasok) yang beroperasi dihawah naungan Sinar Mas Forestry 

(SMF)~ berhasil melakukan peningkatan yang signifikan dalam pengeloiaan 

hutan. tanarnan secam lestari, konservasi lingkungan dan program 

pemberdayaan masyarakat sekitar. 

3.4.1 Perlindungan Lingkungan 

Dalam menjalankan opernsionalnya, Perseroan telah memnuhi persyaratan 

dan peraturan terkalt pemenuhan bahan baku, lingkungan, kcsehatan dan 

keselamatan ketja. Persyaratan dan peraturan tersebut tclah diterapkan sebagai 

kebijakan operasional yang senantiasa dimonitor oleh Perseroan. 

Pada tahun 1996, satah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Tangenmg 

menjadi pabrik pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat lSO 

14100:2004 yang merupakan standar Sistern Manajemen Lingkungan (SLM) 

terbaru. Guna mertingkatkan implementasi Sistem Manajernen Ungkungan, 

Perseroan menunjuk Hatfmdo) anak perusahaan Hatfield Consultants Ltd. sejak 

akhir talmo 2005 hingga triwulan pertama tahun 2006, Disamping itu, Perseroan 

juga memperoleh Sertifikan Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan 

Kerja (SMK3). 

Perseroan .iuga lelah menjalankan program "tlga R" yang merupakan good 

resource ste>.varship ~reduce, reuse, recycle - dan mengintegrasikannya dalam 

operasional Sistem Manajemen Lingkungan. 
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Pcrseora.n melaksanakan kebijakan manajemen limbah untuk mengurangi 

potutan, teimasuk Kebijakan Pengendalian Sumberdaya dan Kebijakan ~Reduce, 

Reuse, Recycle'. Dalam sistem pengelolaa.n air lim bah, Perseroan menggunakan 

sistem endapan (sludge) aktif dengan perlakuan fisikal dan kimiawi tertentu 

untuk membuat air limbah dia.Urkan secara aman ke saluran air. 

Produk~produk Perseroa.n telah memenuhi peraturan keamanan produk 

sesuai perrnintaan pasar di Eropa., Jepang, dan Amerlka Serikat khususnya 

terhadap pemturnn larangao penggunaan zat-zat berbahaya. 

3.4.2 Sistem Pemasokan Bahan Baku yang .Bertanggungjawab 

Semua bahan baku yang digunakan J>erseroan memHiki dokumentasi yang 

menjamin bahan baku berasal dari sumber yang dapat dllacak. Perseroan 

menggunakan sistem lacak balak (Chain of Custody! CoC) guna memastikan 

tidak ada bahan baku ilegal masuk di dalam rantai pasokan. Penggunaan sistem 

ini setiap tahun diverifikasi secara independen. 

Audit veritikasi oleh pihak independen terhadap sumber bahan baku 

perseroan dilakukan oleh SGS (Societe Getrerale de Surveillance)) yang 

menyimpulkan tidak ada bahan baku Hegal dari para Pemasok. Untuk pernbelian 

pulp dari pihak luar, Perseroan hanya membeli pulp yang telah mendapatkan 

sertifikasi lingkungan. 

Sejak Oktober 2006. Pcrseroan dan seluruh pabrik APP telah 

mengimplementasikan kriteria Green Purchasing Law (GPL) Jepang dalam 

proses produksi pulp dan kertas. GPL dimaksudkan untuk memberikan jaminan 

kepada para pelanggan mengenal legaJitas dan kesinambungan pasokan bahan 
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baku atas produk yang dijual ke pa.\iar Jepang. Dalam hal ini, GPL Jepang 

menggunakan sistern sertifikasi pasokan kayu yang tak terputus, mulai dari 

sumber bahan baku, proses produksi hingga produk sampai ke tanggan 

pelanggan. 

3.4.3 Program Konservasi 

Iudentiflkasi dan PerJindungan terbadap Rutan Konservasi 

Hak Pengelolaan Hutan Tanaman lndustri (HTI) yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada Pcrnasok telah sesuai dengan rencana tata guna lahan dan 

fungsi hutan. Untuk memastikan bahwa area tersebut bernilai konservasi jika 

telah meialui sejumlah penilaian lingkungan dan sosial dengan cermat. DeHniasi 

makro dilimjutkan dengan deliniasi milcro merupakan prasyarat yang diteta.pkan 

Pemerintah untuk mengidentifikasi dan memilah hutan yang dapat dibangun 

menjadi HTI ata:u butan yang harus dilindungL Identifikasi dan delineasi areal 

konservasi tidak ditentukan berdasarkan prosentase, tetapi berdasatkao hasil 

kajian lapangan sesua.i kriteria yang ditetapkan. Pemerintah mengharuskan 

penilaian tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen dan 

terakredilasi. 

Flags/1ip Conservation 

Salah satu bukti komitmen APP, Perseroon dan SMF terhadap lingkungan 

dan 'CD!iServation beyond CfJmpliance. adalah pengembangan eagar A lam 

Harimau Senepis Buluhala. APP, Perseroan dan SMF mengelola eagar alam 

tersebut bersama dengan para pemegang konsensl, Departemen Kehutanan 

Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dno LSM (seperti The Tiger 
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Foundation dan St~matran Tzger Conservation Program) untuk membuat dan 

mendanai eagar alam harimau seluas lebih dari 100.000 hektar di Provinsi Riau, 

Sumatra. Program eagar alam ini akan mengembangkan dan menerapkan 

Program Manajemen Konservasl Harimau di kawasan Senepls Buluhala. Tujuan 

utama tim manajemen kolaboratif ini adalah untuk menghindari konflik antar 

harimau-manusia sekaligus untuk melindungi kehidupan keduanya. 

Bukti Jain dari komitmen APP, Perseroan dan SMF terhadap 'conservation 

beyond compliance• adalah lnisiatif untu membangun Cagar Biosfer Riau. 

Cagar biosfer tersebut din:mcang untuk menjawab salah satu isu yang dihadapi 

dunia saat ini-dibidang konservasi maupun pembangunan hutan. 

APP, Perseroan dan SMF bekelja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi 

Riau menyusun rencana untuk mernbangun Cagar Biosfer Riau. Dengan 

menggu.nakan model UNESCO, eagar biosfer tersebut akan metiputi areal 

seluas lebih dari 172.000 hektar hutan yang dilindungi. Cagar biosfer ini unik. 

karena didalamnya terdapat gambut asli yang cuk:up luas dan mcmiliki 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. 

Rencana Pengelolaan Cagar Blosfer Riau ini menarik untuk dilcaji tebih 

lanjut dan diyakini akan membantu dunia usaha untuk lebih baik lagi dalam 

mengelola areal kerjanya serta lebih siap dalam mengidentifikasi dan 

melindungi habitat serta keanekaragaman hayati didalamnya. 

Proyek konservasi tersebut sedang dalam pengembangan melalui proses 

multi-stakeholder dengna harapan program ini dapat diimplementasik:an dengan 

baik, Keadaan Perseroan telah mendorong pengembangan ekonomi dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga menjadi lebih mandiri 
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den.gan rnenciptakan berbagai peluang melalui penyediaan jasa pendukung dan 

prograrn·program yang dibutuhkan, rneliputi pendidikan, pelatihan 

keterampilan. berbagai program pemberdayaan rnasyarakat, fasilitas kesehatan, 

pembangunan serta perbaikan infrastruktur. 

PeJ)didikao 

Salah satu prioritas utama kegiatan sosial Perseroan adalah memberikan 

bantuan fasilitas untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Perseroan 

memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan, perbaikan infrastruktur 

pendukung sekolab, memberikan bantuan buku sekoiah. tas sekolah dan 

berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Pada bulan Maret 2007, Perseroan 

bcrsama dengan perusahaan lainnya yang tergabung dalam Sjnar Mas Pulp & 

Paper Product bekerja sama dengan Eka 'fjipta Foundation rnembagikan buku 

tulis sejurnlah unit kepada 100.000 siswa korban banjir dari 250 Sekolah Dasar 

Negeri di Jakarta. 

Pelatihan Keterampilan 

Perseroan mengadakan pelatihan kepada masyarakat sekitar berupa 

ketrampilan dan prah.iek-praktek kerja melalui Pusat Pelatihan dan 

Pengembangan Masyarakat Perseroan 

Prpgrnm Pemberf:Ia!aan 

Perseroan membcrikan kesempatan dan membantu pengembangan usaha 

kecil dan menegah, hal ini ditakukan antara Jain dengan melakukan kerjasama 

dengan koperasi, dan outsourcing serta membina dan ketjasama dengan 

pengusaha kecil dan menengah setempat yang dapat memberikan keuntungan 

bagi mereka sekaligus untuk memenuhi kebutuhan Perseroon. Dengan demikian 

59 

Umveisitas lndonesla 

Analisis implementasi..., Intan Yunita Ratnasari, FE UI, 2008



usaha kecli dan menengah merupakan bagian dari kegiatan Perseroan secara 

keseluruhan. 

Pelayanan Kesehatao 

Perseroan sangat peduli akan kesehatan karyawan dan masyarakat sekitar 

dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan seperti klinik yang 

rnenyediakan fasititas Iayanan serta gawat darurat bagi karyawan dan 

keluarganya yang tinggal di daerah tersehut Perseroan juga mcnyediakan 

layanan medis untuk dcsa-desa terpenciL 

Perbaikan Infrastruktur 

Perseroan turut serta membiayai berbagai proyck perbaikan infrastruktur 

untuk meningkatkan daerah setempat. Berbagai proyek tersebut diharapkan 

dapat memberikan kontribusi positif dan perbaikan nyata dalam meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. 

Bantuan kepada Korhau Gempa Bumi di Yogyakarta dan Jawn Tengab 

Sebagai tanggapan terhadap gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan 

Jawa tengah. Perseroan bekelja sama dengan Eka Tjipta Foundation 

memberikan bantuan kepada korban Gempa bumi di Yogyabrta dan Jawa 

Tengah, bantuan dibcrikan dalam bentuk paket bahan makanan yang dibutuhkan 

masyarakat, sumbangan dan pos sukarelawan di daerah bencana. 
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BABIV 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai impelementasi tanggung 

jawab sosial yang telah dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp&Paper. Tbk, Serang 

Mill dihubungkan dengan drnft ISO 26000 working draft 4.2 yang merupakan 

guidance standard on social responsibility pada bulan Juni tahun 2008. 

Dalam rnenganalisis, akan dilibat dati kebijakan-kebijakan yang terdapat 

daJam perusahaan se!ama tiga tahun (2006~2008), annual report perusahaan, 

sustainability reporling yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2006 dan data 

atau informusi yang berhasil diperoleh oleh penulis yang dimaksudkan untuk 

mengerahui apakah perusahaan telah memenuhi enam issue utama yang tetdapat 

dalam ISO draft 26000 working draft 4.2 yaitu: Organizational Governance, 

Human Rights, Labour Practices, The Enviromnenl, Fair OpcraJing Practices, 

dan Consumer issues. Penulis menggunakan pembobotan antara 1 sampai 5. 

Dan pembobotan ini diberikan berdasarkanjudgement dari penulis. 

Penelitian yang dilakukan oieh penulis berbeda dengan penelitian yang 

teiah dHakukan oleh peneliti lainnya. Karena penelitian yang dUakukan oleh 

penulis bersifat kualitatif dan dllakukan secara mendaiam dengan mcJakukan 

kunjungan se<:ara langsung ke pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Thk, Serang 

Mill. Adapun perbedaan antara penelitian kuant!tatif dan kuaiitatif adalah 

sebagai berikut: 
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No PeneUtian Kualitatif No Peneli.tian Kuantitatif 

l. Dilandasi oleh Kekuatan narnsi L Dilandasi kekuatan angka 

--
2. Kajian dalam situasi ilmiah 2. Men~bil jarak dari situasi iimiah 

3. Kontak langsung di lapangan 3. Menjagajarak dari yang diteliti 

4. Cam berfikir induktif 4. Cam berlikir deduktif 

5. Perspektifholistik 5. Perspektif reduktlf 

6. Perspektif perkembangan dinamis 6. Perspektifkeajengan, sultis, mekanistis 

7. Orientasi pada kasus unik 7. Orieritasi pada juml~ generalisasi, dBn 

universalitas 

8. Pemerolehan data: netral-empatis 8. Pemerolehan data: menjaga 

"'objektivitas" 

9. Desain fleksibellluwes 9. Desaln ·~~. ketat, ditetapkan sejak awal 

10. Sirkuler 10. Linier 

IL Peneliti: instromen kunci 11. Peneliti: satu aspek diantara yang laln 

-Sumbcr; Raho.yu H1dayat, 2002 

4.1 Implemcntasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaao 

4.1.2 Organizational Governance 

Issues dalam organizattOnal govenrance adalah mcngenai decislon·making 

process and structures. Hal yang menyakut decision-making process and 

structures, menyara.nkan agar perusahaan sefalu mereview struktur dan proses 

pcmbuatan kcputusannya s~ara periodik untuk dapaL mcningkatkan 

kemarnpuan perusahaan diantaranya dalam hal: penciptaan dan pemeHharaan 

ling!-..'llngan dengan prinsip~prinsip transparansi, etika perilaku, akuntabilitas, 

ketaatan terhadap peraturan dan minat para stakeholdemya; adanya komunikasi 
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dua araJ1 antara organisasi dengan para stakeholdemya; pendelegasian 

wewenang secara proporsional untuk masing-masing para pegawainya, dl1. 

Decision-making process and structures. Dalarn annual report 

perusahaan, diketahui bahwa dalam upaya untuk meningkatkan nilai 

perusahaan, sebagai perusahaan publik, lndah Kiat memiJiki komiimen untuk 

melaksanakan prinsip tata kelo.la perusahaan yang baik (Good CorporaJe 

Governance). Prinsip~prinsip tersebut antara lain meliputi l<eterbukaan. 

transparansi~ akuntabilitas, dan tanggung jawab Direksi serla Komisaris. 

Berkaitan dengan hal tersebu~ Perseroan te!ah memiliki Komisaris lndependen, 

Sekretaris Perusahaan. Komlte Audit dan Audit Commiuee Charter yang 

menjadi landasan Kornite Audit dalam menjalankan tugasnya. 

Komisaris dan Direksi Perseroan 

Pengurus Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 berjumlah 11 orang 

Komisads, termasuk 5 orang kornisaris lndependen~ dan 10 orang DireksL 

Komisaris melakukan pengawasan terltadap manajemen dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi 

mengenai hal-hal yang dianggap pentlng d.alam pengelolaan Perseroan. 

Direksi Perseroan bertanggungjawab atas pelaksanaan strategi Perseroan untuk 

mencapai tujuan Perscroan. Direksi Perseroan juga bertanggung jawab untuk 

memclihara aktiva dan sumber daya oleh Perseroan untuk mcncapai tujuan 

terse but. 

Sepanjang lahun 2006, Komisaris dan Direksi bersama dengan Komite Audit 

telah melakukan pertemuan untuk membahas laporan keuangan triwulan, 
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penyusunan anggaran tahunan Perseroan dan laporan keuangan tahunan yang 

diaudit oleh Akuntan Publik. 

Komite Audit 

Komite Audit bertugas memberikan rekomendasi dan membantu pelaksanaan 

tugas dan fungsi Komisaris dalam melakukan pengawasan, Komite Audit rerdiri 

dari 3 profesional yang Independen, dimana ketuanya adalah seorang Komisaris 

fndependen 

Sepanjang tahun 2006, Komite Audit telah mengadakan pertemuan rutin dengan 

audit internal dan Direksi untuk menelaah temuannya dalam rangka peningkatan 

pengawasan internaL Komite Audit juga mengadakan pertemuan dengan audit 

ekstcmal PerSeroan untuk memhahas laporan keuangan konsolidasi Pcrseroan 

dan kemudillll mendiskusikannya dengan manajemen. 

Sekretaris Perusahaan 

Sekretaris Peru.sahaan bertanggung jawab untuk mernbantu Perseroan datam 

menjaiankan tara keloJa perusahaan yang baik dan mema.stikan kepatuhan 

Perseroan terhadap aspck pengung,kapan dan penyampaian infonnasi maupun 

terhadap peraturan bursa, pasar modal dan perundang-undangan lairmya yang 

berlaku. Selain itu, sekretaris perusahaan juga bertugas untuk mengelola 

hubungan dengan publik dan mengkoordinasikan kegiatan Komisaris dan 

Direksi baik secara internal maupun ekstemaL 

Audit lnternal 

Perseroan memiliki tim audit internal yang bcrtugas untuk memastikan sistem 

pengendalian internal efektif untuk menjaga aktlva Perseroan. Tugas audit 

internal antara alin memverifikasi informas:i Perseroan baik informasi 
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opernsional mupun keuangan. Masalah yang dttemukan akan ditelaah dan 

diinfonnasik:an kepada manajemen dan Komite Audit. Audit internal juga 

memberikan masukan mengenai penerapan strategi perusahaan, 

Selain itu, dalam annual report perusahaanjuga dijelaskan dampak, risiko, 

peluang utarna perusahaan. Dimana tantangan yang dihadapi perusahaan adalah 

bagaimana perusahaan dapat terns meningkatkan kapasitas produksinya untuk 

memenuhi kebutuhan kertas yang akan naik sejalan dengan pertumbuhan 

ekonomi. Keberadaan perusahaan juga memberlkan dampak positif yaitu 

mendorong pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

sekitar pabrik sehingga menjadi lebih mandiri dengan menciptakan berbagai 

peluang meJalui penyediaan jasa pendukung dan program-program yang 

dibutuhkan, meliputi pendidikan, pelatihan ketrnmpilan, berbagai program 

pemberdayaan masyarakat, fasi!itas kesehatan, pembangunan serta perbaikan 

infrastruktur. 

Dalam susfainability reporting, dijelaskan bahwa perusahaan memilik.i 

prinslp dalarn menjalankan kegiatan usahanya yaitu "Consetvation beyond 

compUance", dimana tiga kata ini mengungkapkan komitmen perusahaan untuk 

menjalankan usahanya secara berkeJanjutan baik itu di lingkungan maupun 

komunitas ~Umana perusahaan berdiri. Selain itu, dalam kebijakan dan praktik, 

perusahaan juga berkornitmen untuk patuh terhadap standar-s!andar hukum dan 

peraturan yang bcriaku. APP juga menyadari perlunya 'sharing mfonnation' 

dengan para stakeholdernya sebagaj langkah awol menu,ju pembangunan 

berkeJanjutan. Dijelaskan dalam sustainability report bahwa APP melibatkan 

para stakeholdemya untuk mendiskusikan isu~isu dapat mempengaruhi 
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perusahaan. Masukan·masukan d.ari stakeholder dapat melalui pertemuan secara 

face-to.face, informal survey) dan komunikasi melalui surat atau telepon, 

Sedangkan dalam hal pendelegasian wewenang, Dari basil informasi yang 

diperoleh PT !ndah Kiat Pulp & Paper Thk. Serang Mill dapat disimpulkan 

menganut sistem desentralisasi dalam pendelegasian wewenangnya. Dimana PT 

Indah Kiat Pulp & Paper mempunyai kekuasaan penub dalam membuat 

keputusan untuk menjaJankan usaha di wilayahnya masing-masing. Dalarn 

struktur organisasi pada IT lndah Kiat Pulp & Paper Thk. Sernng Mill dipimpin 

oleh seorang President Direktur yang berkedudukan di Jakarta. Pelaks.anaan 

operasi di PT 1KPP Serang dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur yang 

mcmbawahi 1 divisi 20 departement dan 90 seksi, Wakil Presiden Direktur 

bertanggungjawab pada Presiden Direktur. 

Berdasarkan struk:tur organisasi~ PT IKPP Serang membagi tugas dalam 3 

kelompok besar, yaitu: 

• General Mill Manajer 

Membawahi Pulp Mill, Paper Mill, Paper Plant, Chemical Plant, Utility, 

Design and Environment Protection, dan Quality Control Departement 

• Forest Division 

Membawahi Harvesring Departement dan Foresty Affairs Departement 

• Adminsitration Division 

Membawahi Affairs Departement dan Supply Storage Department 

Dengan demikian pelimpahan kekuasaan dari pimpinan kepada bawahan 

dan pertanggung jawabannya pada atasan berjalan secam vertikal sesuai 

wewenangnya. 
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4.1.2 Human Rights 

Issues dalarn Human rights terbagi ke dalam bcberapa bagian, yaitu: 

a) due diligence 

b) human rights situations 

c) avoidance to complicity 

d) discrimination and vulnerable group 

e) resolving grievances 

f) civil and politiCal righ/s 

g) economic, social and culture righls 

h)fundamenral rights at work 

Due diligence. Dimana kebijakan yang terkait berhubungan dengan 

tanggung jawab perusabaan dalam mengatur due diligence untuk menjadi leb!h. 

mcnyadarl, mengidentifikasi. mencegah dan menujukkan dampak: potensiat dan 

aktual dari HAM yang berhubungan aktivitas perusahaan. Dijelaskan da1am 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan hahwa perusahaan berlandaskan 

pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wahana hubungan ketenaga kerjaan, untuk 

memastlkan hubungan kerja dan atau perusahaan dalam membina 

karyawanlwa.linya. Dan dapat diisimpulkan dalam PKB perusahaan bahwa 

perusahaan sangat mcnjunjung tinggi k:esetiaan dan ketaatan pada nonna-norma 

yang berlaku di masyarakat serta perusahaan pada khususnya, Selain itu juga 

dijelaskan bahwa dalarn membina karyawan/wati, perusahaan tidak hanya 

melihat bahwa karyawan/wati adalah pclaku dari jalannya roda perusahaan 

ataupun seba:gai aset perusahaan, namun juga sebagai anggota masyarakat yang 

hidup ditengah.-tengah masyarakat dan juga bekcrja untuk kepentingan 
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masyarakat luas pada umumnya. Pacta Bab VII mengenai Ketentuan Tata Tertib 

Karyawan!Wati dalam pasal 42 Jarangao bagi karyawao/wati pada butir ke 2 

yang menyatakan bahwa setiap karyawan!wati dilarang keras: berjudi, 

mengancam, memukul, melaogga.r norma kesusilaan, memperkosa hak 

ka.ryawan!wati lainnya, membawa senjata ap~ senjata tajam~ membuat atau 

rnengcdarkan tulisan~tulisan atau pamflet, merusak milik perusahaan dan 

perbuatan~perbuatan/ tindakan lainnya yang menganggu teroiptanya ketertiban 

dan keamanan pada umumnya. Dan pada butir ke 4 menjelaskan bahwa bahwa 

setiap karyawan/wati dilarang keras: mcnyaiahgunakan jabatan maupun 

kewenangan yang diberikan perusahaan untuk kepentingan atau mencari 

keuntungan pribadi. Dalam PKB perusahaan juga menjelaskan penilaian dari 

macam-macam pelanggaran yang dilakukan oleh para karyawan/watinya yang 

tercantum dalam Bab VIII mengenai Sanksi~sanksi. 

Human rights situations. Dimana kebijakan yang terkait berhubungan 

dengan bagaimana perusahaan menghadapi tantangan dan dilema dari berbagai 

{;;sue yang berhubungan dcngan periindungan dan ketaatan dalam HAM dalam 

berbagai kondisi keuangan dan lingkungan. Dari data yang diperoleh dapat 

dis.impulkan bahwa perusahaan bcrusaha untuk memberikan perhatian k.husus 

dalam menangani berbagai situasi tersebut, misalnya saja terdapat dalam PKB 

perusahaa:n pada pasa.l 10 mengenai hak dan kewajiban perusahaaan yang 

menyatakan bahwa perusahaan juga berkewajiban untuk membayar upah/ga.ji 

karyawanlwatinya sesuai dengan ketentuan upahl gaji minimum (UMR) yang 

telah disyahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Selain itu, perusahaan 

juga berkewajiban untuk memperhatikan se:rta. meningkatkan kesejahteraan 
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karyawan/wati dengan proporsional dan obyektif. Dalam PKB perusahaa.n juga 

menyatakan tentang batas minimum untuk umur peke~ a adalah 18 tahun sesuai 

dengan International Labollr. Perusahaan juga memperhatikan keterlibatannya 

dalam penggunaan sumber daya seperti air, hutan atau atmosfer, d1l dengan 

mernbedkan target-target da1am pela.k.sanaan kegiatan operasinya. Perusahaan 

juga berusaha untuk rnemperhatikan adanya culture of corruption dengan 

mcmberikan pelalihan-pelatihan untuk para karyawannya dan membentuk suatu 

divisi controller yang mengawasl masalah korupsi. 

Avoidance of complicity. Dirnana. kebijakan yang terkait berhubungan 

dengan tindak kejahatan HAM (Hak Asasi Manusia). Datam PKB perusahaan 

dijelaskan bahwa hal-hal yang tercantum dalam PKB dilindungi oleh peraturan­

peraturan petundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan Pemerintah 

Republik Indonesia. Selain itu, ukuran untuk mencegah tetjadinya totfw'e, cruel. 

inhuman dan lain-lain, dalam PKB perusahaanjuga terdapat Sanksi-Sanksi pada 

Bab vm seperti pada pasal 43 untuk hakikat dan penerapan sanksi, pasal 44 

untuk bentuk dan rnacam sanksi, pasal 45 untuk tata cara pembinaan. Selain itu, 

perusahaan juga mcmpunyai peraturan yang jelas dalam rnempekeijakan pam 

karyawan/watinya yang tercantum dalam PKB perusahaan pada Bab ll Syarat 

Kerja, Mutasi, Promosi Jabatan, Pencabutan Jabatan dan Penghargaan 

khususnya pada pasal 7 mcngenai hubungan kelja. Perusallaan juga mempunyai 

tata cara untuk komplain para karyawanlwatinya yang tercantum dalam PKB 

perusahaan pada Bab 1X mengenai Penyelesaian Keluh Kesah 

Karyawanlwatinya pada pasal 56 tata cara penyelesaian keluh kesah. 
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Discrimination and vulnerable group. Dimana kebijakan yang terkait 

berhubungan dengan diskriminasi dan pihak-pihak yang rentan. Kebijakan 

perusahaan tel~h secara jelas menjelaskan bahwa tidak terdapat perbcdaan 

perlakukan ant.ar pekerjanya seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kerja 

Bersama {PKB) perusahaan. yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan 

kewajiban pada masing-masing plhak yang telah diatur dalam PKB ini berlaku 

secara menyeluruh. yaitu berlaku untuk seluruh karyawan!wati secara adil tanpa 

memandang suku, agama,. goJongan, secara kedaeraban. Selain itu berdasarkan 

infonnasi yang diperoleh perusahaan juga tidak membeda~bedakan konsumen, 

business partner, stakeholder atau siapapun yang berhubungan dengan 

perusahaan. Pada pasal 55 mengenal Hubungan Ketja yang Putus Karena LarUut 

Usia dije1askan bahwa karyawanlwati yang telah berusia 55 (lima puluh lima) 

tahun dan atau lebih, dapat diputuskan hubungan keljanya kanma usia lanjut 

(pensiun). Pemutusan hubungan kerja termaksud dilaksanakan dengan 

memperhatikan serta mengacu ketentuan normatif yang berlaku. Dalam 

pemberian uang pesangon, selain fak.tor/ dasar pemberian yang telah diatur 

minima1nya pada ketentuan normatif. perusahaan dapat pula memberikan 

kebijakan tambahan berupa penghitungan komponen penggajian tertentu. Dari 

infarmasi yang diperoleh perusahaan juga mengbormati hak para karyawatinya 

untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam lingkup ekonomi, $Osial dan 

politik Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh perusahaanjuga sangat 

memperhatikan anak-anak sebagai pihak yang rentan dan independen. Dimana 

perusahaan sangat memperh.atikan para pekerjanya dengan rnembatasi batas 

minimum umur pekerjanya adalah 18 tahun sesual dengan international Labour. 
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Perus.ahaan juga mernperhatikan anak ...anak dari para karyawanlwatinya dengan 

mcmberikan izin kepada para karyawanlwati untuk merawat anak-anak mereka 

yang sakit dan mcmberikan ijin kepada para kruyawanlwati menikah untuk: 

dapat meneruskan keturunarmya. Sedangkan dalam hal para pekerja pendata.ng 

(Tenaga Kerja Asing) hal-hal tersebut rnemang tidak tercantum dalam PKB 

perusahaan karena hal-hai yang menyangkut TNKA sudah diatur dalam UU No. 

13 rabun 2003 tentang ketenagakerjaan salah satunya terdapat dalarn Bab Vill 

rn.engenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing, juga terdapat daiam Keputusan 

Presiden RI No. 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga 

Negara Asing Pendatang, 

Resolving grievance$. Kebljakan yang terkait dalam hal inl adalah yang 

berhubungan dengan mekanisme yang dapat diberikan oleh perusahaan untuk 

dapat me!indungi HAM. Dijelaskan dalam PKB perusabaan dafam Bab ll Syarat 

Kerja, Mutasi~ Promosi Jabatan, Pencabutan Jabatan dan Penghatgaan pada 

pasal II mengenai Hak Karyawan!wati butir ke 7 bahwa karyawanlwati berhak 

untuk rnengajukan keluhan ataupun pengaduan menurut tata tertib yang telah 

ditentukan atau sesuai materi PKB ini. Pada pasa12 Ketentuan Umum butir ke 4 

juga dijelaskan bahwa setiap pelanggaranl kesalahan atau kecerobohanl 

kelalaian atas ketentuan dalam PKB, ataupun normawnorma lain pada umumnya 

merupakan dasar penetapan hukuman atau tlndakao disiptin dari pihak direksi 

(minimal kepalalwakil kepala divisi yang bersangkutan) terhadap karyawan/wati 

yang bersangkutan, dimana proses tersebut melalui prosedur dan petugas yang 

telah ditunjuk. Untuk prosedur penggajian karyawan terdapat da)am PKB 

perusahaan pada Bab IV Pengupahan/ Penggajian dalam pasal 20 mengenai 
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Sistem Pengupahanl Penggajian, pasa1 21 mengenai Upahl Gaji seiama Sakit 

dan pasal 22 mengenai Tunjangan Harl Raya. Selain itu. dari hasil informasi 

yang diperoleh diketahui bahwa gaji yang didapatkan oleh para karyawan/wati 

sesual dengan ketentuan upah/ gaji minimum (UMR) yang telah disyahkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia. Untuk penyelesaian keluh k.esah karyawan/wati 

juga terdapat da!am PKB perusahaan pada Bab IX Penyelesaian Keiuh Kesah 

Karyawan/wati pasa125 mengenai Tata Cam Penyelesatan Keluh Kesah. 

Civil and politictll rights. Tetkait dengan hak hidup individu, menghargai 

dan toleransi terhadap hak atas kebebasan berpendapat/ beropini dan 

bcrekspresi, menghargai hak karyawan untuk mendapatkan privasi dan 

berkduarga. Hal terse but juga tercantum da.lam PKB perusahaan dalam pasal 11 

butir ke 6 yang menyatakan bahwa setiap karyawanlwati berhak unuk 

mengemukakan saran atau usulan kepada atasannya. Selain itu, darl informasi 

yang diperoleh diketahui bahwa perusahaan memberikan kebebasan untuk para 

karyawanlwatinya dalam berasosiasi. Diketabui bahwa pada pasai 2 Ketentuan 

Umum dalam butir ke 8 dijelaskan bahwa daJam usaha menjaga serta 

memelihara keserasian dan keselarasan hubungan kerja antara perusahaan 

dengan karyawan!wati sesuai azas Hubungan Jndusuial Pancasila. dibentuk tim 

dalam wahana Lemaga Kerja Sarna Bipatrit. Dalam butir ke 9 juga dijelaskan 

bahwa perusahaan bekcrja sama dengan Scrikal Pekerja Mandiri di PT TKPP 

Serang Mill yang disebut SPM FK3 Unit Kerya PT Jndah Kiat Pulp&Paper Tbk, 

Serang Mil! sebagai mitra dalam mengemban cita-cita kes.cjahterna.n dan 

kemajuan bersama. 
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Economic1 social and culture rigltts. Kebijakan yang terkalt dalam hal tni 

adalah yang berhubungan dengan kecukupan standard hidup dalam 

kesejahteraan bagi pekerjanya, jaminan kesehatan baik fisik maupun metal, 

pendidikan, hak untuk berkeluarga. kebebasan untuk beragama dan berbudaya. 

Kesemua hal tersebut juga telah tercantum dalam PKB perusahaan pada Bah IV 

untuk Pengupahanl Penggajian, jaminan kesehatan terdapat pada pada BAB VI 

mengenai Jaminan sosial dan Keselamatan Karya.wan/wa:ti daiam pasal 30 butir 

ke 7 yang menjclaskan bahwa untuk menjaga. kesehatan karyawanlwati 

perusahaan akan mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh 

karyawanlwati yang seperlunya dialur secara berkala scseuai kondisi dan 

kebutuhan, selain itu pada butir ke 8 dijeJaskan bahwa perusahaan menyedlakan 

dok'ter berserta klinik perusahaan di bawah pimpimm dok:ter perusahaan yang 

dikoordinir oleh Seksi Industrial Safety, pada area perusahaan. Hak berkeluarga 

terdapat dalam pasal 24, untuk kebebasan beragama, dalam PKB, perusahaan 

menyediakan tempat peribadatan untuk melaksanakan ibadahnya. Selain itu, di 

Negara Republik Indonesia inl sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama, 

sehingga secara otomatis perusahaan yang berada di Negara Republik Indonesia 

juga akan menghonnati kebebasan individu untuk memeluk agama tertentu. 

Selain itu, dari hasi! wawancara yang dilakukan diketahui bahwa 

perusahaan juga tidak baik secara [angsung maupun tidak langsung mernbalasi 

akses penting seperti air untuk dipergunakan masya:rakat sekitamya karena 

dalam UUD Negara RI dijelaskan bahwa se1uruh akses penting yang 

menyangkut hajat hid up orang banyak dikuasai oleh Negara. 
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Fundamental rights at work. terdiri dari 4 bagian, yaitu: l) freedom of 

association and coliecJive bargaining, dimana dalam PKB pernsahaan yang 

terdapat daJam pasal 5 butir ke 5 menyatakan bahwa pengusahal perusahaan 

memberikan kesempatan kepada SPM FK3 Unit Kerja PT Indah Kiat Pulp & 

Paper Tbk, Serang Mill atau induk organisasinyal SPM FK3 Tingkat Pusat 

untuk melakukan aktivitasnya dan mengembangkan organisasi setama tidak 

rnenganggu kelancaran jalannya perusabaan; 2) forced labour. dimana dalam 

kebijakannya organisasi tidak terlibatl rnendapatkan keuntungan dari kekerasan 

maupun dengan menggunakan tcnaga kelja paksa. Dalam PKB perusahaan pasal 

2, dapat disimpuikan bahwa perusahaan memperhatikan UU, Peraturan 

Pemerintah maupun ketentuan pelaksanaan lainnya yang berlaku dinamis, untuk 

kelangsungan penyelenggaraan syarat dan tata-cara hubugngan kerja dan akan 

mematuhinya. selain itu dalam pasal 7 Hubungan Kerja butir 5 menyatakan 

bahwa caJon karyawan/wati akan diterima teriebih dahulu diketahuil disetujui 

oleh direksi atau manajemen berdasarkan penilaian terhadap hasil seleksi yang 

telah diselenggarakan dengan standard baku oleh petugas yang ditunjuk, 

sehlngga tidak terdapat tenaga kerja paksa. Dalam PKB perusahaan pada pasal 5 

Pengakuan Hak-Hak dan Kewajiban~Kewajiban juga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan lidak akan mengambi1 keuntungan dengan kekerasan dari para 

pekerjanya. 3) child labour. dalam PKB perusahaan pada pasai 7 tentang 

hubungan kerja dalam butir ke 4 menyatakan batas minimum untuk wnur 

pekerja adalah 18 tahun. Sesuai dengan Jmernational Labour Standard yang 

menetapkan usia minimum pekerja di negara berkembang adalah 18 tahun. 4) 

non discrimination, dalam PKB perusahaan, menyatakan bahwa pe!aksanaan 
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hak dan kewajiha.n pada masing-masing pihak yang telab diatur dalam PKB ini 

berlaku secara menyeluruh, yaitu berlaku untuk seluruh karyawanlwari secara 

adil tanpa memandang suku. agama, golongan, secara kedaerahan. Sehingga 

dapat dikatakan semua karyawanlwati pada PT 1ndah K.iat Pulp & Paper Tbkj 

SeraJlll Mill diperlakukan saJrul. 

4.1.3 Labour PractiCe$ 

Dalam praktik ketenagakerjaan. pcmerintah Indonesia telah berusaha 

melindungi tenaga ketjanya dengan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. 

Diantaranya yaitu: 

a) UU. No 20 tahun 1999 ten tang Pengcsahan Konvensi ILO 138 

b) UU. No. 21 tahun 2000 tentang serikat Pekerjal Serikat Buruh 

c) Kep. Men. Tcnaga Kerja Rl No. 150/Men/2000 tentang Penyelesaian 

Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang 

Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan 

d) PP. Rl No. 28 tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 14 tahun 

1993 tentang Penye1engg:araan Program Jaminan Sasial Tenaga Kerja 

e} Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Datn Kebutuhan Hidup 

Minimum (KHM) Proptnsi 

f) UU No. 13 tahun 2003 tcntang Ketcnagakcrjaan 

Dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 juga disinggung mengenai 

permasalahan praktik ketenagakerjaan, indikator dalam Labour Pracrices 

terbagl ke dalam beberapa isu diantaranya yaitu: 
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a) employment and employment relationship 

b) rondirion of work and social prolecJion 

c) social dialogue 

d) health and safely at work 

e) human developmenl 

Employment and employment relations/lip. Terkait dengao k:ebijakan 

perusahaan yang terdapat dalam PKB perusahaan pada pasal 5 tentang 

Pengakuan Hak~hak dan Kewajiban~kewajiban. Saiah satunya adalah seperti 

yang tercantum dalam butir ke 6, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan 

tugasfiya:, masing-masing, SPM FIG Unit Kerja PT. Jndah Kiat Pulp & Paper 

Tbk:,. Serang Mill dan perusahaan akan berusaha menghindari tindakan~tindakan 

yang dapat merugikan masing~masing pihak, terutama pada gilirannya 

merugikan karyawan/wati apabila perusahaan terganggu aktivitas dan 

ketenangan berusahanya. Dalam PKB perusahaan juga tercantum kebijakan~ 

kebijakan mengenai hubungan kerja pada pasal 7 yang terdapat dalam Bab IT 

Syarat Kerja, Mutasi. Prornosi Jabatan, Pencabutan Jabal.an dan Penghargaan. 

Selain ltu, dalam employment and employment relationship juga terkait 

dengan kontrak yang dilakukan oleh organisasi. Saiah satu contoh kontrak yang 

dilakukan merupakan kontrak keJjasarna yang dilakukan oleh PT lndab Kiat 

Putp & Paper Tbk, Senmg Mill dengan sekoiah-seko)ah SMK Negerl yang 

berada di Serang. 

Conditiou of work and social protection. Kebijakan yang terkait dalam 

isu ini, seperti: bahwa perusahaan menghargai level tertinggi dad ketetapan­

ketetapan yang ada yang bcrlaku secara legal, kcpatuhan perusahaan dalam 
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lootetapan usia pekeQa. penyediaan kondisi ketja yang pantas seperti gajil upah, 

jam kerja, hak libur, dll. Dalam PKB perusahaan dijelaskan bahwa 

scsungguhnya segala sesuatu yang disebutkan dalam PKB perusahaan 

senantiasa dilindungi oieh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau 

kebijakan Pemerintah Republik Jndonesia, untuk itu baik perusahaan maupun 

Serikat Pekelja PT lndah Klat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill secara bersama­

sama berkewajiban sef!a bertanggungjawab untuk melaksanakan serta mematuhl 

peraturan-peraturan yang tercantum dalam PKB yang selaras dengan Hubungan 

Industrial Pancasila. Selain itu, dalam PKB pcrusahaan juga dijelaskan 

mengenai ketetapan usia minimum pekerja yaitu 18 tahun daiam pa.~al 7 

Hubungan Kerja, sedangkan untuk penyediaan kondisi kelja seperti yang te!ah 

dijelaskan diatas terdapat daiam PKB perusahaan pada Bah Iff Waktu Kerja, 

1stirahat ~lingguan, Hari Libur, Lembur serta Upah Lernbur, pada Bab IV 

mengenai Pengupahanl Penggajian, dan pada Bab V mengenai Cuti Tahunan 

dao Ijin~ijin. 

Social dialogue. Terkait dengan kebijakan perusahaan tentang social 

dialogue. dalam PKB perusahaan dalam pasal 2 Ketentuan Umum pada butir 8 

dijelaskan bahwa Dalam usaha menjaga serta memclihara keserasian dan 

keselarasan hubungan ke!ja antara perusahaan dengan karyawanlwati sesuai 

azas Hubungan Industrial Pancasila, dibentuk tim da!am wahana Lembaga Kerja 

Sarna Bip.atrit. Selain itu, dalam butir 9 juga dijelaskan bahwa perusahaan 

beke~ja sama dengan Serikat Pekerja Mandiri di PT lndah Kiat Pulp & Paper 

Tbk, Serang Mill sebagai mitra dalam mengemban cita-cita kcsejahteraan dan 

kemajuan bersama. Sebagaj serikal pekerja yang sah dalam keikutsertaan 
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menyusun PKB serta secara aktif bersama perusahaan dan dengan demikian 

telah mewaldii seluruh karyawan daJarn rnasa!ah ketenaga~kerjaan atau dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja, syarat ke!ja, penyelesaian 

perselisihan kerja serta usaha-usaha peningkata:n kesejahteraan bersama yang 

proposionaJ sesuai dengan kondisinya. 

Ilealth and safety at work. Kebijakan perusahaan yang terkait dalam 

health and safety at work terdapat dalam PKB perusahaan dalam Bab VI 

mengenai Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawanlwati pada pasai 30 

mengenai Keseiamatan dan Kesehatan Kelja yang dalam salah satu butimya 

menyatakan bahwa perusahaan melaksanakan sega!a ketentuan yang termaksud 

dalam pasal 86 UU No. [3 tahun 2003 tentang Ketenaga~kerjaan serta semua 

per:aturan pelaksanaannya, ant.ara lain tentang keselarnat.an kerja. Pada pasal 31 

Jamsostek, yang pada saJah satu butimya dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

mernberikan perlindungan pada karyawan/wati dengan diselenggarakannya 

program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kelja) yang pengelolaannya dapat 

dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Pada pasal 32 Kece]akaan Kerja, 

yang menjelaskan bahwa apabila terdapat kecelakaan keija. maka unit/ seksi/ 

department yang bertanggungjawab wajib melaporkan secara tertulis kepada 

P2K3 ( Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) I Seksi industrial 

Safety dan Human Resources Department dalam waktu sclambat-lambatnya 1 

kalt 24 jam setelah kecelakawt ketja tersebut terjadL Pada pasal 33 Panltia 

(Komite) Kesejahteraan Karyawanlwati dapat disimpulkan babwa perusahaan 

memperhatikan kesejabteman jasmani dan rohani karyawanlwatL Pada pasal 34 

Fasilitas Ofah Raga yang dapat ditarik keslmpulan bahwa perusahaan 
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menyediakan tempat I fasilitas olah raga yang sekaligus berfungsi sebagai 

sarana untuk membina serta mengembangkan jiwa sportivitas dan atau mawas 

diri para karyawanfwatinya. 

Human development. Kebijakan perusahaan yang terkait dalam human 

development terdapat dalam PKB pasal 36 mengenai Pendidikan umum dan 

keterampHan. Yang menyatakan bahwa dalam rangka mengupayakan 

peningkatlln keterampilan, keahlian, pengetahuan beserta pemahaman tentang 

aspek tugas dan tanggung jawab ataupun tata cara melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. perusahaan akan melatih dan mendldik karyawan/wati 

secarn sistimatis serta disesuaiks.n dengan kebutuhan dan kepentingan 

perusahaan melalui Human Resources ~ People Development. Contoh-contoh 

pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan terdapsl dalarn tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Pemberian Training yang dilakukan oleh .PT Indah .Kiat Pulp 

& Paper Tbk, Scrang Mill 

No Nama Training Level 

l - Training Umum Orientasil Introduction (fOU) Karyawao baru 

- Basic Mentality Karyawan baru 

- Khusus Bahasa lnggris Umum 

- Training Of Training (TOT) Instruktur 

- Tehnik Presentasi SDA! SGA leader 

I 
- IT Academy StaffAdm 

- Motivasi Oprt-KTK 

- Training PEFC All Level 

- Training SIO Forklift ~ Operational Forklift 

IT - Core Competency for Staff ·r-4-5 
··-

- Competency Outbound for Staff 4-5 

~ Core <;::omp~tency for Supervisor 6-7 

- Core Competency fur Manager 8- J I 
- -Ill Seminar 8 ke atls 

IV - Inhouse Training, meliputi: 

Tr. Spiritual question LeveJ 4 dan ke atas 

Tr. Alat Bcrat (Forklift, Loader, M.Crane d~prt. Alat Berat 

Excavator) 
·-- -~ ---- --- -

Sumber : HR People Development 

4.1.4 Tbe Em .. ironmeot 

Dalam annual report PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 2006 diketahui 

babwa pacta tal:mn 1996, salah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di 

Tangerang menjadi pabrik pertama di Indonesia yang memperoleh sertifrkat ISO 

14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) disusul oleh kcdua pabrik perseroan 

lainnya yang ber!okasi di Perawang, lUau, dan Serang, Banten. Pcrseroan 
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memperbaharui keseluruhan sertifikat tersebut dari versi ISO 14001 menjadi 

versi 14001:2004 yang merupakan Standar Sistem Manajemen Lingkungan 

(SML) terbaru. 

Selain itu, diketahui pula bahwa PT lndah Kiat Pulp & Paper Tbk, Sernng 

Mill juga rnenerima Proper dari kementrian lingkungan hidup dengan predikat 

"Biru'~. Dan diketahui pula bahwa tiap tahun perusahaan menerima penghargaan 

dari kab. Provinsi Banten dengan kategori Industri Ramah Lingkungan. 

Dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 juga dis.inggung mengenai 

permasalahan lingkungan, indikator dalam The Environment terbagi ke dalam 

bebernpa isu rlia.ntaranya yaitu: 

a) prevention of pOllution 

b) sustainable resoun:e.v use 

c) climate change mitigation and adaptatfon 

d) protection and restoration of natural environment 

Preve11tion of pollution. Dimana terkait pada kebijakan perusahaan yang 

meliputi: Pengidentifikasian sumber po1usi, ukuran, catatan, dan pelaporan 

sumber polusi. dapat dilihat pada tabcl dibawah ini: 

Tabel4.2 Emission, Eftluents and Waste 

AIR EMISSIONS - POWER PLANT 
!FLUE GAS FROM POWER BOILERS) 

AVE RAilE 
1\\I!AMITEl! 11/!RAGE II M!lHTHS INDOI!fSIAH 

(1005( 1006( STAHDARO 

SOX(mg/m') 

NOX (mg/m') 

Partlcularo {mglml) 

Opa<lty (%) 

17.S8 

3.4$ 

17.76 

9.05 

12.:16 

3.42 

15,1)2 

4.12 
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AlR EMISSIONS -INCINERATOR 
!FLUE GAS FROM POWER BOILER) 

A'I!RAG£ 
PARAMH!R AV!RAG! [&MONTHS IHnON!SIIN 

1"05] 1!106[ STIJibARD 

SOX{mgfm') 

NOX (mgfm') 

Partlcula'"(r<>g/m') 

Opacity(%) 

11.21 

ll.12 

2.1!} 

4.15 

WATER EFFLUENT AT DISCHARGE 

9.62 

41.95 

17.18 

MO 

?50 

3llll 

50 

10 

IIIERllE 
PARAME!ER AYERA6E IS Wli!!RS IIIDOll!S•N 

1"051 2IOI] STIJillARO 

BOD(kgfMT) 

COD(kgfMl} 

TSS(kgiMT) 

pH 

SOUOWASTE 

0.30 

1.84 

05> 

6-8 

0.22 

1.67 

046 

6-S 

9.6 

25 

59.2 ... 

lonliSCHI~l!OSU stU'« H.mil Ht:ES.t f~t 

'1005 10(;1 ~~ 1006 ~ ~ 

!nclnera.Te or. "' "'" , .... ,., o.r~ 

C¢trpos~ triH"'b':t!!}' or~ "'· " "" ... ,. 
~!o;;em>m.iaru1r; "· "'· " '"· ..... -l.atw:lfB ,..,.. 

'""' 
,. 

"" "" "" 
"''" 

,,.,, , ... - - -· -Votl.IM (!om per Dl!V) "' "' "' " " 
,. 

Sumber : Sustainability Reporting APP 2006 

Sedangkan untuk program untuk mencegah penggunaan bahan kimia 

terlarang. da1am :mstainahility repnrting perusahaan dijelaskan bahwa 

perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang dHaraug seperti yang 

tercantum dalam daftar "Chemicals Suspected of Having Endocrine Disrnpting 

EffecJs" yang dikeluarkan oleh Japanese Ministry of the Environment. 

Perusahaan juga berosaha untulc mencegah terjadinya potutan dan limbah dari 
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hasil akdvitas yang dilakukan, dimana dijelaskan didalam annual report 

perusahan babwa perusahaan telah melaksanakan kebijakan manajemen limbab 

untuk mengurangi polutan, yaitu kebijakan Pengendalian Sumberdaya dan 

Kebijakan Reduce, Reuse, Recycle. Dalam sistem pengolahan air limbah, 

petseroan rnenggunakan sistem endapan (sludge) aktif dengan perlakuan fisikal 

dan kimiawi tertentu untuk membuat air limbah dapat diaUrkan secara aman ke 

saluran air; Perusahaan juga menentukan tipe Iexie and hardazaous material 

yang dikeluarkan dari aktivitas produksi. Tipe timbah yang dik.eluarkan dari 

aktivitas produksi dibagi menjadi: limbab cair, limbab padat dan limbab 83, 

Limbah cair adalah materi dalam wujud cair yang merupakan hasll samping dari 

suatu kegiatan manusia/ industri yang dibuang ke !ingkungan dan dapat 

menurunkan kua!itas lingkungan. Sumber utama dari Jimbah cair berasal dari 

tumpahan bubur kertas dan white liquor. Jumlah Jimbah yang dikeluarkan pada 

umumnya sama denganjumlah pemakaian air ka.rena produk kertas yang rea!tif 

kering, selisihnya kurang lebib 5-10%. Untuk limbah padat yang terdapat di PT 

IKPP Scrnng ini berupa kawat bekas, potongan-potongan kertas yang wamanya 

sudah tercantum, palet-palet bekas~ pla.stik. potongan besi, potongan~potongan 

kayu dan lain-lain. Sedangkan untuk limbah B3 yang dihasilkan oleh PT lKPP 

Seran,g antara lain: oli bekas, aki bekas, bahan-bahan kimia (Jarutan sisa 

pcngujian COD, bahan kimia B3 yang kadaluarsa), dan lain-lain yang tidak 

tercantum tetapi kcmudian ditemukan masuk dalam kategori B3. 

Sustainable resources use. Dimana terkait dengan kebijakan perusahaan 

yang meliputi: l) pengidentifikasian penggunaan enefiD1, water, dan material 

lain yang digunakan. Dalam Sistem Manajemen Lingkungan pada dokumcn 
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. 

Aspek - Dampak Lingkungan dapat disimpulkan bahwa perlu diidentifik.asi 

untuk penggunaan bahan baku dan sumber daya alam yang digunakan yang 

terkait pada kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan; 2) ukuran, catatan, 

dan pelaporan penggunaan darl energy, water, dan material Jain yang reievan. 

Untuk kebutuhan air PT Indah Kiat Pulp & Paper Thk, Serang Mill tiap harinya 

berkisar antara 30.000 - 70.000 m3 yang digunakan untuk pembakit steam, 

operasional proses, keperluan kantor. rumah tangga (asrama karyawan) dan 

keperluan umum yang lain. Distnbusi pemakafan air pada PT Indah Kiat Pulp & 

Paper dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabol4.3 Dlstribusi Pemak.aian Air PT lndah Kiat Pulp & Paper Thk, 

S.rang Mill 

Input (m' I day) Output (m' I day) 

River Water 49602.!3 Production line 

PMA 

• Stock Preparation # I 4430.33 

• Stock Preparation # 2 995.00 

• Paper Machine # I 3818.63 

• Paper Machine # 2 7459.07 

PMB 

• Stock Preparation # 3 dan # 6 2538.57 . 
• Paper Machine # 3 7948.10 

• Paper Machine # 6 5477.87 

' 

I Waste Water Treatment l 313.93 

I 
Waste water Treatment 2 263.31 

. 

I L CO-GEN 9493.43 j 
----
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1 General Affair 797.90 

' Converting 3313.93 

Others 4370,93 

Starch Kitchen 825.10 

CaCo3 73.07 

InterCipta 1995.33 

Waste Solid 179.47 

Total 49602.13 Total 49602.13 

' Sumber. Raw Matenal Treatment 

Sedangkan kebutuhan listrik untuk operasional perusahaan pada PT Indah 

Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Miil dicukupi olch dua sumber listrik yaitu., 

sumber listrik utama yang berasal dari PT Dian Swastika Sentosa {PT. DSS) 

yang mempunyai Power Plant yang terdiri dari empat buah boiler bertekanan 

tinggi (100 kglcm2
) dengan su.hu 540°C dan kapasistas total turbin generator 

ada!ah 175 MWH, dan sumber listrik cadangan (back up) yang berasal dari 

PLN. Sumber listrik cadangan ini dipakai apablla sumber listrik utama 

mcngalami gangguan. 

Bahan bakar utama dari empat buah boiler tersebut adalah batubara. yang 

diperoleh dari Kalimantan sebanyak 1700 toni hari, dengan pengiriman minimal 

seminggu sekali. Sampai saat ini kapasitas lisrrik yang terpakai adalah 95 MWH 

dari kapasitas yang terpas:ang sebesar 175 MWH. 

Selain memasok listik. PT. DSS juga memasok steam untuk digunakan 

sebagai pernbangkit energi Hstrlk dan media pemanas pada drying part di Paper 

Machine, disperser di stock preparation, starch kitchen, dan sebagai pemanas 

untuk mengbasiikan udara panas y-.mg digunakan pada coating part. Jenis steam 

yang dihasilkan ada dua, yaitu: high pressure steam untuk steam turbin dan low 
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preassure steam untuk disuplai di Paper Mill A dan Paper Mill B. Akan tetapi, 

pelaporan dilakulum oleh masing-masing seksi. 

3) Menerapkan ukuran efisiensi dari penggunaan energy, water, dan 

material lain. Dik:etahui bahwa daiarn menerapkan ukuran etisiensi PT Indah 

Kiat PuJp & Paper Thk. Serang Mill memberikan target-target untuk 

penggunaan dari energy, water, dan material lain ke masing-masing seksi. 

4) Mengidentifikasi kemungkinan adanya sumberdaya terbatas (mm­

renewable) dengan alternative renewable dan low impact sources. Dijelaskan 

PT lndah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill dalam Sistem Manajemen 

Lingkungan pada dokumen Environmental Objective, Targets, and Programme 

(s) dapat disimpulkan bahwa jika setelah diidentUikasi, kcmungkinan adanya 

sumberdaya terbatas dengan aitemative renewable dan low impact soui'CCli ada 

dan diketahui bahwa dampak yang diberikan kepada lingkungan berdasarkan 

dokumen Aspek - Dampak Lingkungan mempunyai dampak yang signifrkan 

maka perusahaan akan menggunakan suatu teknologi canggih yang ramah 

lingkungan untuk menggurangi penggunaan dari sumber daya terbatas. 

Climate change mitigation and adaptation. Djketahui bahwa climate 

change mitigation and adaptation berhubungan dengan pencetusan adanya 

sebuah protokol kyoto yang dita.ndatangani tanggal 16 Maret t 998 sampai 15 

Maret 1999 di Markas Besar PBB. New York, Protokol kyoto d1tandatangani 

oleh 84 negara. Namun demikian, bagi negara yang belum menandatanganinya 

diberi kekuasaan untuk dapat mengakses protokol tersebut setiap saar. Peran 

rncnjaga laju pemanasan giobal akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca atau 

Green House Gases (GHGs) tersebut disepakati dengan prinsip kewajiban 
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bersama tapi berbeda tanggung jawab. Melalui protokol ini, negara Annex I, 

yaitu negara-negara yang terJebih dahulu mengeksploitasi sumber day:a alam, 

diwajibkan secara hukum untuk mengurangi emisi rumah kaca yang antara Jain 

terdiri dari: C02, CH4, Nzo, HFCS~ PFCS, dan SF6, minimal 5)5% dari tingkat 

emisi tahun 1990, selama tahun 2008 sampai tahun 2012, yang merupakan 

kewajiban periode komitmen 1. Sedangkon untuk negara berkembang u:rmJ•suk 

lndonesia., tidak diwajibk:an memikul tanggung jawab te:rsebut. Dldalam 

protokol kyoto ini juga diatur mengenai mekanisme yang disebut flexible 

mechanism yang terdiri dari: joinl impementarion, clean development 

mechanism (CDM), emission trading. 

Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan dengan seksi environment 

pada PT lndah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill diperoleh informasi babwa 

pada saat ini PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill sedang menyiapkon 

suatu project plan untuk pennasalahm1 climate change mitigation and 

adaptation. dan lebih mengarah pada Clean Development Mechanism. Dimana 

mekanisme ini menawarkan win~win solution antara negara maju dengan negara 

berkembang dalam rangka pengurangan emisi GHGs, dlmana negara maju 

menanamkan modalnya dinegara berkembang dalam proyek yang dapat 

menghasilkan pengurangan emisi GHGs dengan imbalan CER (Certified 

Emi.\'sion Reduction). 

Dari hasH wawancara yang di!akukan diketahui pula bahwa dalam project 

plan tersebut perusahaan lebih memfokuskan dirinya untuk dapat mengurnngi 

efek gas rumah kaca khususnya untuk gas C02 dan Cf4. Karena diantara 6 gas 

efek rumah kaca yang ada, setelah dikonversikan diketabui bahwa yang paling 
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' ' ' 

banyak yang dihasilkan dari proses produksi tahun ini adalab CRt Project plan 

tersebut dimaksudkan untuk mengolah CH4 yang ak:an digunakan sebagai 

pemasok energi steam. 

Protection and restoration of natural envimnment. Terkait dengan 

kebijakan protection and restorarion of na/ur(ll environmenJ terdapat dalam 

Sistem Manjemen Lingkungan pada dokumen Aspek - Oarnpak Lingkungan. 

Dijelaskan bahwa terdapat skala yang dipergunakan untuk setiap kriteria adalab 

low (L), Medium (M) dan High (H). Skala tersebut menujukknn besamya 

konseknensi dampak terbadap lingknngan. Rincian dan skalanya adnlah sehagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Perincian Kritc-ria dan Skala Konsekucnsi Dampak Lingkungan 

Sv : Severily of Impact 

·-
Skala Deskripsi 

L Minor atau tidak memberikatldampak terhadap lingkungan 

M Dampak tidak menimbulkan dampak tambahan, dan! atau dapet 

menimbulkan efuk jangka pendek 6 

H Dampak dapat menimbulkan dampak tambahan~ dan atau dapat 

menyebabkan efek jangka panjang dan/ atau polutan menga.ndung 

bahan baerbahaya dan beracun 7 

~ - --
F: Frequency of Impact 

·----- -· ---· 
Skala Deskripsi 

L Dampak terjadi maksimum 10 kali dalam setahun terakhir 

M Dampak teJjadi 11-20 kali dalam setah.un terakhir 

H Darnpak teJja:di lebih dari 20 kali dalam setahun terakhir atau tedadi 

----
~ecara terus menerus 

- -
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D; Duration of Impact 

SI<JIIa Dcskripsi 

L Dampak mempengaruhi lingkungan selama l minggu 

M Dampak mempengaruhi lingkungan lebih dari I minggu tetapi 

kurang dari J bulan 

H Dampak mempengaruhi lingkungan lebih dari satu bulan 
----· 

G : Geographic of Impact 

SI<JIIa Deskripsi 

L Penyebaran sarnpai dengan radius 50 meter dari tempat kejadian 

M Penyebaran dalam radius 51 meter- 250 meter dari tempat kejadian 

H Pneyebaran lebih dari 250 meter dari tempat kejadian atau 

memasuki area masyarakat 
- -

Keterangan: 
5 Penggunaan SDA yang dapat diperbaharui !! 10%, SDA )'1Ulg tidak dapst 

diperbaharui ~ 0.5% dari total konsumsi PT IKPP Serang 
6 Penggunaan SDA yang dapst diperbaharui > I 0%, SDA yang tidak dapat 

diperbaharui > 0.5% tetapl :S 1% pemakaian dari total pemakaian PT 1KPP 

SetruJg 

., Penggunaan SDA yang dapat diperbaharui < 1% dari total konsumsi PT fKPP 

' Serang ' L . Sumber. document fD No. Ol0/0PIE~002 

Sedangkan untuk pengelolaan terhadap dampak lingkungan tersebut 

dllakukan berdasarkan rangking, yaitu: 

a. Rangking 1 : Kinerja tingkungan akan dipantau untuk memasrikan pengaruh 

dampak terhadap lingkungan tidak berubah 

b. Rangking 2 : Kegiatan akan dikontrol melalui pengendalian operasional 

untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan dalam kondisi yang telah 

ditentukan dan kinerja lingkungan akan dipantau 
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c, Rangking 3 ; Kegiatan akan dikontrol melalui tujuan, sasaran dan program 

lingk:ugnan dan! atau tindakan lain untuk meningkatkan performa Sistem 

Manajemen Lingkungan. Kegiatan akan dipantau ootuk memastikan 

perbaikan terhadap lingkungan telah dieapai alau dipertahankan agar tidak 

bertambah patah 

PT Jndah Kiat merupakan perserta aktif dan antusias dalam berbagai 

program-progrnm lingkungan seperti : PEDUL! (Progrnm Daur Ulang Limbah), 

misa!nya saja dengan pembuatan pupuk yang berasal dari limbah padat dari 

waste water trearment, me-ret:rytCle tiber dari waste water treatment sebagai 

bahan baku produksi; The Environment Partners Fund (DML); Konservasi 

Hewan Langka dan Seminar Reo-Labeling. 

4.1.5 Fair Operating Practices 

Terkait dalam hal J.Qfr Operating Practices~ pemerintah Indonesia telah 

menetapkan berbagai kebijakan agar dapat tercipta suatu lingkungan usaha yang 

sebat. Oiantaranya yaitu: 

a) UU. No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat 

b) UU.No.l4tahun2001 rentangPaten 

c) UtJ No. l5 tahun 200 l tentang Merck 

d) UU No. 19 tahun 2002 tenllrng Hak Cipta 

Dalam draft lSO 26000 working draft 4.2 juga disinggung mengena.i 

permasa!ahan ptaktik kegiatan instltusl yang sehat, indikator dalarn Fair 

Operating Practices tcrbagi ke dalam beberapa isu diantaranya yaitu: 
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a) anti corruption 

b) responsible political involvement 

c) faircompetition 

d) promoting social responsibility in the sphere of influence 

e) respect of property rights 

Anti corruption. Terkait dengan anti corruption, perusahaan telab 

berusaha untuk rnengurangi ataupun mernperkecil terjadifiya tindakan korupsl 

dalam kegiatan operasionalnya yang mana dijelaskan dalam PKB perusahaan 

dalam Bab I! Syarat KeJja, Mu!asi, Promosi dan Penghargaan pada pasal !6 

Penghargaan butir ke 5. l yang menyatakan bahwa karyawanlwati pada dasamyu 

dapat diusulkan unluk dinyatakan diberikan pengbargaan dalam bentuk catatan 

Jasa Kecil 1 (satu) ataupun 2 (dua) apabila mernenuhi kriteria perbuatanl 

tindakan yang salah satunya adalah menoiak penyuapan atau pemberian yang 

tidak dibenarkan, setia alum pekerjaannya sehingga perusaltaan tidak menderita 

k.erugian baik moril maupun materii! (yang dinyatakan oleh pihak lain), dalarn 

Bab VII Ketentuan Tat.a Tertib Karyawanfwati pada pasal 42 mengenai 

Larangao Bagi Karyawanlwati pada butir ke 8 yang menyatakan bahwa setiap 

karyawan/wati beserta keluarganya dHarang keras menerima pemberianl hadiah 

dari orang/ pihak lain sehubungan dengan jabatan, kewenangan serta sifat dan 

jenis pekcrjaanya. Dalam Bab VIH Sanksi-Sanksi pada pasal 48 Catatan 

Kcsalahan Besar (CKB) menerangkan bahwa karyawanlwati dilarang untuk 

menyafahgunakan jabatan, kedudukan. fungsi ataupun wewenang untuk 

mempcroleh manfaat bahkan keuntungan prihadi maupun kelompok ataupun 

sedemikian rupa menimbulkan: kondisi demikian. Perusahaan juga mendukung 
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dan memberik:an pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawao dan agen 

dalam upaya memberantas korupsi berupa pemberia.n trainlng motivasi dan 

spiritual (BSQ). Selain itu, berdasarkan infonnasi yang didapatkan dari 

wawancara singkat yang dilakukan diketabui dalam perusahaan juga terdapat 

divisi tersendiri yang salab satu tugasnya menanggani masaiab korupsi yaitu 

divisi controller yang berada langsung dibawah direlcsi. 

Responsible political involvement. Terk.ait dengan respcrtsible political 

involvement, berdasarkan inforrnasi yang dapat diperoleh perusahaan lebih 

memilih untuk ikut serta dengan asosiasi yang ada seperti asosiasi pabrik kertas, 

KADfN, APINDO, dan APRI sehinge,ra kebijakan atau panduan untuk 

mengkontrol aktivitas-aktivitas tersebut diatur oleh asosiasi yang diikuti oleh 

perusahaan. HaJ tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang 

tidak cHinginkan oleb perusahaan, selain itu dengan mengikuti asosiasi yang ada, 

otomatis banyak perusahaan yang berjuang bersama untuk: merealisasikan 

pendapat atau usulan ke pemerintahan. 

Fair competitio11. Berdasarkan informasi yang diperoleh PT lndah Kiat 

Pulp&Paper. 1bk, Serang Miii telab berusaha untuk mewujudkan tetjadinyafair 

competition. Misalnya pembelian aspek bahan yang digunakan oleh perusahaan, 

dijelaskan dalam suslainability reporling bahwa perusahaan menggunakan 

bahan baku seperti dibawah ini: 
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MIX OF FIBER (2005.ALL MILLS COMBINED> 

• ~tw.~mtt R-cqcird w.te 

iJI Fbreyctfll MJI.l watt: !"Mill Bmk~-) 

• ftUI"''.:fUI!Ntl bf1tl'i!lt!Swllliflabbr 
P\ilp {ftom 0\ltziU. :;o~J 

Ill Virgin HordMmd Pulp 

Sumbcr: Susroinability Report APP tahun 2005~2006 

Diperoleh infonnasi bahwa di Indonesia hanya terdapat 3 supplier terbesar 

untuk lndustri kertas yaitu APP's Lontar Papyrus, lndah Kiat Perawang Mills~ 

dan Ryo Paper. Diketahui bahwa pemhelian yang dilakukan oleh I'T JKPP. Thk. 

Serang Mill untuk hardwood pulp diheli dari APP's Lontar Papyrus dan lndah 

Kiat Perawang Mills. sedangkan untuk softwood pulp dibeli dari offihore 

supplier. Sedangkan dalam untuk pembelian chemical dan ruesin pabrik,. 

perusahaan memberikan tender ke pada para suppliernya. Khusus untuk 

chemical, perusahaan memberikan tender yang diikuti dengan pemberian 

kriteria-kriteria tertentu yang harus ada pada suppliemya, misalnya seperti harus 

merniliki sertifikat lingkungan. 

Daiarn penjualan produknya, yaitu melalui perusahaan afiUansi (end user) 

dan distributor eksekutif. Disr.rjbutor eksekutif tersebut juga berada dibawah 

hendera Sinanmas Group yaitu I'T Cakrawala Mega indah (CMI), yang 

merupakan sebuah distributor yang berafiliansi di Indonesia. Karena dahulu, 

pabrik tidak bofeh langsung melakukan penjualan ke pasar. PT CMl menangani 

wilayah Jakarta, Bandung, SemllnUlg, Medan. Diluar wilayah tersebul 

perusahaan baru menggunakan distributor yang lain. Pada saat ini perusahaan 

93 

Universitas Indonesia 

Analisis implementasi..., Intan Yunita Ratnasari, FE UI, 2008



hanya menggunakan PT CM! sebagai distributor utamanya. Hal tersebut 

dilakukan agar kesimbangan harga dapat teJjamin. Akan tet.api dari informasi 

yang diperoleh diketahui bahwa PT CM1 juga. melakukan penjuatan ke 

distributor-distributor yang lain. Sehingga da.pat dikatakan bahwa perusahaan 

menganut sistirn multidistributor. 

Promoting s~JCial responsibility in the sphere of influence. Terkait 

dengan promoting social responsibility in the sphere of influence, dala.m annual 

report Perseroan dijelaskan bahwa Perseroan menggunakan sistem lacak balak 

(chain of Custody/ CoC) guna memastikan bahwa tidak ada bahan baku ilega! 

yang masuk didalam rantai pasokan dan penggunaan sistem ini setiap tahun 

diverifikasi secara indepcnden oleh SGS (SaciJte Generate de Surveillance). 

yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat bahan baku i[egal dari para pcmasok. 

Sedangkan untuk pembeHan pulp dari plhak luar, Perseroon hanya membeli pulp 

yang telah rnemiJiki scrtifikasi lingkungan. 

Sejak Oktober 2006, Perseroan dan seluruh pabrik APP telah 

mengimp1ementasikan kriteria Green Purchasing Law (GPL) Jepang dalam 

proses produksi pulp da11 kertas. GPL dimak.<;,udkan untuk memberikan jaminan 

kepada para pclanggan rnengenai legaiitas dan kesinambungan pasokan bahan 

baku atas produk yang dijual ke pasar Jepang. 

Respect of property rigltts. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

data dan wawaocara yang dilakukan; dapal ditarik suatu kesimpulan bahwa PT 

lndah KitH sangat mcnghargai hak mtlik yang mcllputi hak paten, hak dpta, dll. 

Selain itu, seperti yang teiah diketahui didalam amwaf report perusahaan 

dikatakan bahwa Perseroan telah mengimplementasikan kriteria Green 
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Purchasing Law yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para 

pelanggan mengenai legaHtas dan kesinambungan pasokan bahao baku atas; 

produk yang dijual. Selain itu diketahui pula bahwa perseroan menggunakan 

sistem lacak balak (chain of Custody/ CoC) guna mernastikan bahwa tidak ada 

bahan baku ilegal yang masuk didalam rantai pasokan. Serta dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan Perseroan juga tidak terlibat dalam berbagai 

tindakan yang Uegal seperti pemafsuan ataupun pembajakan. 

4.1.6 Consumer Issue 

Terkait dalarn hal consumer issue, pemerintah Indonesia telah menetapkan 

berbagai kebijakan untuk dapat memberikan perlindungan bagi para konsumen. 

Diantaranya yaitu: 

a) UU. No 8 tahun 1999 ten tang Pcrlindungan Konsumen 

b) PP Rl No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 

Dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 juga disinggung mengenai 

permasalahan perlindungan konsumen, indikator dalam consumer issue terbagi 

ke dalam beberapa isu diantamnya yaitu: 

a) fair marketing, information and contractual practices 

b) protecting consumer's health and sqfety 

c} sustainable consumption 

d) consumer sen>ices, support and di::,pute resolution 

e) consumer data protection and privacy 
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f) access to essential services 

g) education and awareness 

Fair marketing, information anti contractual practices. Terkait dengan 

fair marketing, iriformation and contracfual practices. diperoleh infonnasi dari 

hasil wawancara yang di!akukan dan dengan mengacu pada bukti~bukti yang 

terkait berupa kontrak perjanjian dengan konsumen, dapat disimpuJk:an bahwa 

perusahaan tidak melakukan tindakan berupa penipuan, curang atau tidak. adil 

daiam hal menghilangkan informasi mengenai produk untuk konsumen. Selain 

itu, dalam kontrak perjanj ian yang ada dicantumkan secara jelas dalam hal harga 

yang berikan. masa berlaku kontrak, ukuran produk yang dipesan oteh 

konsumen, jenis baran~ pengiriman produk. tata cara pcmbayaran, pajak., 

alamat fisik perusahaan termasuk no telepon. 

Prutecting consumer's healt!J and safety. Terk:ait dengan kebijakan daiam 

hal protecting consumer's health and safely, perusahaan mempunyai kebijakan 

untuk penilaian yang ditujukkan untuk seluruh aspek kesehntan & keamanan 

dari produk yang dihasilkan yang dinamakan MSDS (Material Safety Data 

Sheet). MSDS ini hanya dilak:ukan jika terdapat pennintaan dari konsumen 

untuk mengetahui informasi atas kecukupan kesehatan dan kemanan dari produk 

yang dihasilkan perusahaan. Selain MSDS tersebut. perosahaan juga 

memperbolehkan konsumcn untuk melakukan proses pengujian di tempat yang 

lain selain yang telah disediakan oleh pcrusahaan, misalnya saja: diterimanya 

Certificate of Analysis dari ALS Techoicllem dan Sucofindo Laboratory. 

Selain itu. dalam sustainability reponing perusahaan dijelaskan bahwa 

perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang diJarang seperti yang 
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tercantum da!am daftar "Chemicals Suspected of HCIVing Endocrine Disrupting 

Ejfoct~' yang dikeluarkan o!eh Japanese Ministry of the Etwironment. 

Sustainable consumption. Berdasarkan annual report perusahaan 

diketahui bahwa APP dan Perseroan berkomitmen untuk. selalu menjalankan 

usahanya secara berkelanjutan, baik dibidang ekonom t~ sosiat rnaupun 

!ingkungan. APP dan Per:reroan mewujudkan komitmen tersebut dengan 

menerapk:an praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi 

yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, 

menjalankan berbagai program perlindungan lingkungan dan senantiasa 

melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam annual report perusahaan telah 

dijelaskan bahwa perusahaan teiah melakukan program 3R yaitu n:tztSe, reduce 

and recycle. Akan tetapi perusabaan belum membcrikan informasi kepada 

konsumcn mengenai bagaimana pembuangan produknya secara aman. Selain 

itu, perusahaan juga bclum menggunakan skerna eco-!abel yang ditujukan untuk 

komunikasi lingkungan serta kualitas sosial dari produk danjasa. Dan pada saat 

ini perusahaao baru akan menuju ke arah tersebut dengan mengadakan seminar 

mengenai cco~label untuk menambah pengetahuan para pekerjanya. 

Consumer services, stJ.pport and dispute resolution, Hal yang tennasuk 

didalamnya mefiputi ukuran untuk mencegah terjadinya komplain konsumen. 

masalah pembcrian garansf, dan masalah pemberian ganti rugL Dalam masalah 

ukuran pencegahan terjadinya kornplain konsumen merupakan projek yang 

terdapat di consumer services perusahaan, dan pemsahaan telah mempunyal Key 

Performance indicator untuk masing~masing seksi. Untuk mas.alah pemberian 

garansi dan pemberian ganti rugi. perusahaan saat ini perusahaan belum 
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mempunyai kebijakan secara tertulis. Se1ama ini pemberian garansi dan ganti 

rugi didasarkan pada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan konsumen. 

Cbns!lmer data prQiecJion ami privacy. Terkait dengan kebijakan 

perusahaan mengenai consumer data protection and privacy, tidak terdapat 

kebijakan secara tertulis dalam perusahaan. Akan tetapi, berclasarkan inforrnasi 

yang diperoleh dari basil wawanca.ra yang dilakukan. perusahaan telah 

melak-ukan perlindungan bagi data konsumennya. Diketahui pula pemberlan 

data konsumen hanya dapat dHakukan jika perusahaan tersebut masih berada 

dalam l group yang sama. Misalnya saja: jika PT Indah !Gat Pulp & Paper Thk, 

Tangerang Mill in gin meminta data mengenai konsumen PT Jndah Kiat Pulp & 

Paper Tbk1 Serang Mill maka mereka harus meminta persetujuan PT Indah Kiat 

Pulp & Paper Thk, Serang Mill terlebih dabulu. 

Access to assential services, Dari inforrnasi yang diperoleh terkait dalam 

hal access to essential services, dikctahui bahwa kerangka pemerintah sudah 

sangat baik dalam pelaksanaannya sebagai guide para supplier da!arn hai 

essential services seperti listrik, gas, air dan teleport, dimana perusahaan tidak 

mempunyai hak untuk melakukan pemutusan hubungan atas essential services 

tersebut. Dalam memilih para suppliemya pun perusahaan melakukan tender 

sehingga dapat dikatakan bahwa supplier juga heroperasi secara transparan 

da!am penyediaan informasi yang berhubungan dengan biaya dan harga. 

Diketahui pula bahwa perusahaan tldak akan melakukan pemutusan hubungan 

dengan konsumen tanpa memberikan konsumen waktu untuk dapat rnencari 

bantuan dalam hal keuangan j ika terjadi kasus non-payment of bills dengan 
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jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peljanjian Kerja Sama yang 

disepakati oleh pihak perusahaan dan konsumen. 

Education tmd awareness. Yang terkait dalam hat education and 

awareness saiah satu diantaranya adalah cara perusahaan untuk mendidik 

konsumennya mengenai keselamatan dan keamanan dari produk yang 

dihasHkan, akan tetapi pada saat ini perusahaan beium melakukannya. Pada saat 

ini perusahaan baru menjalankannya secara pasif dimana pemberian inform:asi 

mengenai keselamatan dan keamanan dari produk yang dihasilkan baru akan 

diberikan hanya jika terdapat permintaan dari konsumen. 

4.2 Penilaian 

Peni!aian yang dilakukan didasarkan pada judgemenl penulis sendiri yang 

diperoleh dari informast yang bcmsal dari data dan hasil wawancara yang 

dilakukan. Pembobotan diberikan dengan skala antara 1 sampal 5. Kriteria 

untuk pembobotan yang diberikan adalah sebagai berik:ut: 

Nilai l : Perusahaan beium melaksanakan hal~hal yang terdapat dalam issue­

issue draft ISO 26000 working draft 4.2. 

Nilai 2 : 1mpiementasi yang dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada 

draft ISO 26000 working draft 4.2 masih sangat kurang. 

Nilai 3 : Implementasi yang didasarkan pada draft ISO 26000 working draft 4.2 

masih belum maksimal. Akan telapi perusahaan sudab berusaha untuk 

menuju kearah terse but. 

Nilai 4 : Terdapat implementasi yang didasarkan pada draft ISO 26000 working 

draft 4.2. akan tetapi belum terdapat kebijakan tertulis dalam 
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perusahaan1 kurangnya data atau informasi yang dapat diperoleh 

penulis. 

Ni1ai 5 : Terdapat kebijakan tertulis; adanya implementasi yang dldasarkan pada 

draft ISO 26000 working draft 4.2, terdapat kelengkapan data atau 

infonnasi yang dapat diperoleh pcnulis. 

ISSUE Related Action Skor 

1. ORGANIZATION GOVERNANCE Decision MakiQg Process & Sf.ructures 5 
2. HUMAN RIGHTS Ot.te Diligence 5 

Human Rights Situations 5 
Avoidance of Complicity 5 
Discrimination and Vul~rable Group . 5 
Resolving Grievances 5 
CiVil and Political R1gtrts 5 
Eoonomlc, Social and Culture Righls 5 
Fundamental Rights atWori<: 5 

1. Freedom of association and collective bargaining 
2. Forced fabour 
3. Ch!id labour 
4. Non-discrimination 

3. LABOUR PRAC11CES E.mp!oyement and Employment Relationship 5 
Condition ofWOf'kand Social Protection 5 
Soclal Dialogue 5 
Health and Safety at Work 5 
Human Development 5 

4. THE ENVIRONMENT Prevention of Pollution 5 
Sustainable Resource Use 5 
Climate Change Mitigation & Adaptation 1 
Protection & Restoration of Natural Environment 5 

5. FAIR OPERATING PRACTICES Anti Corruption 5 
Responsible Political Involvement 5 
Fair Competition 5 
Promoting-Social-Responsibility in The Sphere of 
Influence 5 
Respect or Propertv Riahts 5 

6. CONSUMER ISSUE Falr Marketing, Information and Contractual Ptactices 5 
Pfotecting Consumer's Health & Safety 5 
Sustainable Consumption 3 
Consumer Service, Support and Dispute Resolution 4 
Consumer Data Protection and Privacy 4 
Access to Essential Services 5 
Education and Awarenes$ 2 

' . Suruber . draft 1SO 26000 workJog draft 4,2 (l:tmplran 2) 
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Da!am organizational governance issue, dalam hal decision making 

process and structures, perusahaan mendapatkan nilai 5 karena perusahaan teiah 

menjalankan tanggung jawab sosialnya yang terkait dengan organizational 

governance issue. sudah terdapat kebijakan tertulis, serta kelengkapan data dan 

informasi yang dapat diperoleh oieh penulis sehingga disimpulkan bahwa 

pe.rusahaan telah menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan organizational 

governance issue dengan sangat baik. 

Dalam human rights issue. dalarn hal due diligence; human rights 

situation;. avoidance of complicity; discrimination and vulnerable group; civil 

and political rights; economic, sosial and culture rights; danfondamental rights 

of work, perusahaan mendapatkan nilai rata-rata 5 karena perusahaan telah 

menjalankan tanggung jawab soslalnya yang terkait dengan human rights issue. 

sudah terdapat kebijakan tertuUs. serta kelengkapan data dan lnfonnasi yang 

dapat diperoieb oleh penuJis sehingga disimputkan bahwa perusabaan telah 

menjaJankan hal-hal yang berhubungan dengan human right.'! issue dengan 

sangat baik. 

Dalam labour practices issue, dalam hal employement and employment 

relationship; condition of work and social protection,' social dialogue; health 

and safety at work; human development, perusahaan mendapatkan niiai rata~rata 

5 karena perusahaan telah menjatankan tanggung jawab soslainya yang terkait 

dengan labour practices issue, sudah adanya kebijakan tertulis, kelengkapan 

data dan informasi yang dapat diperoleh ofeh penulis sehingga disimpuikan 

bahwa perusahaan telah menjalankan haf-hal yang berhubungan dengan labour 

practices issue dengan sanga( baik.. 
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Dalam environment issue, dalam hai prevention of pollution; sustainable 

resource use; climate change mitigation & adaptation; proteclion & restoration 

of natural environment~ perusahaan mendapatkan nilai rata~rata 4 karena secar.t 

keseluruhan perusahaan telah berusaha untuk menjalankan tanggung jawab 

sosialnya yang terkait da1am hal environment issue. Dan diketahui bahwa masih 

tcrdapat kekurangan dalam hal climate change mitfgaJion & adaptation dimana 

belum terdapat implementasi yang dilakukan, akan tetapi diketahui bah:wa pada 

saat ini perusahaan sedang mempersiapkan suatu project plan yang ditujukan 

untuk climale change mitigation and adaplion yang akan selesai pada akhir 

tahun 2008. Sehingga disimpulkan babwa perusahaan telab menjalankan halMhal 

yang berhubungan dengan environmental issue dengan baik. 

Dalam fair operating practices i.rs'lte, daiam hal anti corruption;, 

responsible political involvement,· fair compefilion; promoting social 

responsibility in the sphere of influence; dan respect of property rights. 

perusahaan mendapatkan nilai rata-rata 5 karena pernsahaan telah mcnjalankan 

tanggung jawab sosialnya yang terkait dengan fair operating practices issue. 

sudah adanya kebijakan tertulis, kelengkapan data dan inforrnasi yang dapat 

diperoleh oleh penulis sehingga disirnpulkan babwa perusahaan telah 

menja!ankan bal~hal yang berhubungan dengan fair operating practices issue 

dengan sangat baik. 

Dalam consumer issue, dalam ha[ fair markeJing, iriformation and 

contractual practices; prolecling consumer's health & safety,· sustainable 

consumption: consumer service, support and dispute resolulinn; consumer data 

protection and privacy; access Jo essential services; education and awareness, 
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perusahaan mendapatkan nilai rata~rata 4 karena dalalm hal consumer .service. 

support and dispute resolution; consumer data protection and privacy masih 

belum te.rdapat kebijakan tertulis untuk dapat lebih memberlkan perlindungan 

bagi konswnennya. Seiain itu~ dalam hal education cmd awareness perusahaan 

dirasa masih kurang dalam pengimplementasiannya yang disebabkan 

perusahaan masih bersifat pasif dalarn hal educaLion and awareness sehingga 

da:pat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hai yang 

berhubungan dengan consumer iSsue dengan baik. 

Dari keterangan diatas dapat ditarik suatu kesimpuian bahwa penilaian 

draft ISO 26000 working draft 4.2 pada perusahaan PT IKPP Serang Mill 

memperoleh nilai kesefuruhan sebesar 4.66 sehingga dapat dikatakan bahwa 

perusahaan telah menjalankan tanggungjawab sosiainya dengan baik. 

Akan teiapi perlu diingat kcmbali bahwa ISO 26000 tersebut masih berupa 

draft dan belum distandarisasikan sehingga pe.nllaian yang diberikan hanya 

berupa masukan bagi perusahaan untuk menjadi lebih balk lagi dalam 

menerapkan tanggungjawab sosialnya khususnya bagi internal perusahaan. 
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5.1 Kesimptdan 

BABY 

PENUTUP 

Penelttian ini bertujuan untuk mengetahul bagatmana pelaksanaan 

corporale social responsibility pada PT Indah Kiat Pulp&Paper dan bagaimana 

kesiapan PT lndah Kiat Pulp&Paper dalam menghadapi ISO 20000. 

Penelitian dilakukan pada PT lndah Kiat Pulp and Paper Tbk, Serang Mill 

yang berlokasi didaernh Krngilan. provinsi Hanten dengan menggunakan 

analisis deskrlptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagairnana 

pelaksanaan corpor(J{e social responsibility PT Indah Kiat Pulp&Paper Tbk, 

Serang Mill serta memberikan penilaian terhadap pclaksanaan tersebut yang 

mengacu pada issue~ issue dalam draft ISO 26000 khususnya pada working draft 

4.2. Penila!an yang dllakukan didasarkan parla}udgement penulis sendiri dengan 

pemberian bobat nilai dari nilai l sarnpai 5. 

Darj hasii penilaian yang diberikan, dapat diketahui bahwa pada 

organizational governance, human rights issue, labour practices, dan fair 

operating practices issue perusahaan mendapatkan nilai 5 untuk masing-masing 

issue tersebut. Karena sudall tcrdapat kcbijakan tcrtulis dan perusahaan telah 

menjalankan bal-haJ yang terkait dengan organizalional governance issue, 

human rights issue) labour practices, dan fair operating practices issue 

sebingga disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan hal~hal tersebut 

diatas dengan sangat baik. Sedangkan yang masih terdapat kek:urangan terdapat 

pada: 
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1. Pada env;ronment issue, dalam hal prevention of pollution; sustainable 

resource use; protection & restoration of natural environment, masing­

masing mendapatk:an nilai 5. Akan tetapi dalam hal climate change 

mitigation & adaptation, perusahaan mendapatkan nilai 1, karena belum 

ter<la_pat implementasi. akan tetapi perusabaan sudah akan menuju ke 

arah terSe but dilihat dari adanya suatu project pltm yang akan selesai 

pada akhir tahun 2008. Perusahaan mendapat.kan nilai rata-rata sebesar 4 

dapal disimpulkan bahwa perusaluum telah menjalanl<an hal-hal yang 

berbubungan dengan environmentcd issue dengan baik. 

2. Pada consumer issue, dalam hat pratecfing consumer's health & safety; 

access to essential services; fair marketing, information and contractual 

pracJices perusahaao memperoleh nilai masing-masing 5, Untuk 

commmer service, supjH)rt and dispute resolution; consumer data 

protection and privacy, Perusahaan masing-masing memperoleh nilai 4. 

Untuk sustainable consumption, perusahaan mendapatkan nilai 3. 

Sedangkan untuk educalion and awareness, perusahaan mendapatkan 

niJai 2. Perusahaan mendapatkan nilai rata¥rata sebe.w 4 disimputkan 

bahwa perusahaan telah rnenjalankan hal-hal yang berhubungan dengan 

consumer issue dengan baik. 

Dari hasil annlisis diatas, perusahaan memperoleh nilai keseluruhan untuk 

issue-issue yang terdapat dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 sebesar 4166 

yang berarti bahwa perusahaan teiah menjalankan tanggung jawab sosialnya 

dengan balk. sehingga dapat dikatakan bahwa tahap persiapan PT Indah Kiat 
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Pulp&Paper, Tbk. Serang Mill sudah baik terhadap keseluruhan issue yang 

terdapal dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 

5.2 Saran 

Dati basil anaUsis yang telah dilak.ukan diatas, saran yang dapat penulis berikan 

untuk perusahaan, rneliputi: 

I) Pada environment issue~ diharapkan perosahaan dapat terns berusaha untuk 

mewujudkan project plan yang telah disiapkan dalam hal climate change 

mitigation & adaptation untuk tebih meningkatkan kesadaran dalam 

melindungi lingkungan. 

2) Pada consumer issue. saran yang dapat diberikan diantaranya yaitu: 

• Dalam hal sustainable a.m.sumption, diharapkan perusahaan dapat terns 

berusaha untuk dapat mewujudkan penggunaa.n rnengenai skema eco~ 

label yang ditujukkan untuk komunikasi iingkungan serta kualitas sosial 

dari produk dan jasa 

• Dalam hal consumer service, support and dispute resolution, untuk 

bagian marketing, diharapkan mempunya! kebijakan tertulis mengenai 

pemberlan ganti rugi dan pemberian garansi untuk lebih memberikan 

keamanan bagi konsumen. 

• Dalarn hal consumer data protection and privm,y, bisa dikatakan sudah 

cukup baik. Akan tetapi alangkah lebib baiknya jika perusahaan 

mempunyai kebijakan secara tertulis untuk lebih menjamin perlindungan 

dan privacy data konsumen sehingga konsumen menjadi lebih yakin 

akan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan. 
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• Dalam hal education and awareness, untuk bagian services quality juga 

sebaiknya rnemberikan pendidikan untuk membantu konsumennya 

daiam hal kesadaran akan pentlngnya aspek keamanan dan keselamatan 

dar[ produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan juga memberikan 

informasi mengenai penggunaan kembali, daur ulang produk dan 

pernbuangan produk secara aman. 

3) Disarankan kepada perusahaan untuk membuat suatu sistem internal yang 

ditujukan untuk mengkontrol semua kejadian atau kegiatan-kegiatan yang 

ada dalam perusahaan agar dapat dengan cepat ditanggulangi jika terdapat 

penyirnpangan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang teiah diJakukan ini pada dasarnya memiliki k:eterbatasan 

dan keiemahan. antara lain: 

L Belum distandarisasikannya ISO 26000 dan penelitian yang dilakukan hanya 

didasarkan pada draft ISO 26000 working draft 4.2 yang baru dire/ease pada 

bulan Juni 2008. Sehingga masih memerlukan penyempumaan di masa yang 

akan datang. 

2. Adanya kcterbatasan waktu penelitian, karena banyaknya issue-issue yang 

harus diteliti dalarn ISO 26000. Sehingga diharapkan waktu untuk penelitian 

selanjutnya dapat lebih dipe!Jlanjang. 

3. Pemherian bobot nilai dalam peneiitlan yang dilakukan oleh penulis hanya 

didasatkan pada judgement penulis sendiri sehingga terdapat unsur 

subyektifitas, karena tidak adanya suatu ketentuan baku yang dapat 
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dljadikan standar dan acuan. Pemberian nilai untuk masing-masing issue 

dalam draft ISO 26000 working draft 4,2 dapat berbeda antar setiap peneliti. 
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Lampiran 1 

Dewan Direksi dan Komisaris PT. Indah Kiat Pnlp & Paper, Tbk. 

Pada tanggal 3! Desember 2006, susunan Komisaris dan Direksi adalah sebagai 

berikut: 

Komisaris 

Presiden Komisaris 

Wakil Presiden Komisaris 

Komi saris 

Kornisaris 

Komisaris 

Komisaris 

Komis.aris Independen 

Komis.aris lndependen 

Komisaris Independen 

Komisaris Independen 

Komisaris Jndependen 

Di~ksi 

Presiden Direktur 

Wakil Presidcn Direktur 

Wakil Presiden Direktur 

Wakil Presiden Direktur 

Wakil Presiden Direktur 

Direktur 

: Yudi Setiawan Lin 

: fr. Gandi Sulistiyanto Soehe.nnan 

: Linda Suryasari Wijaya Limantara 

: Show Chung Ho 

: Kuo Cheng Shyong 

: Lo Shang Shung 

: Mas Achmad Daniri 

: Prof. DR. Teddy Pawitra 

: Drs. Kamardy Arief 

: Letjen TNJ {Pum) Soetedjo 

: Ha]ah Ryani Soedirman 

: Teguh Ganda Wijaya 

: Hendrn Jaya Kosasih 

: Suresh Kilam 

: Lin Shun Keng 

: Chen Wang Chi 

; Didi Harsa 
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(Lanjutan lampiran 1) 

Direktur 

Direktur 

Direktur 

: Raymond Liu., Ph.D 

:Jr. Bu)'llng Wahab, MM 

: Babarudin 

Direktur/ Sekretaris Perosahaan ; Agustian Rachmansjah Partawidjaja 

Struktur Organisasi PT. Indab Kiat Pulp & Paper. Tbl!, Serang Mil! 

PT !ndah Kiat Pulp & Pajl<r Tbk:, Serang Mill dipimpin oleh soorang 

President Dird..'iur yang berk:edudukan di Jakarta. Pelaksanaan operasi di PT 

IKPP Serang dlpimpin oleh Wakil Presiden Direktur yang rnembawahi 7 divisi 

20 departement dan 90 seksi. Wakil Presiden Direktur bertanggungjawab pada 

Presiden DJrektur. 

Berdasarkan struktur organisasi, PT IK.PP Serang membagi tugas dalnm 3 

kelompok besar, yaitu: 

• General MiU Manajer 

Membawahi Pulp Mill, Paper Mill, Paper Plant, Chemical Plant, Utility, 

Design and Environment Protection, dan Quality Control Departement 

• Forest Division 

Membawahi Harvesting Departement dan Foresty Affairs Departement 

• Adminsitration Division 

Membawahl Affairs Dcpartement dan Supply Storage Department 

Dengan demikian pelimpahan kekuasaan dari pimpinan kepada bawahan 

dan pertanggung jawabannya pada atasan berjalan secara vertikal sesuai 

wewenangnya. 
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Lokasi dan Tats Letak Pabrik 

Pada saat ini PT IKPP Corp mempunyai tiga buah pahrik yang berlokasi di 

daera:h) yaitu: 

1. Desa Pakulon, kecamatan Serpong, kabupaten Tangerang. Banten sebagaj 

penghasil kertas budaya 

2. Oesa Pinang Sebatang dan Desa Perawang, kecamatan Siak. Riau, Sumatera 

sebagai penghasil pulp dan k.ertas industri. 

3. Desa Keragilan, kabupaten Serang, Banten seba.gai pcnghasil kertas industrL 

Tenaga Kerja 

Sampal bulan Februari 2001 1 PT fKPP Tbk. Serang Mill mempunyai 5681 

orang karyawan dengan komposisi sebagai herik--ut: 

a) Berdasarkanjenis kelamin 

Pria : 5114 orang (90,01%) 

Wanita : 567 orang (9,98%) 

b) Berdasarkan pendidikan 

SD- SLTP : !131 orang (19,90%) 

SLTA- Dl :3998 orang(70,90%) 

D2-D3 : 179orang(3,15%) 

Sl -S2 : 373 orang (6,65%) 

c) Berdasarkan daerah 

Serang, Banten dan Jawa Barat : 1923 orang (33,84%) 

Jawa Tengah dan Jawa Timur : I902 orang (33,48%) 

Luar Jawa : 1356 orang (32,571'/o) 
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Pendapatan per bulan dari karyawan PT rKPP Corp Serang sesuai dengan 

Upah Minimum Regional (LJMR). Sumber tenaga kerja dapat didapat dari 

lamaran masyarakat, ik:Jan di surat kabar, dan kerjasama dengan Iembaga 

pendidikan atau jalur kadedsaai. 

Pada IKPP Corp Serang, jam kerja dibagi 2 macam yaitu shift dan non 

shift dimana pernbagian shift terdiri dari: 

• Shift! :07.30-15.30 

• Shift 2 : 15.30-23.30 

• Shift 3 : 23.30-07.30 

Bagi karyawan non shift masuk kerja pada pukul 08.00 dan selesai kerja 

puku1 17.00 (Senin - Kamis). Waktu istirahat dari puku1 12.00 - 13.00. 

Sedangkan hari Jumat rnasuk kerja pada puk:ul 08.00 dan selesai keija pukul 

11.30. Waktu islirahat dari puku1 I !.30 - 13.00. Pada hari Sabtu dan Minggu 

tidak masuk kerja atau libur. 

Kesejahteraan Karvawao 

Karena penelitian dilakukan pada PT lKPP Serang Mill, maka data 

rnengenai kesejahteraan karyawan yang diperoleh hanya untuk karyawan pada 

PT IKPP Serang Mill. Dari data yang dipcroleh diketahui bahwa para karyawan 

pada PT IKPP Thk, Serang Mill memiliki asuransi yang menjamJn keselamatan 

mereka selama 24 jam, baik: di dalarn pabrik maupun di luar pabrik, yaitu: 

I. Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang berlaku apabJia karyawan 

mengalami kecelakaan selama bekerja 
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2. Asuransi Bumi Putera Daerah yang berlaku apabila katyawan mengalami 

keceiakaan di luar area pabrik 

3. Asuransi bagi keluarga karyawan, yaitu Asuransi Sinar Mas 

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan PT IKPP Serang Mill adalah: 

l) Asrama karyawan 

2) Tempat ibadah 

3) Kantin 

4) Sarana Olahraga 

5) Perpustakaan 

6) TokoMurah 

7) Dua pasang semgam seriap tafmn 

Setiap karyawan pada JYf lKPP Tbk1 Serang Mill memlliki cuti tahunan 

sebanyak 12 hari dimana selama cuti ini ka.ryawan mendapatkan gaji penuh 

tennasuk uang transport. Cuti tahunan ini berlaku hingga bulan Februari setiap 

tahunnya dan apabila kacyawan tidak menggunakan cuti ini, maka mereka 

mendapatkan uang ganti cuti sebanyak gaji penub per hari dikalikan dengan 

jumlah hari dan slsa cuti mereka. yang tidak digunakan. Apabila ada karyawan 

yang sakit. maka mereka harus memberikan surat keterangan sakit dati dokter 

dan mereka tetap mcndapatkan uang makan tetapi tidak mendapatkan uang 

transport Untuk karynwan wanita berhak mendapatkan cuti hamil selama 1,5 

bulan sebelum dan 1.5 bulan sesudah melahirkan, dan mereka tetap berhak 

mendapatkan gaji pokok dan uang makan. Sclain itu juga, karyawan wan ita juga 

berhak rnendapatkan cuti haid selama 2 hari setiap bulannya. Pada PT IKPP 
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Tbk. Serang MiU juga mendapat masa pensiun. yaitu setelah berumum 55 tahun 

dan uang pensiun yang mereka dapat sesuai dengan peraturan pernerintab. 

Keselamatan dan kesebatan kerja di PT IKPP Tbk. Serang Mill mengacu 

pada peraturan pe:merintah mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Dalarn rangka merealisasiiran progrnm tersebu~ PT IKPP Tbk, Senmg Mill 

melakukan berbagai langkah untuk menjaga kesebatan dan keselamatan kerja 

bagi sduruh karyawan. dimana dalam hal ini karyawan merupakan aset yang 

sangat berharga bagi perusahaan. 

Langkah-langkah yang dilakuiran oleh pibak manajemen PT IKPP Tbk, 

Serang Milladalah: 

l. Pengadaan saran keselamatan kerja bagi para karyawan 

2. Mengga.lakan peran serta seiuruh karyawan. tennasuk pula pihak 

manajemen untuk mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan 

keselamatan keija 

3. Pelaksanaan latihan dan pendidikan mengenai kesehatan dan 

keselamatan kerja 

4. Pemasangan s!ogan-slogan dan papan informasi mengenai K3 

(Kesehatan. dan Keselamatan Keija} 

Untuk itu, PT IKPP Tbk, Serang Mill membentuk Panitia Pelaksanaan 

Kesehalan dan Kesclamatan Kerja (P2K3} yang beranggotakan sebanyak 12 

orang yang diambil dari masing-masing biro dan bertanggung jawab langsung 

pada direksi. Pada PT IKPP Tbk, Serang Mill terdapat poliklinik intern yang 

digunakan untuk perlindungan kesehatan para karyawan di lingkungan 

perusahaan. Poliklinik ini juga melayani konsultasi kesebalan, Balai Kesehatan 
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lbu dan Anak (BKlA), dan program Keluarga Berencana (KB) untuk para 

keluarga karyawan. 

Untuk keselamatan ketja karyawan. perusahaan memberikan aJat 

perlindungan diri herupa : helmet, masker, sarung tangan, safety shoes, baju 

Japangan, ear plug,. dan lain~Iain. Untuk melindungi pabrik dari bahaya 

kebakarnn, perusahaa.n menyediakan alat pernadam kebakaran berupa hydrant di 

setiap unit yang rawan terhadap bahaya kebakarnn. 
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Sinar Mas Corporate Social Responsibility Commitment 

Sinar Mas recogni~ thal it.s business activities have direct and indirect impacts on the various 
stakehOlders in 'Nhich rt opemted. Sinar Mas eru:.leavoor to manage its operalionsln a responSible 
manner, beieving that sound and demonstrable perfo.nnanoo in relation to CO!porale soctal 
responsibility pollcies and practices ls a fundamental part of Sinar Mas' business sustain ability. 

Sinar Mas responsibility encompasses interaction v.ilh: 

• Employees 
• Shareholders 
• Customers 
• Erwinlnmenl and ~ties as a whole 

Demonstrating ccmmlm'lent to Corpo101W Social Responsibility is a joumey, in the cou<Se of which 
Sinar Mas' aim lo align its lrusiness values and purpose with the soclal, environmenlal and 
economic needs of Sinar M;.s' steJ.;eholders, wtllle embedding responsible and ethical business 
strategies and practices intQ everything Sinar Mas do. 

By working together with all stakeholders and embradng CSR, Slnar Mas welcomes to new 
markets, opportum!le$ and relationsl'!ips, increasing oompetitiveness and proflfabilily and 
demonstrating Sinar Mas' contrnued commi!ment to sustainable developmenl 

Sfnar Mas is oommlt!.ed to the following CSR prfrnjples.: 

• We are committed to recognize that tho balance of the three sustainabill!y pYiarn- social, 
erwfroomenlal and economic-can oo!y be .achieved with an equal wei.gtmng of each. 

• We respect !he lr.lnsparency and ~nlabillty r:l our business practloe 
• We are oommitted to behave ethicaly at all limes 

We respect Q\lt stakehold&l'tl interests 
• We respect the rule t1 law 
• We arn committed to the human rights 

The corporale social responsibiity pallcy applies tbtooghout both coiJlQrate entities and 
Individuals io Sioor Mas and guides our approaCh to all ou; business actrvltles, 

SinarMas 
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Checklist Issue dab!,m draft ISO 26000 working draft 4.2 

Organizational 
Governance 

Issues 

Dedsfon making 
proet!SS &truc!ure 

Related Acti<m 

- creole and n11rture on etTVironmrml where .J 
principles of Transparency, ethical ctmdnct, 
occolltllahility, legnl compliance and 
conSideration of stakeholders' fJJ~t<rests are 
praclit::ed; 

- tdfidentfy use financial, nctural ami ..J 
human resources, while ensw/ng fair 
representatitm of historically under­
reprosenled gr(J!JpS (Including women and 
racial and ethnic groups) in senior 
posit/OilS in the organization; 

- balance the need~ of the organization and ..J 
iTs stakeht~lders, including immediate 
needs and those of future generations; 

- establish a perma:nent lwo·way ..J 
communication pr«css between tire 
organizaJion and fls stakeholders thai 
rak£5 inlo ar:counr the iFJli!rests of 
stakeholders; 

·~ encourage greater participation by its V 
empioye.es in rhe organl:.ation 's decisior;., 
making on sacial responsibility issues; 

- delega1e aulhority proporlionttle/y to the ..J 
resporuibililics rusumed by each 
crganizalion 's member or employee; and 

- lxep track of decisimu 10 ensure they are -J 
follmv<!d through and lo determine 

Keteraogan 

Terdapat dalam: 
annual report 
perusahaart tahun 
2006 
sustailwbility 
n;p<»"ting 
perusahaan tahun 
2006 
SOP perusnha.an 

I 
respomibilfties for the results of 

i
, orgmti::atfon 's activities, either positive or 

__________ _i ____________ _L_2~~-~~~~,~·--------------------_l __ _l __________ __j 
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Human Rights Due diligence 

Human rights risk 
situations 

(Lanjutan lampiran 2) 

- Consider in aey due dillgettee Jlrree selr if 
factors; 

a) the coltnlry cofllext In which the ..J 
organizaJion operates or in which the 
Ql'gtJnization's C1Cih-1Jies Iake place; 

b) ilre po1ential and actual human rights ..; 
impacts t1 tfre organization '.r own 
activities; and 

q the p<~tenlial for ubme of human righlr .J 
resulling from the actions of other 
entities whose activities are sign!frcanrfy 
lin/red to 1/wse of the organization. 

- include, in a due diligence for it to 00 
reliable, IIJe fcllh:swing componems; 

a) a human rigltts palicy for lhe ..J 
organization thai gives mooningftff 
guidam:e to thQse within the 
organizatitm atul those significantly 
linked tv the organization; 

h) means of ~ing how e:xisJing wtd -J 
proposed CJC(ivities may ~JJfect human 
rights, which is appropriate to the types 
and location of ocfiviJies; i 

c) maans uf integrnting the human rights .J 
policy throughout the organization; and 

d) means of traddng performance over ..j 
time. to be able to make necessary 
a<fjusfmturrs in priorities and approach. • 

Terdapat dalam 
PKB perusahaan 

""": BabVH 
Kctentuan Tata 
Tertib 
Karyawan/wati 
&b vm Sanksi~ 
""""'i 

cOII}TH:l or exrreme political instability, or -./ ferdapat dalam: 
situations of ptJverty, drougi11 or annual nporl 
nmuraldisaslers: perusaiman 

- irrrolw?mtnt in e:xrrocliwt activities or other -1 sustainabiliiy 
activiTies t!Jat might signiftcantly qffec( 1 reporting I 
natural resrmrces suclr as wat~r. forest.~ or perusah<Utn 
the atmosphere mul often disrupl PKB perusahaan 
communilies; pada; Pasal 7 

-proximity of operatiot~S to communitiu of .J Hubungm; Kelja, 
indigerwus peoples Bab TV 

- activities tim/ t;(Jil affect or Involve childre11 ..J Pengupahnnl 

- complex .mpply chains that tnvclvc work ..J 
petformed on an informal basis >tltlwut 
legal proJection 

- a culture oj cwnption,- -.J l Pcaggnjian 

--'--- ---····----·······--'--- ---·----' 
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Avoidtmce 
cmnplicity 

(Lanjutan lampiran 2) 

of - organizations should verify lhot their ..J 
securi1y arrangements respect human 
rights and are consistent with international 
UN standards and norms ftJT Juw 
erif~JrCemenr. 

-procedures shoofd im:lude meastln!s to ..J 
prevent torlure, crue.f, inhumaiJ or 
degrading Jrealmenl ond the use of 
excessive fon:e. 

- security persGJ11fiZi (employed or .J 
conJro;;ted) .should be adequately trained. 
inclwifng in adherence lo these standards 
of human rights. 

- organizations shauJd develop dear rules ..J 
far corrlrocling with set:urity forces (.tnd for 
mn hiring s;xurity personnel with a reconl 
ofhuman rights violations. 

- ccmplainls about aecurity pr<~eedures ar ..J 
JX!rsonnel :should he addressed and 
investigmed promptly ami intlepemknlly. 

- organi;;othms supplyirTg military security -./ 
or police services should lake measures ro 
prevent any human rights violations.. Such 
measures could Jnc!wie adequr:Jie !rUining 
fvrslaff, ami oversight and monitoring of 
slaff heJtuVtour. 

T etdapat dalam 
PKB perusahaan 
pada: 

t- &b U Syar.ut 
Kerj~ Mutasi, 
Promosi Jabatan. 
Pencabutan 
Jabatan, dan 
Pengbarg.a.an: 
paml7 

1- Dab VHI Sank:si­
sanksi : pasal43. 
44,dan45 
Bab IX 
Penye1esaian 
Keluhan: pasal 
S6 

DiscrimittacJon and 
vulnerable groups 

- An arganizaticn should fa/;e care lo ensure ·:f 
that it does nor discrimint:Jte against 
Qtf)'otre tm cw rmjustifjed ground~. This 
includes emplo~es, bu.rine.ts parl1lers. 
customers, sta!rehvlders, members ami 
anycne, which IIJe organi:!ation has any 
contact wilh or impoct on 

Diperoleh dan: 
Hasil wa\Wflcara 
yang dilakukan 
denga.n Seksi 
Human Resource 
PKBperusahaan 
pasal 55 

- Groups that have sljjJered persistent .J 
discrimination, leading to eiJlrenched 
disadvantages, are mere vulnerable to 
furiher discriminalion, ami their hunt(Jn 
riglus should be I he focus of additional 
attention in terms qf protection by lhe slate 
ant! respecl by organi;;ations. Vulnerable 
groups include the following, but Jhere ' 
may be ()(hers in an orgnni:afion's 
particular rommunity of opermion. 

- promote the equal tnwtmenr afwomen and .J 
men in lite economic, social and political , 

/ spftere.s. 

I
' - PeiJflle wilit disabilities are often ..J 

Wilnerabfe, in part becaliSe of 
misperceptions abt>til their skills and 
abilities. An «gunization .should ' 
ct.mtribure to ensurf ng !hOT tmm and women 
with disahififit!'S are acccrtkd dignlly, 
autonomy and full parficipolion in sm:iery" 

l - Children are Vlllneroble because of !heir ' ,/ 
depentiel!l stalrls. Aft actions with effect or 
potenliaf effect an cl!ifdren should gi'i'e 

UU No.l3 tahun 
200> 
Kep. Pres. Rl 
No. 75 !.'lhun 
1995 

primar;r__ considerot!.?_n to rim ~'!_lc'".""""'~"~'"-'-'-~-:-'c-~--~~~·-" 
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Resolving 
grievances 

Civil and political 
rights 

tif the child 
- N!Spt!Cl opp/icable indigenous righls when V 

carrying out oetivities within a country and 
ensure ihat prcper consideration. respect 
and consultaJion is carried out to respect 
the rights. 

- Migrants and migrant workers and /heir ..J 
j(ltrJilies an. ~so a vuf~~erable group. 
Organizations slwuld conrribute Jo 
promoting a climate qf respect for the 
Jruman rig his of migrant }'!()fUrs and t!tefr 
families. J 

- legitimate: clear, tramparenl and ..J 
Stdficiently inrlep€ndent goverlli)ftCe 
structures should be in plCICe to ensure that 
no pony to a particular gritNt»tCe process 
ccm interfere with the fair conducl of rhar 
process; 

- accessible: pub/Jched to those who mqv ~ 
wish to access if and provide adequate 
assislance far nggrieved !Ji1rlles who mew 
face barriers to access. im::luding 
ianguoge, literot:y, awareness, finance, 
disian<e, or fear of reprisal; 

- predictable: dear and known procedure -,f 
with a time frame for each stage and 
clarify thetypes of process and outcome it 
C(lJl (and cannot) qffer. ar we.ll as a means 
of mtmttorirrg the implenrentaritm of any 
ou!C()flle; 

- equitable: aggrieved parties slu:mld Jun-e .J 
reasonable ccress to sources tJf 
information, advice and expertise necessary 
10 engage in a grievance prot:eSS on fair 
and equitable terms; 

- rigitts-compatibl.z: the ouk:tJmes anti -J 
remedies should occord with 
inleNWtionally rect:tgnized ittmum rights 
standards; and 

- trtm.sparent: the process and hutccme ..J 
should be sufficiently open to public 
scntfilf)! anti prioritk.f! the public ~J!Ierest 

- freedom qf opinion and expressltm, aud ~ 
should Ill)( aim 10 suppress at~ne '$ views 
or opinions, even when rhe person 
expresses criw:ism af the argant:a11a11 
interr1{Jfly onde:rtemally 

I 
·- freedom of peaceful assembly and of ..J 

association 

I
f - seek.receive and impart informafion onJ ,.,J 

ideas J!trough any media and regoulless of 

due process and lire righr to a fair lletu-ing .../ 
before taking DI{V internal discipfitJary 

Tcrdapat dalam: 
- annual report 

P"rusal13llll 
PKB Perusohaan, 
Bab II Syaral 
Ke!ja. Mutasi, 
Promosi Jabatart, 
Pencabuwn 
JaOOtan, dan 
Penghargaa.n: 
pasal ll bufir 7 
PKB Perusahttan, . 
Pasul2 
Kctemuan 
Umum 
PK.B Perusahaan, 
Bw IV 
Pengupahanl 
Penggajian: 
pasal 20.21,22 
PKB Perusahaa.n, 
BabiX 
Penyclesaian 
Keluhan: pasal 
25 

Terdapat da!am 
PKB perusahaan: 
Pasal 11 butir 6 
Pusal 2 
Ketent1.1an 
Umum bulir S & 
9 

I 
I 

I 

l 
narional borders 

_j mearures. Any disciplinary measures 

~. _ __ ----.. - Jhould he P.!!!_porliorvtie __ and not i"!'_,olew"-!'--·L---~---...J 
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&Momic, social 
and cultural rights 

FlmdamentaJ rights 
at wwk 

··~~--+~~-~ Labour £mpleymenr arxi 
Practipes . cmp/oymerrt 

relmionships 

I 

(Lanjutan lampirnn 2) 

physical punishment t>r inhuma11 cr J 
t.legt;Hiing treatment. 1 

- An crgam'zatlan should nat directly or -J 
indirectly limit cr deey access ia an 
essemi4/ producl or rescurcc. such IJS 

lvtfler. For example, production processes · 
should ntll compromise tire stJppiy of 
sr:arce potable wafer resources. 

- An crganizalion should resp€t:l everyone's ..( 
right to enjoy the highest mtoinable 1 
standard of pltyslcal and memo! health. To 
this end. activities. goods anti services, as 
well ru new projects. may require an 
assessment of their po!lsible impacts on 
human rights am:! heaflh and M{(ety, 
including I hose of lim iocaf papulmion and 
end-users. 

freedom of assQC[alion. & coflecti~'il 
borgalnin.g 

- forced labour 

Diperoteh dari: 
Hasil wawsncara 
yang dilakuka.n 
dengan Scks1 
Human Resource ' 
PKB Pcrusahaan, 
Bab IV 
Pcngupahanf 
PenSiaJian 
PKB Perusahaan, 
Bab VJ Jaminllll 
Sosial & 
Kesebatan 
Kmyawanlwati 

TerdapaL dslam 
PKB perusaho.an:. 
Pasai 5 

- child labour , 1 Pasal 2 

- non-discrimination ~~-~--~-~-l-'\---+~"""""~1~7c,.~~--1 
- he cof!fidcnt that all IMrk performed is ~ Oiperoleh dari: 

petfonned by women and metr wlw are Hasil wa\vaneara 
lcgaily recognized as employees or who PKB Perusahaan, 
are legally recognized as be-i"g self Pass.l 5 
employed; PKB Pen.tSahaan, 

- not seek to avoid the obllgalirm that law '>! Bab U Syarnt 
places an the employer by disguising Kerja, Mutasi, 
relariansltips that would otherwise be Promosi J:iliatan, 
rccflgnized 0$ a11 t:mpfoymenl Pencabutan 
relationship under law: Jabatan, dan 

- recogni:;e lhe importance of secure ..J Penghargaan 
employment to boih the individual worker 
and to society. 

- provide reasonable notice, 
information and, wifh 
represenlativcs where they exist 

lime!y ..} 
worker 

- eliminate discriminalion in employment 
prtrerices and offer equal opportunities ro 
\'!Omen, workers with disabilities and 
other vulnerable groups. 

- nm et1gage in arbitrary or discriminatory ..J 
dismissal practices 

- ;.:onlracJ ()Hf work onfy Ia vrganl::.afions 
that are legally recognized or are 
otherwise able. and willing to assume the 
responsibiJities. of an employer and to 
prowde drx•enJ work 

- tWI benefit from unfair, exploitative nr 
abusi\•e labour practices of their 
partners, suppliers or snb·COlJiroclors 

- »'here operating inlemaliona!Jy gh'e 
erioriry 1./? Jhe empfOJI.f!ll!ll(, OCCU]Kl.J~im""'>a~/j_ __ L ______ .-1 

125 

Universitas IndoneSia 

Analisis implementasi..., Intan Yunita Ratnasari, FE UI, 2008



Conditions of work 
and social 
pro/ec6on 

(Lanjutan lampiran 2) 

development, prom01ion and 
advancemem of notionals of the host 
country. This includes sourcing <md 
disJriburing through Jocal enterprises 
where pra~:th:al 
co'!firm thm lhe conditions of work 4 
comply with national laws and 
regulations and are at least consisrem 
with relevanJ imenwtional labour 
smndards 
respect higher levels of provision 4 
established through other applicable 
legally binding agreements 
observe at least those minimum .,J 
provisions <kfined in intcrtUJiionaf labour 
stantiards as esJahlislted by lhe fLO, 
where national legisfatif)IJ iS silent, 
accordingly 
provide rkcenl condifiorrs of work in -J 
respect of wages, hours of work, weekly 
rest holidays, health and sofety and 
maternity protecrion arul Jhey should net 
be less favourable lo the wOI'kitrs than 
those offered by olftcr comparable 
cmpluyers in Jhe country and locality 
t:oncerned 
provir:k tile best possible wages and oll:er "./ 
condili<mS of work in accordance wilh 
Mitmal law and proctice, for example, 
as included In reluvant ccllective 
bargaining. 
pay wages directly to- the workers ..J 
roncermu:l. suQ/ed only to any 
restrictions or deductions permilred by 
law or collective agreement 
recognize ;hat, wilhin the context t;if the .J 
country in ~rhich it is- operating. it has 
obligo.fioru oow:erlting the provision of 
tocial proteclion for workers rmd should 
nof seek to evade lhf!se obligations 
respf!Ci tin: right of men and women ..J 
workers 10 adhere to normal cr agreed 
working ilours established in Juw. 
regulations or coilect/ve (Jgreements. 
compe.tuate worl:ers for averrime in ..J 
accordance. with rJationa! law and 
practice. 
wherever possible allow observam.:IJ of .J 
national or religio/JS traditicns and 

Tt:niapat dalam 
PKn pero~haan: 
Bab III Waktu 
Kerja. lstirnhat 
Mingguan, Han 
Libur, Lembur, 
serta Upah 
Lembur 
Bab!V 
Pengupahan/ 
PenggajiWl 
Bab V Cuti 
Tahunan &. ljin~ 
ijin 

Social dialofi;~ ! ~ rerogni:e the inrponam:e of social "V 1 ofPtroleb d!iri: r' c--1~-'c~t~~ums with respe€_~_!0 weekly resl. _ ,.-,+-r-t-;; 

coffeclive lmrgainirrg stri/CiltrtH ilJc/uding PKB perusahrum, 
dialogue instilrttions and aPPlicable r Basil wawnncara 

: at lhe intenwtltmal lel'el for Pasall 
organizations; Ketentuun 
pnrticipa!c in relevant employers' I; ..J Umum butir 8 & 
organi=tions as fl means qf crealing 9 j 
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Heal1h and safety 
at work 

(Lanjutan lampiran 2) 

opportunities for social dialogue cmd 
extending their expression of social 
responsibility ihrough such chanmls 
net oppose or discourage in any way the 4 
I!Xtrcise by workers of their rlght to form 
or join their own organizaJians or to 
bargain c<J!leciively 
nQl dismiss or otherwise discrimJMJe v' 
againSt workers, threaten to relocate or 
outsoiUCC jobs or to thwllrl worlmrs who 
seek tQ form or join their own 
organizations oml to bargain co/leclively 
priJvide d11/y desigiW.ted wm-k:r ,J 
representatives with fKXf!SS Jo authorized 
deeision makers, access to workpJ(JCes 
and to i!ws« tfury repre:;enJ. 
rrot encourage gqwrllftWnts to restrict the .,J 
exercise of the inlef'IU1Jionolly recognized 
rights of freedom of assockilion Wid 
coflective bargaining nar part!J:ipate in 
incentive schemes based on such 
reslric:tions. 
seek lo tmderstand mtd cMfrol the health ..J 
ami sqfoty ri.fks irrmfw:d in its activltfa:>. , 
analyze work accidents and diseases and · V 
problems raised by warlt.crs so as to 
understand anti be able to advise on the 
diffirent ways in which women and men 
ore ojfected 
understand and apply principles of -./ 
industrial hygiene inctuding the hierarchy 
of controls, that is subslitution, 
engineering, work procedures, 
adminisrra~ivc and pers;:mo! protective 
equipment: 
recognize rlmt psychosocfal hazards in ..J 
the workploc:e is the caU$e of slrets and 
accupational i!Mwalth; 
have a health and sofoty palicy that .J 
clearly sfatf!.$ thai no pl:u.sc of vperario11 
or admlnfslration of the orgrmizatil.lll is 
more importanr than safety and lteaith 
and that safety and !waltb is an inregral 
part of all of its octil'iries; 
provide adequare training and capadty .J 
ituiltling in all rele1'allr su~b:crs w all 
rclcmllf perSOtJrJ.ei; 

Terdapat dalam 
PKB pcrusah:mn: 

·· Ball VI Jaminan 
Sosi:al & 
"'=luulan 
Karya wan!wati 

respecl tim principle that health and -.J 

1 
safely measures should !fOI invoh-e 
expendJwres by wor/wrs; and 
adopt health and safely syslt.rms tlmt an: -.J __j 

L 
based on I he pt:trticipatim; of rhe workers 
coJtCcrned o!1d that recogni:z.c and respect 
lire ri£hts oJworkers -----'---·----'-----""'-"~-.1__.1_ 
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Th_c __ _ 

Environment 

Humtm 
dl!llelopment 

(Lanjutan lampiran 2) 

provide access 10 skills de~·elopmeni ami .J 
troining and opp011tmities for C(Jf'eer 
advancemem to workers mr an equal and 
rwn-disr:riminatory basiS-
respect Jhe family responsibilities of ..J 
workers by p~oWding reasonable working 
!rows (J)Id through cflter policies ami 
facifities. 
not riiscriminale en the basis qf race. .f 
colour, gender, StU'llal Wienfation. 
religion, political '!flilWtimJ, nationality. 
social origin, age, etc. 
rake positive uclions 10 provide for the ..J 
pratectiun and advancement of 
Wlinerahfe groups such as indigelf(!UE tmd 
migrant wqrkers as well os worlrers with 
disabilities 
establish or parJ/cipale in appropriate ..J 
programmes i!Jat address issues sueh os 
youth unempioymelfl or the 
tmderemployment of women. 
establish joint labour-managcrmmt V 
p1ogrammes that promote lwalth and 

Diperoleh dari 
hasil WliW<mC5ra 

dengan seksi 
Human Resources 

-+7"--. ,---·c;+--~w~e~I<~~Jng. I ·r+=cc-:;:;c;;:=:-~ 
Prevention of - identify the .tom:;,es ef polluTion and ~··\f DiperOieb dari: 
pcllution waste associated with ifs activities. &.stainability 

products and services, including reporting 
emissions t() air, discharges to water rmd · perusabaan 
lund,. waste disposal, r~leose tif I OXic ami Anmtal reporl 
hazardmt.s chemicals and ()(her forms of fi'.--nJsahaan 
pof/ution,· HasH \VllWatlcars 

meosure, ~ord ami report on mv ..J dengan Divisi 
relev011t and sig11ijicam sorU'Ces of service quality 
poiluJian associi'IIed with its actNities. 
prodtwts and Si!rvices; , 
implement measures aimed al preventing ~ 
pnllmion and waste, using the wamr 
redffl:tion lllerorchy, tmd ensuring 
proper management af UlUll'Oidable ; 
pollurion and waste; 
publicly disclose the anrounts and types of .J 
relevofil and signijicanl toxic and 
l:a=ardOU$ materials used and released as , 
part of fls acliWtles, Including rite known ' 
Jmman health and tm~·ironmemal risks cf 
llwse materials; and 
implement a programme to .tystemn.ticnlly .J 
identify aud prevent rhe use of lmnned ; 

us.surance 

chemicals. ---+,-i_,~-..,-,.-,..~-j f~~~---~~~----~--Sustainable - identify the sources of energy, waier and ..J Diperolch dari: 

I 

resource use r.Jiher material usage for all its activities, Hasll WII.Wancara , 
products and services; 
mC(lSIIYe, record and rcporJ on aey ..f 
releo'Om and signijicntlf uses cf energy, 
water and other materials associmed 1rith 

Ookumen 
cnvironmenJaf 

' objecllve, targets 
& programme (s) 

its activilies, products and services; ; 
inmlemenl restJttrce elficieJICY . .'neasuros J .. f!~.i'~-- ---~--' 
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(Lanjutan lampiran 2) 

-----.-------r-~~=--=~~~~--------~ f to reduce its ure cf enurgy, water and 

Climate 
mittgaliun 
adaptation 

a/her m(Iterials, ccnsirkring besl 
praclice indicators and Q/1/er 
benchmarks; 

- identifY ftasihh opporlunilks for non- ..J 
renewable reS(1Urt:eS with alternative 
rettewable and low impact .sources; and 

- manage water rescurces Ia ensure fair '>[ 
OtXes;for all u.wr.s withirJ a watershed 

mitigate climate change, an crganizatinn -
should· 
- identify fhe sources tif direct muJ iruiirecJ 

GHG emissions for its activities, products 
and .Jervices; 

- measlil'li!, record and repcn on all re!trVant 
and signifir:anr GHG emissitmT tJSSociated 
with its aclivilies, products ond serviceJ.•, 
preferably using methods <kjined in 
intcfrnationally agreed standards 

- implement meo.'iUf'fJS to reduce the direct 
and indirect GHG emissions associated 
with iJs ilClivities, prodi.ICIS and services 
and those 1rithin its control and sphere of 
ilflluence; 

- consider relevanJ &pportunitfes for 
emissions lttu/ing, such as the Clean 
Develupmenl MechaniSm under !he Kyqto 
to the UN Framework Cotn1enlion on 
Clinuue Change. 

dimate change adoptotion: 
- consider foiurn climate predictions Ia 

ldenlify risks and Jntegrale clima:c chcnge 
adaptation lmo fls decision nraldng; 

- identify opportunities to ovoid OY minimize 
damage from climtJlc change and wke 
advanrage of opporlurdtics, where 
pi)SS/blc, to prmJCtively adjust for changing 
conditiom; 

-plan far land use. zoning ami 
infrastnKturo design and moinlenance 
taking account of the implications of o 
changing climo!e ami greater ciJmafic 
um:erlainly, and the p.ossibility of 
Increasingly se>-iU'e weather including 
floods, iligh wind! or infense heal: and 

- dt.welop agric11lturol. itulustrial, medical 
and a range aj other rechrmlogies and 
rechniqtli!S and make them accessible to 
!hose in need, ensuring the sectJrlty of 
drinking warer, sanitation, food and o!lmr 

Diperoleh dati 
basil wawancara 
dengan seksi 
environment 

resources critical to human health. --oJ'--;--1-;"' 
Protcctio=n---,&cf-_--identijy the poteniial ad><erse impac!s of ~· Dip{;rolch dari:-
roslorcuion of tlte ils activities, products and services on Ammal report 
mxluraf ecosystem services and biodiYersity and perusahaan 
cmironment rake measures to eliminate ur minimize Hasil wawanC!lrn 

L------~l _______ L_~Ihe::;::"~'~·m2p~"'~'~'·~-___ -----~-····- dcngan seksi -----
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(Lanjutan Iampl ron 2) 

Fair Operoling 
Practices 

Ami Carroption 

- wlb!re feasilJle ami appropd<Ue, 
JXUiicipole in market mechanisms lo 
lnfemalize the cost of environmental 
burtkns caused hy its acliWties, p1'oduc1s 
ami servk:es and create economic valr.e 
in protec!lng ecosystem services; 

- strive first to avoid loss of natural 
ecosystems and then to restore 
eCO$}'Siems. and finally to compensi;Jle for 
losses leading to a ne.l gain in ecclcgical 
services over time,' 
consider an lntegroied strolegy for the 
mlministraJion of land. wmer and 
ecosystems Jhat promcles ccnservatlon 
and smrainabk use in a s«ially 
etjuitob/e w~; 
talw. measures to preserve atf.Y endemic t>r 

endangered species ar habitats that may 
be adversely affected by its activities, 
produc!S or services; 
adapl sustainable development, design, 
agricultwal and qperating prtV:tices 
considering the possible en~ironmentol 
burdens resulting from its lam/ rue 
deciSions; 
incorporaJe tlu: protection of natural 
habital, wetlomls, forest, wildlifo 
corridi>rs, pro/cered oreas and 
agricultural lands info the plmwitrg of the 
buill I!l't'l#ronment &ptinSion ond 
development: 

-i 

v 

v 

-i 

adopt swlainable agriculrural, fishing ..J 
and forestry practices as defined in 
lebding standards and cenificatlan 
schemes 
avoid activities (II' approoches thht lead ..J 
to the extinciil:m qf species. or the 
distribution or prcliferatlcn of irwasive 
svecks, 

- implement, apply and improve policies and ~ 
prm:tices thar ct:nmter carn1pfion, 
facifilalion payments, bribery and 
extortion; 

- support WOJ'kers and agents lit tlw.ir efforts -J 
ro ermfit·mc bribery anri c&ruption ami 
provide incentivesfor progress: 

- train and raise Ihe mraroness Q{ emplo,vees ..J 
and agents abmrt com~ption and !raw to 
cotmler corruption; 

- corifirm Jhai the Femuneralkm of its ..J 
employees and agr:nts is appr<lpriafe and 

l for legiflmate stffl'ices only; 

l 
-encowage <lmpfoyees and agents 10 r<qJOrl i -.l 

•·iclnlifmlJ of the orgmtis:ation 's policies by ' 
adopting mechanisms llrat enable reponing 

, wiJho11t fe(1!' or repris(1/; 
L. ----- . ____ ·--~, ~ ~.ring violations gf tire _crimiMI law lo rile .J 

environment-~ 
Dokumen Aspek 
Dampak 
Lingkungan : 

Terdapat 4:lalant 
PKB perusahaan: 
Bab II Syarat 
Kerja, MuWi, 
Promosi dan 
Penghargaan 

Hub vn 
Ketentuan Tata 
Tcrtib 
Karyawan!wnti 
Bab VIti Sanksi~ 
sanks( 
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Responsible 
Political 
lnvolvemcm 

(Lanjutan lampiran 2) 

fJfienJioo of the rekwml law enfqrcemenl I 
autMrities: and J 

- wcrk to opp<Jse corroplion by irif/lif!.ncing ' 4 
others 10 ador;t similar nracfices. 

- train and raise the awareness of employees ..J 
and agenrs about resprmsible p<Jiilical 
involvement and comriburi011s; 

- be transparent regarding its activities .J 
relot~ to lobbying. political eanlrihutions 
and political im-olw:ment; 

- establish policies mrd guidefines to comrol ..J 
the activities of people retained to I 
advoc(Jfe on the organizalion's behalfi 

- avoid political contributions tlwf amount .J 
lt1 an attempt to control poficymakers in 
j(ll!aur of a specific cause; and 

- (1Vf)[d lobbying aclivities that itn'Oive. ..J 
misitformation, misrepresentoti<m, threat 

Dipcroleh dari 
hesil wawMcara 
dengan division 
head corporate 
sustainability 

I 

perusahaan J 

01' comoulsion. 
hfli7acircC""'om=pect0it0ion~-l-_....!c~o1n~duc!!!<t~•~'l''"'-oc-:tivc,c .• c.u--lcn-co-mo~-.c,.c,-+c4<+>o"ipero::::::::;:leh-"dan=·,:--1 

Promoting social 
rcspomibllity in 
the sphere of 
iriflucm;c 

~:"UfM 
1 

f"' .. perty rights 

' 

consistent wilh competition legislation and Hosil wawancara 
co..operate with competition authorities; Sti.Siailtobility 

- establish procedures ami other sofcguords .J reporting 
to prevent engagiflg ilT or being complicit perusahaan 
in anti..competiti~·e. he!uwiour,· 

- prcm01e employee (1W(J)"t!flf!S!< of the .J 
importam::{! of compliance wfth competition 
leglslali<m andfoir competill<m; Qlld 

- support public policies tllal l!IICCWflge ..f 
comperirimr, including antfwfrost and ami· 
dumni!W nractices and focal rerrolations. 

- incortwrale ethical, social, envirrmm£ntal, 
and gender equality cr#eria, including 
health and safety, in irs purchasing. 
distribulitm ond r:omroctingpolicies; 

- er:courage mher crgoniZi'llions to adopr ->/ 
similar policies; 

- carry cut releWJnt and appropriate 
irn:esligarions and manilcring Qj the 
organizations will! which they hUI·e 
relationships so that 1/wir action.s do not 
compromise tlu! organizCJlion 's 
commitments tQ social h!Sp;:msibility: 

- prQmOie fair sharing &/ t!re costs and ..J 
benefits crf implementing socially 
responsible proclices !llrouglwut the value 
clwiu, and 

- actively participme in raising Jhe 
awareness of organizations with which 
they have relationships on social 

Terdapaldalam: 
- Annual report 

pcrusahaan 
: ~ Sustaiuability 

ropartiug 
perusahaan 

i_ resegttSiblfi(y is.mcs and principi~eesc_, -~-1-~+~D~, . ...;;,;.·ole·h-·d·,,,·, 
implemeni policies and practices £hat ">/ :·- . 
promote respct;l fer property rights; Hasil wawancare 

~ conduct proper invesligarions to be 4 Annual repot 
canjfdem il has legilimale ownership to rtse , perusahaan 
or dispose of properly; J- UU Hak dpta... 
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Crm.sumer Issue Fair marlteling, 
iriformalian ami 
contractual 
prtJCtices 

(Lanjutan Jarnpiran 2) 

- rwt engage in aclfvUies that vi<llate ~ 
pr<Jperty rights, including counterfeit and 
piracy, or otllenyise infringe consumer 
inte~sts; and 

- fJPY fair compellfOtionfor property that it ..J 
ucauires or uses. 

- not engage in any proclkes lhat ore -J 
deceprivr,. misleading, fraudulent ar unfair, 
fnclttding criik:al emissions of informal ion; 

- clearly idenlify advertising and marketing; ..J 
- openly di.rclose total prices, eve11hraltaxes, '>/ 

terms and co11diffons of the products and 
services as well as aey accessories or 
delivery costs. When offering consumer 
credit, provide detalls of the actmil annual 
/merest rare, tV~WUnt to be paid in each 
ittrtalmenJ, number of payments, and the 
dlif! date q[insta/mem payments; 

- svbslan#ate claims cr assertions by -J 
providing underlying facts and 
it(armation; 

- avoid using images thtJf cauld perpetu{Ile .J 
rntgalive stereotypes of people, in 
particular gender and erlmic: stereotypes 

~ provide ccmplere, accurale r.mderstandt:lble 
and comparable i'iformation on: 
- all relevant aspects of products cr .J 

sf!111ices, im:fuding financial and 
fmestment producJs, ideally lrlking inro 
occoum lhefo/1/ife cycfe; 

- the key quality aspects of products and ;/ 
services usittg standardized test 
proc.ruJures, compared, when passible, 
rc average performance or best practice; 

- health ami sqfoty as peels of prctlucts and .; 
services, such w hazardous materials I 
and chemienls CMtained in cr released 
by products; and 

- Jhe organization's plry.sical address ..J 
inr;l!ldfng plwm: numbt:r. w!Jen ttSing 
distance selling. 

- use conlracls that.· 
- dn tiOl inclrldc u,Yair contract terms. 'ol 

Paten~ Merek 

Dipcroleh dari 
basil wawancara 
dengan divisl 
marketing 

sw:h w the exclusion qf liability, !he , 
right to unilaterally change prices and , 
conditions, lire rranifer of risk of] 
insofwmcy to consumers or unduly long 
controcl periods; and 

' - pravide clear and sufficien1 i'!formation ~ 
abrmt prices. terms, conditlnns and 1 

; Protecting ~ in protecting Jhe health and safety of -f Dipcroleb dari: 

_jons/ttm:rs 'health consumers a11 organi::ation shoufd talw the Hl!Si! wawaru:aro 
and safety follmring tJCiions and poy special allentitm .. Susrainabilfty 

to l'ulmrahle groups that might not hm'f! rcpoting 
/he capacity IO recognize or assess oerusilhaan 
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(Lanjutan lamplran 2) 

.------r-------.--~7r~---------,--.-------patemia/ dangers. 
- provirle products and services that, under .J 

normal and reasonably joreseeoh{e 
conditions of use, are sqfc fw mers, their 
property, other [XlrSons and the 
environmenl; 

- assess the adequacy of health and safety ..J 
laws, regulations, standards IJJld other 
specificalir;ms to address all he!1llh and 
safety aspects 

- minimize risks in the dt!slgn Cljpraducls: 
- idenJify the likely user ffl'<'llp(s) and gfl.-e ..J 

speciol care to vulnerable groups; 
- idemify the imerrded use and the ..J 

reasonably foreseeable misuse of the 
product, process or service and hazards 
wising in all the stages and ct.mditions 
of use of the produ<:t fJJ' service; 

·- utimtJfe and evaillt1Ie the risk lo each V 
idemified userlc011taC1 gn.mp, including 
pregnant women, arising from the 
harards identifffld; and 

- reduce the risk; wllen reducing risks. rhe ..J 
order of priori/)• sltmtld be: inherently 
sqfo design, proJective dtNkes and 
informatioojor users. 

- twoid the uw of prodJJcts that may !:te ..J 
carcinogenic, mutagenic, toxic for 
reprm:iuction, or that are perxbJtent amf 
biQwacc:umulative. If such products are 
rued. they slwuld he clearly labelled; 

- peiform a human health risk assessment of ..J 
products and sen;Jces befarc the 
inJrotiucJion of new maJerials and/or 
production metlwds, and malu! oil relevrm.t 
dacumentatian publicly available; 

- convey vital safety information to ..J 
consumers, wherever possible using 
symbols, preferably internalicnaliy agreed 
vr.es, in addition to Jhe textual 
informalion; 

- irutrucl cqnsumers in the praper tLSe of ..J 
products ami inform them of the risks 
itn•olved i11 Jntend.:d or ncrmalfy jore'Uen 

""'' ~ adopt mtur.mres t!Jar prevent producrs from ~ 
Mcoming unsufe fhmHgh improper 
handling <Jr slorage while in their core; 

-- if a product, qfter having been placed on -J 
!he m<Jrket, turns out to present an 
m!foreseen lla::anl. has a .tcri(IUs deject or 
comaim misleading or false i!ifwmaJion, 
an organi;;ation should witluiraw all 
producls that are still in the distribution 
chain, tmd recall products using 
appropriate m~asures and rmtdiu to reach 

-----------" __ 1rn.,,co~p~k~·~~~wccp~~edtlwmffld~uc~c"-----L_-c~--------·__c 
133 

Universitas lndonesia 

Analisis implementasi..., Intan Yunita Ratnasari, FE UI, 2008



--·· 

S«Stoinable 
COTJSilmpti<m 

CattSt~mer servicl!, 
supporJ, and 
dispure rcsolufiorr 

(Lanjutan lampiran 2) 

- <Yfer ccasumers soci'ally and .J 
emironmentally beneficial prodflCtS and 
services and reduce adverse impacts an lite 
em>ironmenJ and society by"· 

- offer products and services tlwt opel"tlle as ..J 
qjicienlly as pO!isihle, con.tidering the foil 
life cycle; 

- breed animals in a way lltQI respects their -J 
physical integrity and avoids cruelty; 

- eliminate where possible or minimize any .J 
negative health and environmental impacts 
of prmlm:ts orrd services, such as noise and 
wasu; 

- !ksign prodlJ(,fS so lhot tlwy can he easily ..J 
reused, repaired or recycled; 

- reduce waste by miflimizing packaging ..J 
material and if appropriate, offer recycling 
and disposal Z?FTtlces; 

- pravide and inform comumers about rouse, ..J 
recycling 

- enable comumers Jo consume in a 
sustainable manner by: 

-providing corullJllers with irfformation 

Diperoleh dari: 
1- Hasil waWDncara 
f- Annual report 

perusahaan 
Smtainability 
reporting 
pcrusahaan 

about the em•ironmental and social -.J ( 
factcrs reialed to producJion and delivery 
of llwir prodvcls or services, im:Judllfg 
irrformation fJn resource efficiency where 
relevant, laking the value chain into 
account 

-providing consumers with information 
about Jhe social responsibility of ..J 
argat~i:alions providing pr()([ucts and 
services,· 

- providing consumers with informotion 
abour lhc suslainability of prodliCts and '>/ 
services. includmg performance, cmmtry 
of origin, energy ejfu:iency (where 
applicable), ctmlents or ingredients 
(including where relevant, use of GMOs), 
impact on hetdth. aspccrs related 10 

animal welfare, s(lje use. maimenance, 
slortrge and dispo.sal of the prodwts and 
their packaging. This should De based on 
m·erage performance or best practice; 
and 

- maAing WJe of ecv-label !dll!mes and!or -
orher henchmarb 10 commu»lct:~te lhe 
environmental ot1d social qualities of 
orodJ1cts and services. 

engage in precoNiirmary meruures to 
prcvtmt complaints by ojforing consumers, 
iucl11dlng tlw.ro who obtain the products 
through distance sel!ing, lhe option to 
rcwrn products within a specific lime 
periml or obtain other appropriate 
remedies; 

- re•,,iew complaints and improve praclices 

Dipcroleh dari 
hasil wawancara 
den~n divis1 
marketing dan 
consumer service 
pcrusahaan 

(tidak terdapal ··-
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in response to these complaints; 
~ offer warumlks 1/lat exceed periods -./ 

guaranteed by law; 
- clearly cfUI1municafe to consumers how ..J 

they can acceJS after-supply services and 
Sllpporl D.$ well as disprtfe resolution and 
m:ire.1J mechanisms. 

- offer adequate and efficiem supporl and -1 
advice S)'Stem:.s; 

- a./fer mainrell{Jnce and repair a1 a .J 
refJSanable price and make informaJiQIJ 
readily accessible on the expecled 
a;.uilability of spare pariS for products 

- make tJSC qf altematlvc dispure resolution, .J 
conflict resoluticn and redress prcw:e<lures 
1ha1 are based on naJionnl or iflfernatianal 
standards, are free qf charge to consliml!rs 
and thai do nor require consumers to wl'lfve 

kebijakan lertulis) ! 

~~~~~···--~--~~~,,~r~r~~hO~t~o~~~k~/'>1~~~'~'~~~~· ~--~c.-i.o=ccc~=c~ 
Consumer data - lo prevent persmwl dma collection and ..J Diperoleh dori 
prOiecrion and processing from i'!fringing an privacy, an hasH wawancara 
pr;I)(IC')' organization should tQke the following dengrm divisi 

actiom: marketing 
- limit the collecth;m of persMI(J] data to ...J 

Information tirat is either ewmrial for the 
provisi()n of products or sen,ices or 
provided with the informed and voluntary 
consenl tif the consumer. and abJain data : 
by fawfu! and fair means; 

- specify the plh'pf.lle for which persortal -./ 
da!<J are collected, either before or at the 
time qf dtlJg collection: 

- not disclose, m(I};e available or otherwise ..J 
US€ persrm(l} data for purposes other thun 
these specified, including marteling, 
except with rhe informed anti lloluntary 
cOns/!111 of the conrumer or by the 
autlwrily of law: 

- provide consumers wilh rhe rigltl fa ..J 
confirm whether lhe organization has data 
reiluing to them and to chof/enge this 
data. If the challenge is SJtccessful. tile 
data shouirl be erased, rectified. 
ccmpleted or amentled; 

- protect personal daia by reasonable .J 
security sajegu(JJ'd 

- be open abaut derelopmems, practices and ...J 

pa!icies with respect to personal (/at(J and 
provide readily available way.s IJ/ 
e:stahlishing the existence, nature and main 
uses of personal data. Discltm lite idtmlily 
and usttaf locafiarr of !he person 
responsible for data protection fn the 
argttni::ation (sometimes called !he da1a 

(lidak. terdapat 
kebijakan tertuJis) 

L 
contral!er), and hold this person 
accountable fer eomplying wifh the above 

... -__ .L~ -----~--..L·-me""~-~· ____ .L_,-Ic:------J 
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Access to e.rsentlol - Regarding w:cess M e:ssenJial services: " Diperoleh dari 
services - if adt!qUI.lle government fr<~meworks are -1 hasil wawancura 

not fn place to guide suppliers of essential dengan division 
services such as eleclridty. gas. waJer and bend COipOtate 

teleplwne, these organiwtiaru shoflld not sust.ainabi!ity 

I 
discormect tire essential services far nonw perusahaan 
payment without prfWiding the consumers 
with tire opportunity to seek jittDncial 

I relief Suppliers shw.ld also operate in o 
JranspareM mamurr, providing information 
ntlcted to the .r«tting of prices ond 
chorges; 

- in cares of non-payment of bills paid ' I colleclively by o gt'QUP of cot1Sl1mers, an 
qrganizatlon should ntJI res()t'flo collective 
disc<mtU~ctioo of services thai pqnalize all I consumers regardless of payment 

- if networks are subject to curtailment or , ..J 
interruplion of supply, such curtai/menls or 
interrupJians should be mtJJ'UJgfd in an 
eqt<ilable manner, avoiding dlscriminmicn 
at!ainst omv JUOtrDS qf consumers. ' 

Education and In educating consumers "" crgani::olion Diperoleh deri: 
awareness should address: Hasil \\-awancarn 

- heol!h and sq[ety. Including producr 1 
-.J Stc.1ainahJJity 

hc:.ards; reporting 
~ i'!/ormatiott on appropriate replalio11S, ,; perusahaan 

ways of obtaining redress and agencies I Amwai repot 
and orgoni:;(Jf;onr fur consumer pcrosahaan 
protection; 

- product labelling; ' (bersifat pasif) 
' - if!/ormation on weighls and measures, ,; 

prices, quuliry, ctttdil ccmdi!ions ond 

' 
availability if es!ienliaf services; h - financial and iffWsfment pmducls; 

- envfronmemal proleclftm; 
- efficient use of materials, energy and " water; 
- sustainable ccmsumpti!m; and ' L - dispvsai qfpucfuges and proitucf.l".. i -

-
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